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SALINAN
NOMOR 24 /2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA MALANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal
264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2021,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota



Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



10.

11.

12.

13.

14.

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar
Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja



21.

22.

23.

24.

25,

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman  Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor E);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun
2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Malang Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Malang Tahun  2010-2030 (Lembaran  Daerah
Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun



27.

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2019 Nomor 1 Nomor Register Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 56-1/2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Malang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
Walikota adalah Walikota Malang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Malang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen



perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.

10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran

satuan kerja Perangkat Daerah.

12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi.

13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai

hasil (outcome) suatu program.

BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah dan program strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta RKPD Provinsi

Jawa Timur.



(2)

(1)

RKPD Tahun 2021 merupakan pedoman
penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021 dan pedoman penyusunan KUA dan
PPAS Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penyusunan
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

Dokumen RKPD tersusun berdasarkan Sistematika
yang terdiri atas:

a. Pendahuluan;

o

. Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;

o o

. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

L

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

g. Penutup.

[si atau materi muatan dari sistematika dokumen RKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Dikecualikan dalam Pasal 2 ayat (2), akibat terdapat
kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat,
keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD
ditetapkan, dapat dilakukan penambahan program/
kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat
dalam RKPD.

Keadaan dikecualikan akibat kebijakan nasional atau

provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan



(3)

perintah dari peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diantaranya apabila memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

a. merupakan program/kegiatan yang bersumber dana
yang bersifat specific grant atau dengan peruntukan
khusus, vyang peruntukannya memerlukan
persetujuan/verifikasi instansi yang berwenang;

b. merupakan dampak atas pelaksanaan
pogram/kegiatan Pemerintah Pusat/Provinsi, atau
dampak atas pelaksanaan program/kegiatan yang
bersumber dana yang bersifat specific grant atau
dengan peruntukan khusus; dan/atau

c. merupakan instruksi atau permintaan tertulis dari

Pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Timur.

Dalam hal terjadi penambahan program/kegiatan baru
pada KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), perlu disusun berita acara kesepakatan Walikota

dengan ketua DPRD.

Proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan
pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini merupakan
perkiraan/asumsi pendapatan daerah dan penerimaan

pembiayaan daerah pada tahun berkenaan.

Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan yang
disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini merupakan pagu indikatif tiap-tiap

program/kegiatan.

Usulan lokasi kegiatan yang disampaikan oleh masing-
masing perangkat daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini merupakan

perkiraan, dan kepastian lokasi mengacu pada



Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat

daerah.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota Malang ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota Malang ini dengan

menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 Juli 2020

WALIKOTA MALANG,

Ttd
SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Ttd
WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM ,
‘AW K

] | JVAV%/\/ \

TABRANI SH,M.Hu

Pembina Tk.I
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 24 TAHUN 2020
TENTANG :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA MALANG TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan
dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan
memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini
dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien
serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian
perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan
pembangunan di waktu yang akan datang. Perencanaan pembangunan di
Indonesia menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan pada
Pasal 1 ayat (22) mendefnisikan perencanaan pembangunan daerah sebagai

berikut:

“Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.”

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Regulasi mengenai RKPD salah
satunya didasarkan menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat
(1) tentang Pemerintahan Daerah. Pasal dan ayat tersebut membahas mengenai
dokumen perencanaan pembangunan daerah. Di tingkat Pemerintah Daerah
dokumen perencanaan daerah antara lain, Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu
dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan oleh Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 kepada pemerintah daerah setempat untuk
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disusun setiap tahunnya. RKPD ini pada dasarnya adalah merupakan rencana

tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wilayah

bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD

dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 8 ayat

(1-4) menyebutkan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

baik RPJMD maupun RKPD menggunakan 4 (empat) pendekatan sebagai

berikut:

1. Pendekatan politis, dimaksud dengan pendekatan politis adalah bagaimana
menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen
perencanaan pembangunan yang dibahas bersama dengan DPRD.
Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya
merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana
program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya
didasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon
Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran
agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat
kampanye ke dalam RKPD.

2. Pendekatan teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan Daerah;

3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan
pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan, dengan tujuan untuk
mendapatkan aspirasi, dan menciptakan rasa memiliki;

4. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom up), merupakan
hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan
yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota,
Daerah provinsi, hingga nasional.

Proses penyusunan RKPD tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

sebagai penjabaran dari RPJMD, dengan tahapan persiapan penyusunan RKPD
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meliputi penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD,
pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD,
perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Artinya, Penyusunan
RKPD harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang
telah ditetapkan untuk tahun 2021 dalam RPJMD dengan berpedoman pada
arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah,
tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan
perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan
penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional
dan arah kebijakan Pemerintah nasional.

Keterkaitan rencana kinerja perangkat daerah dengan eksistensi kondisi
dan potensi daerah Kota Malang tahun 2021 yang dipadukan dengan
permasalahan dan isu strategis terkini harus mampu diformulasikan melalui
dokumen perencanaan yang aktual dan berkelanjutan. Analisis yang berkaitan
dengan kondisi dan potensi Kota Malang perlu mempertimbangkan partisipasi
masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(musrenbang) sehingga menghasilkan isu dan program prioritas yang
dibutuhkan masyarakat untuk disajikan dalam dokumen RKPD Kota Malang
Tahun 2021.

Dari hasil Musrenbang RPJMD untuk menemukan program prioritas yang
telah direncanakan dalam RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023, maka
kedudukan RKPD Kota Malang Tahun 2021 dalam dokumen RPJMD Kota
Malang Tahun 2018-2023 terletak pada titik tekan arah pembangunan Kota
Malang tahun 2021. Adapun rencana pembangunan RKPD Kota Malang Tahun
2021 untuk mewujudkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan
layanan dasar lainnya, menjaga daya beli dan perlindungan sosial, infrastruktur
perekonomian dan sarana prasarana sosial, serta pemantapan industri kreatif
masyarakat. Sebagaimana wujud dari implementasi tujuan dan sasaran
pembangunan yang sudah tertuang dalam RPJMD Kota Malang tahun 2018-
2023.

Indonesia sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19, dimana
hampir seluruh wilayah di Indonesia ikut terdampak, salah satunya adalah Kota
Malang, berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah, bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan

penanganan dampak penularan COVID-19, oleh karena hal tersebut beberapa
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kebijakan Kota Malang untuk menindaklanjuti hal tersebut adalah

memfokuskan anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak

ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup, dan penyediaan jaring

pengaman sosial.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kota Malang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1)

6)

7)

8)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah,
JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal
(SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

16) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
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terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

22) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor E);

23) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
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24) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Malang Nomor 4);

25) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerabh;

26) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Malang Nomor 38).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dokumen
perencanaan pembangunan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2024, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga,
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
Dalam perencanaan pembangunan tingkat pusat maka dokumen Perencanaan
Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD).

Kaitannya dengan payung hukum perencanaan pembangunan tingkat
daerah maka Dokumen RKPD Kota Malang merupakan penjabaran dari RPJMD
Kota Malang Tahun 2018-2023 yang kemudian diacu kedalam RKP, memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam
penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2021 harus memperhatikan dokumen
RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

Arah kebijakan pada RKPD Kota Malang Tahun 2021 mengaju pada
dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional yang meliputi Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, terutama dalam menyesuaikan tema RKP
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Tahun 2021 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Nasional”.
RKPD Kota Malang Tahun 2021 juga disusun mengikuti kebijakan yang tertera
dalam RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Dokumen
perencanaan di tingkat nasional dan provinsi tersebut kemudian dijadikan
sebagai landasan dan acuan bagi perencanaan pembangunan daerah Kota
Malang

RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan
tahunan Pemerintah Kota Malang yang memuat prioritas program dan kegiatan
dari Rencana Kerja (Renja) Pemerintah daerah Kota Malang. RPJMD Kota Malang
menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Pemerintah Daerah Kota Malang
dalam rentang waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan
penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis
operasional dalam menentukan arah kebijakan serta program kegiatan atau
fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun, yang disusun oleh setiap
Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Malang.

Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
disajikan secara terperinci pada gambar berikut ini:

20 Tahun 5 Tahun 1 Tahun

m Pedoman RPIMN Dijabarkan

RTR Pulau Pedoman

RTR KSN

Pedoman i RAPBD
PROVINSI H i

RTR KSP

i

- \ 1
RENSTRA s I
K/L = |

Mempedomani
Mempedomani

- 2
35
=g

Mempedaomani
Mempedomani

1 1
—araan
, — i !
KAB/KOTA Pedoman_ | Diacu 1
RTR KSK v

Tata Ruang Sebagai Acuan Dalam Perencanaan - Harus Diimplementasikan

Gambar 1.1 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2021 ini dimaksudkan
untuk menerjemahkan arah kebijakan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023
kedalam kebijakan tahunan. Selain itu, maksud penyusunan RKPD Kota Malang

Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
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a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan RKPD Kota Malang Tahun
2021 dengan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023;

b. Menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam
RKPD Kota Malang Tahun 2021 dengan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-
2023;

c. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar
tingkat penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang;

d. Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya

efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2021 adalah
sebagai pedoman dalam rangka:
a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021;
b. Penyusunan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun
Anggaran 2021 dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021;

c. Pelaksanaan evaluasi RAPBD oleh Gubernur.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD
Adapun dokumen RKPD Kota Malang tahun 2021 disajikan dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB1 : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
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BAB III

BAB IV

BAB V
BAB VI
BAB VI

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintah Daerah

: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
: PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Kondisi Geografi Daerah

1) Luas, Letak dan Batas Wilayah Administrasi
Secara astronomis, Kota Malang terletak pada 07°46’48” LS - 08°46’42”
LS dan 112°31°42” BT - 112°48’48” BT. Sedangkan secara administratif Kota

Malang merupakan salah satu kota dari 38 (tiga puluh delapan)

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan batas administratif sebagai

berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso,

2. Sebelah Barat

3. Sebelah Timur

4. Sebelah Selatan

Kabupaten Malang

Malang

Malang

Malang

KEC.KARANG PLOSO

2

Iy,
T
A S

Gambar 2.1 Peta Kota Malang
Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang

: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten

: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten

: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten
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Adapun Kota Malang memiliki wilayah seluas 114,26 km2. Kota Malang
merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Berdasarkan
ketetapan tentang pembagian wilayah, Kota Malang secara administratif terbagi
menjadi S (lima) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 57 (lima puluh
tujuh) kelurahan.yang terbagi menjadi 546 Rukun Warga (RW) dan 4.157 Rukun
Tetangga (RT).

2) Topografi
Secara topografis, Kota Malang sebagian besar dikelilingi daerah
perbukitan. Secara garis besar, Kota Malang terletak pada ketinggian antara

445-526 m (dpal), dengan keadaan kemiringan tanah (topografi) Kota Malang

dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Kemiringan 0-8% tersebar diseluruh kecamatan di Kota Malang. Kelas
kemiringan ini tergolong datar agak landai. Kondisi tanah yang berada pada
kelas kemiringan ini sangat potensial untuk dijadikan permukiman,
pertanian, dan perkebunan.

b. Kemiringan 8-15% merupakan kelas kemiringan yang tergolong landai agak
miring. Kelas kemiringan ini berada di seluruh kecamatan di Kota Malang.
Kondisi tanah pada kelas kemiringan ini cocok untuk dijadikan berbagai jenis
usaha konservasi tanah dan air.

c. Kemiringan 15-25% merupakan kelas kemiringan yang tergolong miring agak
curam. Kelas kemiringan ini juga berada diseluruh kecamatan Kota Malang
namun hanya pada lokasi-lokasi tertentu seperti sempadan sungai. Wilayah
terluas pada kemiringan ini yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan
Lowokwaru.

d. Kemiringan 25-45% merupakan kelas kemiringan yang tergolong curam.
Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada disekitar sempadan sungai.
Namun wilayah terluas yang berada pada kelas kemiringan ini yaitu
Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru yang merupakan
tempat tertinggi di Kota Malang. Kondisi tanah pada kelas kemiringan ini
kurang baik untuk dijadikan pertanian namun demikian perlu dikelola
dengan memilih tanaman yang bisa digunakan untuk konservasi.

e. Kemiringan >45% merupakan kelas kemiringan sangat curam. Kelas
kemiringan ini di Kota Malang berada di Kecamatan Kedungkandang. Kondisi
tanah pada kelas kemiringan ini sangat rentan terhadap erosi maka sebaiknya

perlu upaya pelestarian hutan.
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Tabel 2.2 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (dpl) Menurut Kecamatan di
Kota Malang Tahun 2019

No Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Tinggi (meter)
1. | Kedungkandang Buring 445
2. | Sukun Bandungrejosari 445
3. | Klojen Gadingkasri 455
4. | Blimbing Arjosari 466
5. | Lowokwaru Tulusrejo 526

Sumber: Kota Malang dalam Angka, BPS Kota Malang

Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Kota Malang
Tahun 2018 bahwa salah satu lokasi yang paling tinggi berdasarkan klasifikasi
topografinya adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah Timur Kota
Malang. Dengan letak lokasi yang tinggi dan berada diantara wilayah
pegunungan, menjadikan Kota Malang sebagai kota yang berpotensi dalam
sektor pariwisata. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang
indah antara lain dari arah Barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman,
sebelah Utara adalah Gunung Arjuno, sebelah Timur adalah Gunung Semeru

dan jika melihat kebawah terlihat hamparan Kota Malang.

3) Geologi
Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Kota Malang
Tahun 2018 (2018:44) bahwa keadaan geologis di Kota Malang termasuk
kategori dataran tinggi. Sebab Kota Malang merupakan kota yang dikelilingi oleh
pegunungan. Di sebelah utara terdapat Gunung Arjuno; di sebelah timur
terdapat Gunung Semeru; di sebelah barat terdapat Gunung Panderman;
Gunung Kawi; dan Gunung Kelud. Keadaan tanah di bagian selatan termasuk
dataran tinggi yang cukup luas, sehingga cocok untuk industri. Keadaan tanah
di bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, sehingga cocok untuk
pertanian. Keadaaan tanah bagian timur merupakan dataran tinggi dengan
keadaan kurang subur. Sedangkan keadaan tanah bagian barat merupakan
dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan. Jenis tanah di
wilayah Kota Malang terbagi menjadi 4 (empat) macam, antara lain:
1. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
2. Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
3. Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.
4. Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 Ha
Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu

mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki
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sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru

dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.

4) Hidrologi

Dipandang dari aspek hidrologis, Kota Malang terletak pada Cekungan Air
Tanah (CAT) Brantas. Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD
Kota Malang Tahun 2018 (2018:42) bahwa di dalam CAT Brantas terkandung
potensi dan cadangan air tanah dengan kualitas yang sangat bagus untuk bahan
baku air minum. Wilayah CAT Brantas ini mempunyai wilayah cekungan yang
terbesar di Propinsi Jawa Timur. Karena letak Kota Malang yang berada pada
CAT Brantas ini, maka pemerintah daerah melalui PDAM saat ini
menggunakannya sebagai bahan baku utama untuk air minum bagi
masyarakat. Disamping itu, Kota Malang juga memiliki 4 (empat) Daerah Aliran
Sungai (DAS), yaitu DAS Metro yang berada di Jalan Raya Langsep, DAS Brantas
yang berada di Jalan Gajayana sampai Jalan MT Haryono, DAS Bango yang
berada di Jalan Sukarno Hatta, serta DAS Bango yang berada di Jalan Terusan
Borobudur sampai Kawasan Pasar Blimbing.

Sementara itu, perairan permukaannya berupa aliran beberapa sungai
yang berfungsi sebagai bahan baku pengairan maupun untuk saluran
pembuangan akhir dari drainase kota. Berdasarkan hasil analisis kajian
dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:42) Di wilayah Kota
Malang terdapat 4 (empat) sungai utama yang cukup besar, yaitu Sungai
Brantas, Sungai Metro, Sungai Mewek-Kalisari-Bango, dan Sungai Amprong.
Sungai-sungai yang lain adalah merupakan sungai-sungai relatif kecil yang
merupakan sungai pecahan, maupun sungai terusan dari keempat sungai besar
tersebut. Kondisi Kota Malang berada pada daerah lereng gunung sehingga Kota

Malang menjadi jalur aliran air bagi daerah dataran rendah dibawahnya.

5) Klimatologi

Iklim Kota Malang dipengaruhi oleh letak geologis yang berada di lokasi
yang tinggi dan di antara wilayah pegunungan. Kota Malang beriklim muson
tropis (pengelompokan iklim Képpen: Am) sehingga memiliki dua musim, yaitu
penghujan dan kemarau. Sepanjang hampir sebagian besar bulan dalam
setahun terdapat curah hujan signifikan di Kota Malang, sedangkan musim
kemarau terjadi singkat. Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS
RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:42), kondisi iklim (aspek klimatologi) di
Kota Malang relatif nyaman dan tergolong daerah yang cukup sejuk. Pada

beberapa tahun terakhir di Kota Malang mengalami peningkatan suhu, serta
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musim hujan yang lebih lama dari biasanya. Rata-rata suhu udara pada tahun
2016 berkisar antara 22,2°C sampai 24,5°C. Sedangkan suhu maksimum
mencapai 32,3°C dan suhu minimum 17,8°C. Rata-rata kelembapan udara pada

tahun 2016 berkisar 74% - 82%, dengan kelembaban maksimum 97% dan

minimum mencapai 37%.

Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan Menurut Stasiun Klimatologi Kota Malang

Tahun 2018
Jumlah Curah Hujan
Bulan Stasiun Stasiun Stasiun
Ciliwung Kedungkandang Sukun
Januari 423 412 435
Februari 259 310 449
Maret 249 76 163
April 144 44 215
Mei 45 84 59
Juni 103 - 72
Juli - - -
Agustus - - -
September S - 8
Oktober 7 24 -
November 297 215 142
Desember 320 373 437

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi
Karangploso Kota Malang, 2018

Seperti pada umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti
perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan
tabel diatas, dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso, curah
hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April dan
Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Agustus dan November curah hujan

relatif rendah.
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Tabel 2.4 Jumlah Hari Hujan Menurut Stasiun Klimatologi Kota Malang Tahun
2018

Jumlah Hari Hujan
Bulan Stasiun Stasiun Stasiun
Ciliwung Kedungkandang Sukun
Januari 20 15 21
Februari 13 16 17
Maret 10 10 12
April 7 6 6
Mei 4 4 4
Juni 3 - 2
Juli - - -
Agustus - - -
September 1 - 1
Oktober 2 1 -
November 15 18 10
Desember 19 26 19

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso, Kota
Malang, 2018

6) Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kota Malang terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yakni
kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada masing-masing kawasan
tersebut telah ditetapkan fungsi utama keberadaan dan kemanfaatannya.
Adapun penggunaan lahan di Kota Malang diantaranya:

a) Kawasan Lindung, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan
sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Malang terdiri dari:

a. Kawasan Lindung Setempat, yang meliputi daerah sekitar sungai atau
sempadan sungai dan sempadan irigasi
b. Kawasan Rawan Bencana, merupakan kawasan yang memiliki
kecenderungan terjadi bencana banjir dan tanah longsor meliputi:
1) Kelurahan Mergosono,
2) Kelurahan Madyopuro,
3) Kelurahan Lesanpuro,
4) Kelurahan Kedungkandang, dan
5) Kelurahan Kotalama
c. Kawasan Cagar Budaya, terdiri dari:
(a) Lingkungan Cagar Budaya, yang meliputi:
(a) Lingkungan Candi Badut,
(b) Lingkungan Candi Tidar,
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(c) Lingkungan Gunung Buring,
(d) Situs Tlogomas, dan

(e) Lingkungan Polowijen

(b) Bangunan Cagar Budaya, yang meliputi:

(a) Balai Kota Malang,

(b) Stasiun Kereta Api,

(c) Bank Indonesia,

(d) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara,

(e) Gereja Kathedral Hati Kudus,

(f) Sekolah Cor-Jdessu,

(g) Gedung PLN,

(h) Perumahan yang ada di sepanjang Jalan Besar Ijen,
(i) Toko Oen, dan

(j) Masjid Agung Jami’

d. Kawasan RTH Kota, terdiri dari:

(a) RTH Publik

(a) RTH Jalur Jalan

(b) RTH Taman, monumen dan gerbang kota
(c) RTH Lapangan Olahraga dan makam

(d) RTH Hutan Kota dan Taman Bibit

() RTH Pengaman Jalur Kereta Api (KA), Saluran Udara Tegangan

Tinggi (SUTT), Sungai dan Buffer Zone

(b) RTH Privat

(a) Lingkungan permukiman
(b) Taman kantor

(c) Taman gedung komersil

b) Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya

alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya

di Kota Malang terdiri dari:

a. Kawasan Perumahan

b

C

. Kawasan Perdagangan dan Jasa

. Kawasan Perkantoran

d. Kawasan Industri dan Pergudangan

e
f.

g

. Kawasan Pariwisata
Ruang Evakuasi Bencana

. Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal
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h. Kawasan Peruntukan Lain, yang meliputi:
1
2
3
4

) Kawasan Pelayanan Umum Pendidikan
) Kawasan Pelayanan Umum Kesehatan
) Kawasan Pelayanan Umum Peribadatan
) Kawasan Pelayanan Umum Rekreasi dan Olahraga

Hingga saat ini kondisi yang ada atas struktur penggunaan lahan di Kota
Malang telah mengalami perambahan kawasan terbagun (konversi lahan
terbangun) semakin luas ke daerah yang bukan peruntukannya, baik secara
natural maupun terencana. Semakin tinggi jumlah dan kepadatan penduduk di
Kota Malang yang disertai dengan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal
menjadi salah satu penyebab konversi lahan. Sehingga hal ini berimplikasi pada
meningkatnya kerusakan lingkungan. Bahkan tidak jarang sempadan sungai
maupun kawasan RTH menjadi alternatif konversi lahan terbangun sebagai
ruang untuk tempat tinggal maupun konversi lahan yang tidak sesuai
peruntukannya.

7) Demografi

Faktor terpenting dalam sebuah perencanaan pembangunan yakni
kondisi dan perkembangan demografi suatu daerah. Sebab penduduk
merupakan sasaran dan objek pembangunan. Dengan kata lain, penduduk
merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu daerah. Seluruh
aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi
kependudukan yang ada. Dengan demikian, informasi tentang demografi
memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan

pada suatu daerah.
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Gambar 2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Malang
Tahun 2015-2019
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2019
Jumlah penduduk Kota Malang menunjukkan tren peningkatan pada
tahun 2014 hingga tahun 2018. tahun 2015 menjadi 881.796 jiwa. Mengalami
peningkatan berturut-turut pada tahun 2016 yakni 895.387 jiwa, tahun 2017
yakni 904.165 jiwa, tahun 2018 yakni 916.042 jiwa, dan tahun 2019 adalah
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927.285 jiwa. Apabila melihat gambar perkembangan jumlah penduduk
menunjukkan pada setiap tahunnya jumlah penduduk Kota Malang selalu

mengalami peningkatan yang signifikan.
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Gambar 2.5 Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Malang
Tahun 2015-2019
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2020

Apabila melihat perkembangan jumlah penduduk di Kota Malang
menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tahun 2015 dengan kepadatan
penduduk 8.012 jiwa/km?2, tahun 2016 dengan kepadatan penduduk 8.136
jiwa/km?, tahun 2017 dengan kepadatan penduduk 8.215 jiwa/km?2, tahun
2018 dengan kepadatan penduduk 8.323 jiwa/km?2 dan tahun 2019 dengan
kepadatan penduduk 8.425 jiwa/km?2. Kepadatan penduduk tersebut tentunya
tersebar pada masing-masing kecamatan. Kepadatan penduduk terbesar pada
tahun 2015-2019 ada di Kecamatan Klojen dengan tingkat kepadatan penduduk
pada tahun 2019 mencapai 24.921 jiwa/km?2 sedangkan Kepadatan penduduk
terkecil adalah Kecamatan Kedungkandang yakni 5.077 jiwa/km?. Untuk
perkembangan kepadatan penduduk menurut kecamatan pada tahun 2015-

2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Malang

Tahun 2015-2019 (jiwa/km?)

Blimbing 10.950 11.077 11.166 12.425 13.291
Klojen 12.436 12.473 12.466 12.505 | 24.921
Kedungkandang 5.124 5.239 5.326 5.420 5.077
Sukun 9.677 9.853 9.969 10.120 5.296
Lowokwaru 7.524 7.647 7.706 8.598 8.720
Total 8.012 8.136 8.215 8.323 8.425

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2020
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Penyumbang utama pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kota
Malang yakni dari faktor migrasi. Faktor migrasi ini berpengaruh signifikan pada
pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kota Malang, dibandingkan dengan
pertambahan penduduk dari faktor kelahiran. Hal ini dikarenakan Kota Malang
merupakan perkotaan, pusat perekonomian dan pusat pendidikan.
Namun apabila melihat laju pertumbuhan penduduk Kota Malang pada lima
tahun terakhir sejak tahun 2015-2019 menunjukkan angka pertambahan
penduduk mulai melambat. Pada tahun 2015 menjadi 1,51%. Pada tahun 2016
pertumbuhan penduduk sebesar 1.54% dan menurun di tahun 2017 yakni
tumbuh sebesar 0.98%, hingga tahun 2018 tumbuh sebesar 1,31% dan di tahun
2019 diangka 2,23%.

1,51 1,54
1,31 123
] |||| ||||

2015 2016 2017 2018 2019

Gambar 2.6 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Malang Tahun
2015-2019
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, 2020

Apabila dilihat dari persebaran penduduk di Kota Malang pada setiap
tahunnya yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Klojen.
Pada tahun 2019 di Kecamatan Klojen terdapat 24% (220.055 jiwa) dari seluruh
jumlah penduduk Kota Malang. Diikuti oleh Kecamatan Blimbing yaitu 23%
(214.650 jiwa), Kecamatan Kedungkandang yaitu 22% (202.514 jiwa),
Kecamatan Lowokwaru yaitu 19% (179.013 jiwa) dan Kecamatan Sukun yaitu

12% (111.053 jiwa).
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Gambar 2.7 Distribusi Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan
Kota Malang Tahun 2019
Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Malang diolah
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Malang
Tahun 2015-2019

Jumlah Penduduk (jiwa)
Kecamatan
2015 2016 2017 2018 2019
Blimbing 194.591 | 196.847 | 198.428 | 200.663 | 214.650
Klojen 109.817 | 110.136 | 110.073 | 110.421 | 220.055
Kedungkandang 204.405 | 208.979 | 212.459 | 216.222 | 202.514
Sukun 202.928 | 206.612 | 209.053 | 212.222 | 111.053
Lowokwaru 170.053 | 172.813 | 174.152 | 176.514 | 179.013
Total 881.794 | 895.387 | 904.165 | 916.042 | 927.285

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Pusat
Statistik Kota Malang

Apabila dilihat dari aspek usia, pada tahun 2019 sebagian besar
penduduk di Kota Malang terkategori sebagai penduduk usia produktif, yakni
pada rentang usia 15-64 tahun sebesar 653.765 jiwa atau 70,50% dari total
jumlah penduduk, sedangkan jumlah penduduk yang termasuk ke dalam
kategori penduduk usia tidak produktif sebanyak 273.520 jiwa atau 29,50% dari
total penduduk. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk
perempuan di Kota Malang seimbang relatif seimbang. Berikut ini masing -
masing adalh grafik gambaran jumlah penduduk Kota Malang berdasarkan usia

dan grafik penduduk berdasarkan jenis kelamin.

II-11



0-4 Th 5-9 th 10 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 265
th th th th th th th th th th th

kota malang 57665 70074 69941 71754 66983 66796 71411 82710 73971 67311 60584 50718 41527 75840

Gambar 2.8 Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Di Kota Malang Tahun 2019
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2019

® LAKI-LAKI = PEREMPUAN

Gambar 2.8.i Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis
Kelamin Di Kota Malang Tahun 2019
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2019

B. Potensi Pengembangan Wilayah :

Kawasan wilayah Kota Malang terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yakni

kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada masing-masing kawasan
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tersebut telah ditetapkan fungsi utama keberadaan dan kemanfaatannya.

Adapun penggunaan lahan di Kota Malang diantaranya :

a) Kawasan Lindung, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan
sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Malang terdiri dari :

(1) Kawasan Lindung Setempat, yang meliputi daerah sekitar sungai atau
sempadan sungai dan sempadan irigasi;
(2) Kawasan Rawan Bencana, merupakan kawasan yang memiliki
kecenderungan terjadi bencana banjir dan tanah longsor meliputi :
(a) Kelurahan Mergosono;
(b) Kelurahan Madyopuro;
(c) Kelurahan Lesanpuro;
(d) Kelurahan Kedungkandang; dan
(e) Kelurahan Kotalama.
(3) Kawasan Cagar Budaya, terdiri dari :
(c) Lingkungan Cagar Budaya, yang meliputi :
- Lingkungan Candi Badut;
- Lingkungan Candi Tidar;
- Lingkungan Gunung Buring;
- Situs Tlogomas; dan
- Lingkungan Polowijen.
(d) Bangunan Cagar Budaya, yang meliputi:
- Balai Kota Malang;
- Stasiun Kereta Api;
- Bank Indonesia;
- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
- Gereja Kathedral Hati Kudus;
- Sekolah Cor-Jessu;
- Gedung PLN;
- Perumahan yang ada di sepanjang Jalan Besar Ijen;
- Toko Oen; dan
- Masjid Agung Jami’.
(4) Kawasan RTH Kota, terdiri dari:
(c) RTH Publik
- RTH Jalur Jalan;
-  RTH Taman, monumen dan gerbang kota;

-  RTH Lapangan Olahraga dan makam;
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- RTH Hutan Kota dan Taman Bibit;
- RTH Pengaman Jalur Kereta Api (KA), Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT), Sungai dan Buffer Zone.
(d) RTH Privat
- Lingkungan permukiman
- Taman kantor
- Taman gedung komersil
b) Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya
di Kota Malang terdiri dari :
(1) Kawasan Perumahan;
(2) Kawasan Perdagangan dan Jasa;
(3) Kawasan Perkantoran,;
(4) Kawasan Industri dan Pergudangan;
(5) Kawasan Pariwisata;
(6) Ruang Evakuasi Bencana,;
(7) Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal;
(8) Kawasan Peruntukan Lain, yang meliputi :
(a) Kawasan Pelayanan Umum Pendidikan;
(b) Kawasan Pelayanan Umum Kesehatan;
(c) Kawasan Pelayanan Umum Peribadatan;
(d) Kawasan Pelayanan Umum Rekreasi dan Olahraga.
Hingga saat ini kondisi yang ada atas struktur penggunaan lahan di Kota Malang
telah mengalami perambahan kawasan terbangun (konversi lahan terbangun)
semakin luas ke daerah yang bukan peruntukannya, baik secara natural
maupun terencana. Semakin tinggi jumlah dan kepadatan penduduk di Kota
Malang yang disertai dengan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal menjadi

salah satu penyebab konversi lahan.

C. Wilayah Rawan Bencana :
Pengembangan potensi sumberdaya dan infrastruktur di Kota Malang
berdampak pada perubahan ekosistem dan akhirnya menyebabkan
degradasi lingkungan sehingga terjadi bencana. Kondisi lingkungan yang

menggejala diuraikan dalam data per kecamatan berikut ini :
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a)

b)

d)

Kecamatan Kedungkandang

Kecamatan Kedungkandang merupakan kecamatan terluas di Kota
Malang. Penggunaan lahan terluas di Kecamatan Kedungkandang adalah
lahan kosong yang bisa berindikasi beruupa lahan pertanian atau
perkebunan. Gangguan atau bencana yang sering terjadi di Kecamatan
Kedungkandang terbesar adalah banjir dan tanah langsor kemudian
kebakaran serta kekeringan. Banjir terjadi pada zona banjir di sepanjang
aliran sungai begitu juga dengan tanah longsor pada daerah sempadan
sungai. Kejadian kebakaran dominan terjadi pada wilayah penggunaan
lahan permukiman disebelah utara, sedangkan kekeringan berada pada
topografi tertinggi di Kota Malang yaitu perbukitan buring dibelah
tenggara Kota Malang.

Kecamatan Sukun

Kecamatan Sukun merupakan kecamatan yang berada di sebelah barat
Kota Malang. Gangguan atau bencana yang dominan sering terjadi adalah
banjir, tanah longsor, dan kemudian kebakaran. Hampir sebagian wilayah
selatan Kecamatan Sukun menjadi kawasan yang sering banjir karena
merupakan salah satu ordo sungai besar yang mengalirkan air ke arah
Kabuapten Malang dan berada pada zona banjir (kemiringan 0-3%).
Kejadian tanah longsor di Kecamatan Sukun juga berada pada daerah igir
atau sempadan sungai di daerah sekitar zona banjir. Kejadian kebakaran
di Kecamatan Sukun tidak seluas kecamatan-kecamatan yang lain di Kota
Malang, daerah yang sering terjadi kebakaran adalah Kecamatan Sukun
bagian selatan.

Kecamatan Klojen

Kecamatan Klojen adalah kecamatan terkecil di Kota Malang dengan
tingkat kepadatan pemukiman tertinggi. Gangguan atau bencana yang
lebih sering terjadi di Kecamatan Klojen adalah kebakaran dan kemudian
banjir. Dengan tingkat kepadatan permukiman yang tinggi menyebabkan
tingkat terjadinya kebakaran di Kecamatan Klojen lebih lebih banyak
daripada kecamatan lain di Kota Malang. Untuk gangguan atau bencana
banjir, lebih sering terjadi pada Kecamatan Klojen bagian selatan dimana
berada pada zona banjir kemiringan 0-3% dan merupakan salah satu ordo
yang mengalirkan air dari sub-sub ordo.

Kecamatan Blimbing

Kecamatan Blimbing merupakan kecamatan yang memiliki penggunaan

lahan pemukiman yang luas. Gangguan atau bencana yang sering terjadi
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di Kecamatan Blimbing adalah kebakaran, banjir, dan tanah longsor.
Tingkat kepadatan pemukiman yang tinggi dapat menyebabkan
kebakaran meluas. Banjir yang terjadi di Kecamatan Blimbing berada
pada zona banjir di kemiringan 0-3% di sekitar aliran sungai di Kecamatan
Blimbing, begitu juga dengan longsor yang terjadi di Kecamatan Blimbing
berada pada daerah igir-igir sungai yang memiliki volume atau debit yang
tinggi.

Kecamatan Lowokwaru

Kecamatan Lowokwaru merupakan kecamatan yang memiliki topografi
bergelombang hampir sama dengan Kecamatan Kedungkandang yang
sebagian memiliki topografi tinggi. Gangguan atau bencana yang sering
terjadi di Kecamatan Lowokwaru adalah banjir, tanah longsor, dan
kemudian kebakaran. Banjir dan tanah longsor lebih dominan karena
sungai-sungai yang mengalir berasal dari topografi agak tinggi dan masuk
pada zona banjir (kemiringan 0-3%) di Kecamatan Klojen sehingga
menimbulkan banjir dibeberapa titik. Untuk tanah longsor, hampir sama
dengan kecamatan-kecamatan lain yaitu berada pada daerah igir-igir
sungai atau sempadan-sempadan sungai. Bencana kebakaran yang
terjadi di Kecamatan Lowokwaru tidak terlalu dominan karena sebagian
wilayahnya berupa lahan kosong dan RTH, yang sering terjadi kebakaran
adalah Kecamatan Lowokwaru bagian timur yang memiliki tingkat

kepadatan pemukiman yang tinggi.

Kawasan Rawan Bencana, merupakan kawasan yang memiliki
kecenderungan terjadi bencana banjir dan tanah longsor meliputi :

1) Kelurahan Mergosono;

2) Kelurahan Madyopuro;

3) Kelurahan Lesanpuro;

4) Kelurahan Kedungkandang; dan

5) Kelurahan Kotalama.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan tentang kondisi

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kondisi kesejahteraan sosial, serta
kondisi seni budaya dan olah raga di Kota Malang. Analisis kinerja atas fokus
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang

mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut adalah
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indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi di Kota Malang.

A.Pertumbuhan PDRB

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengupayakan terjadinya
peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang
semakin merata. Kinerja perekonomian di Kota Malang dapat tercermin dari
tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Produk Domestik
Bruto (PDB), atau dalam cakupan yang lebih kecil adalah Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan
sebagai acuan awal untuk menjelaskan kinerja ekonomi. Secara sederhana,
PDRB Kota Malang memberikan gambaran mengenai ukuran ekonomi di Kota
Malang.

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu
berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan pada
tahun tertentu. Tahun yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan adalah
Tahun 2010. Data struktur ekonomi menunjukkan aktivitas dan perkembangan
mengenai kontribusi setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Kontribusi
setiap lapangan usaha memberikan informasi mengenai lapangan usaha utama
penggerak ekonomi daerah. Berdasarkan Tabel 2.9 mengenai data kontribusi
lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang
tahun 2015-2019, diketahui bahwa lapangan usaha Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Malang merupakan penyumbang
tertinggi bagi PDRB Kota Malang, dengan kontribusi rata rata pertahun adalah
sebesar 29%.

Kontribusi kedua terbesar ditunjukkan oleh lapangan usaha Industri
Pengolahan dengan kontribusi rata-rata pertahun sebesar 25% terhadap PDRB
Kota Malang. Kemudian ketiga diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi yang
kontribusi mencapai rata-rata 13% pertahunnya selama periode 2015-2019
terhadap PDRB Kota Malang. Sementara lapangan usaha lainnya hanya
memberikan kontribusi dibawah 8%. Secara umum, jika melihat data kontribusi
setiap lapangan usaha dan dalam kurun waktu tersebut, maka dapat dikatakan
bahwa peranan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor masih belum tergeser oleh lapangan usaha lainnya.

Penyumbang terkecil pada struktur ekonomi Kota Malang di Tahun 2019
adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang memiliki kontribusi

sebesar 0,07% selanjutnya diikuti oleh pengadaan listrik dan gas dengan
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kontribusi sebesar 0,03% serta sektor lapangan wusaha pengadaan air,

pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan kontribusi sebesar 0,18%.

Tabel 2.8

Kontribusi Lapangan Usaha di Kota Malang Tahun 2015-2019 (%)
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,30 0,29 0,27 0,26 0,27
2 Pertambangan dan Penggalian 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07
3 Industri Pengolahan 26,51 | 25,40 | 25,23 | 25,47 | 25,73
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
5 Pengadaan Air, Pengolahan Sampabh, 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18

Limbah dan Daur Ulang
6 Konstruksi 12,52 | 12,92 | 13,07 | 12,78 | 12,61

7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 28,90 | 29,54 | 29,29 | 29,61 | 29,46
Mobil dan Sepeda Motor

8 Transportasi dan Pergudangan 2,41 2,45 2,57 2,56 2,61
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,79 4,90 5,02 5,00 5,17
10 | Informasi dan Komunikasi 3,97 3,98 4,03 3,94 3,89
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 2,97 3,04 2,99 2,95 2,84
12 | Real Estate 1,41 1,41 1,39 1,43 1,45
13 | Jasa Perusahaan 0,77 0,78 0,78 0,81 0,82
14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 1,52 1,48 1,46 1,48 1,48
dan Jaminan Sosial Wajib
15 | Jasa Pendidikan 8,15 8,13 8,23 8,13 8,06
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,49 2,50 2,57 2,53 2,59
17 | Jasa Lainnya 2,97 2,87 2,79 2,76 2,73
PDRB 100 100 100 100 100

Sumber: BPS Kota Malang

Kegiatan pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor memiliki kontribusi paling tinggi dalam srtruktur PDRB
Kota Malang, yaitu sebesar 29% pada tahun 2019 . Pada urutan kedua sebagai
penyumbang tertinggi adalah industri pengolahan dengan kontribusi sebesar
25,73% pada tahun 2019. Sejak tahun 2015 ada kecenderungan laju
pertumbuhan pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor semakin meningkat kontribusinya. Tingkat resiko dan
kemudahan dalam melaksanakan kegiatan merupakan pilihan masyarakat
dalam menentukan pilihan mata pencahariannya. Begitu pula halnya dengan
lapangan usaha industri pengolahan yang memiliki kontribusi cukup besar di
Kota Malang. Geliat pariwisata di Malang Raya, yaitu Kota Malang, Kabupaten
dan Kota Batu memberikan dorongan yang positif bagi berkembangnya kedua
sektor usaha tersebut. Ditambah lagi kebijakan Pemerintah dalam rangka
mendukung perkembangan ekonomi kreatif banyak melahirkan lapangan kerja

baru.
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Kebutuhan yang besar akan aksesibilitas transportasi maupun bangunan
di Kota Malang dapat menjadi penyebab kebutuhan akan sektor lapangan usaha
Konstruksi akan semakin meningkat pula. Walaupun secara pertumbuhan
didalam sektor ini kecenderungan fluktuatif akan tetapi sektor ini masih menjadi
penyumbang kontribusi terbesar ketiga setelah sektor industri pengolahan.
Dapat dilihat dalam gambar bahwa sektor lapangan usaha Konstruksi
menyumbang kontribusi sebesar 12,61% didalam struktur PDRB Kota Malang
pada tahun 2019.

Chart Title
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Gambar 2.9 Pertumbuhan PDRB ADHK dan ADHB Kota Malang
Tahun 2015-2019
Sumber: BPS Kota Malang

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang menunjukkan tren yang positif
selama lima tahun terakhir. berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi
Kota Malang tercatat di angka 5.61% dan terus meningkat setiap tahunnya
hingga di tahun 2019 ekonomi Kota Malang tumbuh 5.73%. Dalam
pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan Nasional, Kota Malang memiliki
kontribusi positif dimana angka pertumbuhan ekonomi berada di atas angka
pertumbuhan Jawa Timur yang di tahun 2019 sebesar 5.52% dan pertumbuhan

ekonomi Nasional sebesar 5.02%
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Gambar 2.10 Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang
dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kota Malang

B.PDRB Per Kapita

Pengertian dari PDRB per kapita adalah nilai PDRB suatu daerah dibagi

dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah

tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB

per kepala atau per satu orang penduduk. Berdasarkan data perkembangan

lapangan usaha dan pertambahan jumlah penduduk, diperoleh data PDRB per

Kapita Kota Malang yang menunjukkan perkembangan dengan tren dan

tendensi meningkat setiap tahunnya. Perkembangan capaian indikator PDRB

per Kapita Kota Malang Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini:
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Gambar 2.12 Laju Perkembangan PDRB per Kapita Kota Malang Tahun
2015-2019 (dalam Rp)
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Sumber: BPS Kota Malang, data diolah

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa PDRB per Kapita di
Kota Malang pada tahun 2015 s/d tahun 2019 mengalami peningkatan pada

setiap tahunnya.

C.Laju Inflasi
Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga
barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap

kemampuan daya beli masyarakat.

Faktor dominan yang mempengaruhi inflasi pada tahun-tahun tersebut
sebagian besar disebabkan karena adanya harga-harga untuk pendidikan,
rekreasi dan olahraga, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan menempati
kedudukan paling atas, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan
pada bidang tersebut bagi masyarakat Kota Malang semakin banyak yang
memicu kenaikan harga dari tahun-tahun sebelumnya sehingga hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang sangat membutuhkan sarana
pendidikan yang memadai. Lebih dari itu semua, tiga kelompok besar
penyumbang inflasi tertinggi di Kota Malang secara tidak langsung telah memicu
peningkatan kebutuhan pada kelompok-kelompok lain yang terkait.
Perkembangan capaian indikator laju inflasi Kota Malang Tahun 2015-2019
dapat dilihat pada gambar berikut ini:

INFLASI

2,12
1,93

* Jawa Timur

* Kota Malang

¥ Jawa Timur ~ Kota Malang

Gambar 2.11 Perkembangan Laju Inflasi di Kota Malang dan Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014-2019
Sumber: BPS Kota Malang
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D.Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering
digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara
menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva
pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel
tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi wuniform (seragam) yang
mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran O (nol) dan 1 (satu).
Nilai O (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna,
dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan
pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar
kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.Jadi, Indeks Gini
bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini
bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Perbandingan capaian gini ratio Kota Malang dengan capaian Provinsi
Jawa Timur dan Nasional pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar
berikut:

0,40 0,40 0,42 0,41 0,41
0,40 0,39 0,39 0,40 0,41
v
L
0,38 0,41 0,42 0,43 0,44

=@ Kota Malang e=@ms)jawa Timur @ Nasional

Gambar 2.14 Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kota Malang Tahun
2015-2019
*) Tahun 2019 Angka Proyeksi
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang, 2019
Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa gini ratio Kota Malang

pada tahun 2015-2019 cenderung mengalami kenaikan. Gini ratio Kota Malang

pada tahun 2019 terkategori ketimpangan sedang, yang artinya memiliki
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ketimpangan pendapatan yang sedang. Meskipun demikian indeks gini atau gini
ratio Kota Malang linier dengan kenaikan gini ratio Provinsi Jawa Timur ataupun
Nasional. Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa Gini Ratio Provinsi Jawa
Timur dari tahun 2015 sampai 2019 selalu mengalami kenaikan.

Apabila mengacu pada standar penilaian ketimpangan Gini Ratio, maka
Kota Malang termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang
sedang. Meskipun demikian, capaian yang menunjukkan tren meningkat pada
Gini Ratio di Kota Malang menjadi tantangan tersendiri yang harus di jawab
dalam pelaksanaan program S (lima) tahun ke depan. Pembukaan akses
pendidikan dan lapangan kerja di daerah-daerah yang selama ini tertinggal, baik
pada level kelurahan maupun kecamatan, perlu diidentifikasi secara lebih detail
dan dirumuskan program yang tepat sasaran guna memperkecil ketimpangan

yang ada.

E. Tenaga Kerja

Berdasarkan definisi pada Badan Pusat Statitik, penduduk yang termasuk
angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja,
atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah rasio antara angkatan kerja dan
ukuran keseluruhan kelompok mereka. Angka Tingkat Partisipasi Kerja pada
suatu daerah menggambarkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang

aktif secara ekonomi di daerah tersebut.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Malang secara rata-rata
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tingkat partisipasi
Angkatan keja sebesar 60.56% dan pada tahun 2016 data tidak tersedia karena
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tidak dilaksanakan. Pada tahun
2017 tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kota Malang tercatat sebesar 64.77%
dan di tahun 2018 sebesar 65.94%. Namun pada tahun 2019, tingkat partisipasi
Angkatan kerja di Kota Malang mengalami penurunan menjadi sebesar 65.89%.
Berdasarkan data, di tahun 2019 penurunan terjadi pada tingkat partisipasi
angkatan kerja perempuan, yang pada tahun 2018 sebesar 53.91% dan tahun
2019 menjadi 52.98%.

Partisipasi Angkatan kerja laki-laki lebih besar dibandingan angkatan

kerja perempuan di Kota Malang. Tingkat partisipasi Angkatan kerja laki-laki
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rata-rata berada di atas angka 75%, sedangkan partisipasi angkatan kerja

perempuan rata-rata sebesar 50%.

Tabel 2.8.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2015-2019 (%)
2015 2016 2017 2018 2019
Tingkat Partisipasi 60.56 - 64.77 65.94 65.89
Angkatan Kerja
Laki-Laki 72.91 - 78.38 78.51 79.39
Perempuan 48.78 - 51.76 53.91 52.98

Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak bekerja atau orang yang
sedang mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah
persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat
pengangguran terbuka di Kota Malang masih merupakan penyumbang tertinggi
di Jawa Timur walaupun dari tahun ke tahunnya angka ini menunjukkan
penurunan. Pada tahun 2015 TPT Kota Malang sebesar 7.28% dn pada tahun
2016 data tidak tersedia karena Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tidak
dilaksanakan. Pada tahun 2017, tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 TPT
Kota Malang selalu mengalami penurunan masing-masing adalah 7.22%, 6.79%
dan 6.04%. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Kota Malang
adalah karena sebagai Kota Pendidikan, Kota Malang menjadi jujukan bagi
pencari tenaga kerja melalui job fair di beberapa instansi Pendidikan seperti
kampus. Dengan banyaknya job fair yang sering dilaksanakan di Kota Malang
menyebabkan pelajar dan mahasiswa yang dari luar kota Malang tetap berada
di Malang untuk mencari pekerjaan. Selain itu kelompok masyarakat dengan
pendidikan SMA ke atas itu cenderung selektif dalam mencari pekerjaan dan
memilih menunggu sampai didapatkan pekerjaan yang diinginkan. Upaya untuk
mengurangi pengangguran telah dilakukan salah satunya adalah dengan
menggerakkan dan memberikan stimulus bagi para pelaku ekonomi kreatif di

Kota Malang.
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Tabel 2.8.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2019 (%)

2015 2016 2017 | 2018 2019

Tingkat Pengangguran

Terbuka (%) 7.28 - 7.22 6.79 6.04
Laki-Laki 8.13 - 8.06 6.98 6.44
Perempuan 6.06 - 6.01 6.53 5.45

F.Kemiskinan

Berdasarkan Badan Pusat Statitsik (BPS) kemiskinan dipandang sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar
makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS
menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs
approach). Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan
suatu daerah adalah batas minimum pengeluaran perkapita yang dianggap

perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi.

Garis Kemiskinan Penduduk Miskin
Tahun (Povegly) Line) Jumlah Jiwa Persentase (%)
2015 411.709 39.100 4,60
2016 426.527 37.030 4,33
2017 454.061 35.880 4,17
2018 507.144 35.490 4,10
2019 543.966 35.390 4,07

Tabel 2.9 Indikator Kemiskinan Kota Malang Tahun 2015-2019
Sumber: BPS Kota Malang

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa indikator persentase penduduk di bawah
garis kemiskinan di Kota Malang selama tahun 2015-2019 menunjukkan tren
yang positif, dimana pada setiap tahunnya telah mengalami penurunan

berdasarkan jumlah jiwa dan persentasenya.

G.Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah proses
pembangunan yang ditujukan untuk pembangunan sumberdaya manusia.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan
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manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan
martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang
dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat,
perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses
untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan
tiga komponen, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli.
Hal ini dikarenakan pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan

kapabilitas manusia.

84
82
80
78
76
74
72
70
68
66 -
64
62

2015 2016 2017 2018 2019

e=@==Nasional 69,55 70,18 70,81 71,39 71,92
e=@==]awa Timur 68,95 69,74 70,27 70,77 71,5
Kota Malang 80,05 80,46 80,65 80,89 81,32

Gambar 2.17 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota
Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Provinsi dan Nasional 2020

Di Kota Malang, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikeluarkan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara umum IPM Kota Malang mengalami
kenaikan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 IPM Kota
Malang sebesar 80,05. Capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2016 IPM
Kota Malang juga mengalami peningkatan kembali yakni menjadi 80,46.
Selanjutnya pada tahun 2017 IPM Kota Malang juga mengalami peningkatan
kembali yakni menjadi 80,65. Hingga tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat
masing-masing dia angka 80,89 dan 81,32. Angka IPM Kota Malang juga

diimbangi dengan angka IPM di level Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data Statistik IPM Provinsi Jawa Timur mengalami

peningkatan dari tahun 2015 yang hanya sebesar 68,95 meningkat di tahun
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2019 menjadi 71,50. Begitupun dengan IPM Nasional yang memiliki
kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 IPM Nasional berada pada angka

69,55, lalu pada tahun 2019 meningkat menjadi 71,92.

Pada Tahun 2014 Metodologi penghitungan IPM dapat dilihat dari 4
indikator yakni umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama
sekolah dan pengeluaran per kapita. Begitu pula ppenyajian data komponen IPM
menggunakan keempat komponen tersebut di atas. Adapun besarnya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang Tahun 2015-2019 pada dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Nilai IPM Kota Malang dan Komponennya di Kota Malang
Tahun 2015 - 2019

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

1. IPM 80,05 80,46 80,65 80,89 80,88
a Umur Harapan Hidup 80,92 80,92 81,18 81,43 81,43
b Harapan Lama Sekolah 76,05 76,52 76,58 76,64 76,64
c Rata rata lama sekolah 83,37 83,98 84,38 84,81 84,81
d  Pengeluaran Per Kapita 15.420.000 15.732.000 15.939.000 16.158.000 16.666.000

Sumber : BPS Kota Malang, 2020

Peningkatan nilai [IPM Kota Malang terjadi karena adanya peningkatan
pada semua komponen pembentuk IPM, yaitu umur harapan hidup, harapan
lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Masing-
masing komponen tersebut pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang

cukup bagus. Sehingga IPM Kota Malang mengalami kenaikan secara signifikan.

86

84 = 83-98 84,38 84;8% 84,81
82 8692 80,92 81,18 8443 81,43
80
78
76 e AL —A T 76,64 76,64
74
72
70
2015 2016 2017 2018 2019
e |ndeks Kesehatan  e====|ndeks Pendidikan Indeks Daya Beli

Gambar 2.18 Capaian Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya
Beli di Kota Malang Tahun 2015-2019
Sumber: Bappeda Kota Malang, 2019
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Berdasarkan indeks penyusun IPM, secara grafik data indeks kesehatan,
indeks Pendidikan dan indeks daya beli Kota Malang mengalami peningkatan

setiap tahunnya, secara detail dapat dilihat pada grafik di atas.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
A. Fokus Layanan Urusan Wajib

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan
pemerintahan absolut, wurusan pemerintahan konkuren, dan urusan
pemerintahan  umum. Urusan  pemerintahan  absolut adalah  Urusan
Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan  Pemerintah
Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang
dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi
menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan
Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan
oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi
yang dimiliki Daerah. Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Malang berikut Perangkat Daerah pelaksana urusan tersebut sebagaimana tabel

berikut :

Tabel 2.20
Urusan Wajib dan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Pelaksana
1. | Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. | Kesehatan Dinas Kesehatan
3. | Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Penataan Ruang Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman
4. | Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Kawasan Permukiman Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman
5. | Ketentraman, Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja
Umum, dan Perlindungan
Masyarakat
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No Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Pelaksana
6. | Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
7. | Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
8. | Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial, Pemberdayaan
dan Perlindungan Anak Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
9. | Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
10. | Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman
11. | Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
12. | Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
dan Pencatatan Sipil Sipil
13. | Pengendalian Penduduk dan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Keluarga Berencana Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
14. | Perhubungan Dinas Perhubungan
15. | Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
16. | Koperasi, Usaha Kecil, dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Menengah Perdagangan
17. | Penanaman Modal Dinas Tenaga Kerja, Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
18. | Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan
Pariwisata
19. | Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
20. | Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
21. | Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22. | Perpustakaan Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip
Daerah
23. | Kearsipan Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip
Daerah

Sumber : Peraturan Daerah Kota Malang

1) Pendidikan

Perkembangan

Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel

indikator kinerja pada bidang urusan pendidikan

sebagai berikut:
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Tabel 2.11 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pendidikan
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

Bidang Urusan/Indikator Capaian Kinerja

No Kinerja Pembangunan Satuan
Daerah 2015 | 2016 2017 2018 2019
Pendidikan

1. | APK PAUD % 84,28 | 84,28 86,09 86,09 86,09
2. | Angka Partisipasi Kasar
a. | APK SD/MI/Paket A % 95,99 95,86 105,89 | 102,596 | 104,042
b. | APK SMP/MTs/Paket B % 76,83 85,13 100,22 91,707 92,406
c. | APK %

SMA/SMK/MA/Paket C 117,39 84,67 | 103,035 | 106,594 | 110,153
3. | Angka partisipasi murni
a. | APM SD/MI/Paket A % 85,87 82,79 95,81 91,403 | 92,814
b. | APM SMP/MTs/Paket B % 58,52 | 62,99 81,51 | 74,689 76,986
c. APM %

SMA/SMK/MA/Paket C 90,89 | 58,66 | 74,725 76,785 78,845
4. | Angka Partisipasi sekolah
a. | APS SD/MI/Paket A % 104,2 | 105,36 72,87 76,215 67,192
b. | APS SMP/MTs/Paket B % 104,37 | 106,35 | 104,87 112,656 | 115,554
c. | APS %

SMA/SMK/MA /Paket C 58,66 | 74,725 | 76,785 78,845
5. | Angka Putus Sekolah
a. | APS SD/MI % 0,66 0,06 0,04 0,168 0,166
b. | APS SMP/MTs % 0,22 0,18 | 0,09 0,088 0,044
6. | Angka Kelulusan
a. | AKSD/MI % 99 100 99,35 99,607 99,646
b. | AK SMP/MTs % 99 100 99,79 | 100,073 | 100,398
7. | Angka Melanjutkan
a. | AM dari SD/MI ke %

SMP/MTs 104,61 | 115,15 112 | 116,513 | 119,944
b. | AM dari SMP/MTs ke %

SMA/SMK/MA 157,29 | 106,55 103,48 | 100,803 93,802

Fasilitas Pendidikan
a. Sekolah pendidikan %

SD/MI kondisi bangunan

baik 86,29 87,92 88,92 103,533 | 112,664
b. | Sekolah pendidikan %

SMP/MTs kondisi

bangunan baik 91,85 92,93 | 93,83 104,775 | 111,532
c. | Sekolah %

pendidikanSMA/SMK/M

A kondisi bangunan baik 93,35 | 94,83 | 95,83 114,135 | 125,282
9. | Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata
a. Rasio guru terhadap

murid per kelas SD/MI 0,023 0,022 0,021 0,0076 0,0004
b. | Rasio guru terhadap

murid per kelas

SMP/MTs 0,06 0,055 0,51 0,4114 0,4974
c. | Rasio guru terhadap 0.081 0.078 0.075 0.075 0.075

murid per kelas SMA/MA
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Bidang Urusan/Indikator Capaian Kinerja
No Kinerja Pembangunan Satuan
Daerah 2015 | 2016 2017 2018 2019
10. | Persentase guru yang %
telah memiliki sertifikat
pendidik 42,45 81,47 86,59 104,58 | 121,688

*) Tahun 2019 Angka Proyeksi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang, 2018

2) Kesehatan

kesehatan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2014-2018 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kesehatan

Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020

Bidang Urusan/Indikator Capaian Kinerja
No Kinerja Pembangunan Satuan
Decralh 2015 2016 2017 2018 2019
Kesehatan
1. | Angka Kematian Bayi per
(AKB) per 1000 kelahiran 1000/KH 9,9 9,54 6,28 3,94 4,5
hidup
2 | o kelangsungan hidup 990,1 | 990,4 | 993,72 | 996,05 | 998,542
3. | Angka kematian Balita per | per
1000 kelahiran hidup 1000/KH 0,77 10,62 6,78 9,113 52
4. | Angka kematian neonatal per
per 1000 kelahiran hidup 1000/KH 8,61 6,86 5,41 2,361 3,3
5. | Angka kematian ibu per per
100.000 kelahiran hidup 100.000/ 68,24 75,29 | 120,43 77,94 75,1
KH
6. 521312 posyandu per satuan Ez{itlaoo 0,106 | 0,118 | 0,106 | 0,110 1,1
7. | Rasio Puskesmas, per 1.000
Poliklinik, Pustu per penduduk
satuan penduduk (tiap 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14
1.000 penduduk)
8. | Rasio Rumah sakit terhdap | per
penduduk (tiap 10.000 10.000 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29
penduduk) penduduk
a. Rasio Dokter Umum per per
100.000 penduduk 100.000 30,07 31,99 56,19 | 17,768 85,34
penduduk
b. | Rasio dokter spesialis per per
100.000 penduduk 100.000 82,93 91,08 63,04 86,61 48,58
penduduk
c. | Rasio dokter gigi per per
100.000 penduduk 100.000 6,07 7,36 12,65 12,65 42,73
penduduk
10. | Rasio tenaga medis per per 1.000
satuan penduduk penduduk 1,57 1,36 1,38 1,954 42,7
11. | Cakupan komplikasi %
kebidanan yang ditangani 82,89 84,36 93,18 | 86,363 96,7
12. | Cakupan pertolongan %
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki 90,73 93,58 91,65 | 92,201 95,6
kompetensi kebidanan
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Bidang Urusan/Indikator Capaian Kinerja

No Kinerja Pembangunan Satuan
Decrah 2015 2016 2017 2018 2019

13. | Cakupan Desa/Kelurahan | %
Universal Child 66,67 71,93 82,46 | 71,233 93
Immunization (UCI)

14. | Cakupan balita gizi buruk | % 100 100 100 100 100
mendapat perawatan

15. | Cakupan im},lnisasi % 89,7 959 97,4 | 94,772 956
campak bayi

16. | AFP Rate (Non Polio) Per per
100.000 Penduduk Usia < 100.000 0 1 2 0,864 0,6
15 Tahun penduduk

17. | Cakupan balita pneumonia | % 100 100 100 100 100

yang ditangani

18. | Cakupan penemuan pasien | %

Baru TBC BTA Positif 54,2 62,1 64,7 | 60,486 60,094

19. | Cakupan penemuan dan %
penanganan penderita 100 100 98,1 98,48 100
penyakit DBD
20. | Penderita diare yang % 114,16
ditangani ’ 100 | 100| 100 . 100
22. | Cakupan pelayanan orang
kesehatan rujukan pasien 46 6,33 0,67 0,67 19,9
masyarakat miskin
23. | Cakupan kunjungan Bayi % 78,98 87,53 93,9 | 87,738 99,3
24. | Cakupan Puskesmas Puskesma 300 300 320 316 320

S

25. | Cakupan puskesmas

% 57,89 | 57,89 | 57,89 | 57,89 57,89

pembantu
26. | Cakupan kunjungan Ibu % | 87,67| 8859 | 89,98 | 88833 95,6
hamil K4 ’ ’ ’ ¢ ¢
27. | Cakupan pelayanan nifas % 85,61 | 91,18 91,6 | 91,242 95,3
28. | Cakupan neonatus dengan %| 71,69 | 8342 | 92,52 | 100,45 93,8
komplikasi yang ditangani ’ ’ ’ ’ ’
29. | Cakupan pelayanan anak %| 6306| 681| 743| 7642 82,7
balita ’ ’ ’ ’ ’
30. | Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan % 100 99,68 99,98 99,83 99,5

setingkat

31. | Cakupan pelayanan
kesehatan dasar % 77,92 11,39 20,43 20,43 20,43

masyarakat miskin

32 | Cakupan pelayanan gawat
darurat level 1 yang harus

. % 100 100 100 100 96,2
diberikan sarana
kesehatan (RS)
33. | Cakupan Kelurahan
mengalami KLB yang % 100| 100| 100| 100 100

dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam

*) Tahun 2019 Data belum validast
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2020

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2014-2018 dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.13 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2014-2018

Bidang Satuan Capaian Kinerja
Urusan /Indikator 2016 2017 2018

Kinerja Pembangunan
Daerah

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
A. | Pekerjaan Umum

1. | IKLI (Indeks Kualitas %
Layanan N/A N/A N/A 3,90 4,05
Infrastruktur)
2. | Persentase jalan kota | %
dalam kondisi baik
3. | Persentase Kawasan %
Pemukiman yang
belum dapat dilalui
kendaraan roda 4

135,1| 993,6| 4485| 511,1| 511,1

100 100 100 100 100

4. | Persentase rumah 7 70 72| 83,98 | 81,18| 83,78
tinggal bersanitasi

5. | Persentase drainase %
kota dalam kondisi 68,6 72,77 | 81,49 70,61 68,91
baik

6. | Persentase irigasi kota | %
dalam kondisi baik
7. | Persentase Jembatan %
dalam kondisi baik

85 87,5| 90,19 | 86,40 | 86,09

8 | Jumlah pelanggan | Jiwa 29956 | 32807 | 52410 | 50595 | 56084
ippam

9. | Prosentase Keluarga %
yang memiliki air 86 87 92 92,2 94

minum layak

B. | Penataan Ruang
1. | Luasan RTH publik %
sebesar 20% dari luas
wilayah kota/kawasan
perkotaan

2. | Persentase Jumlah %
Pelanggaran Tata
Ruang

yang tertangani
3. | Prosentase Gedung %
Yang

Memiliki Sertifikat
Laik

Fungsi Bangunan
Gedung

10,93 12,38 | 12,38 | 10,673 | 9,964

90 100 100 103,7 107,4

7 12| 14,66 | 18,428 | 21,86

*) Tahun 2019 Angka Proyeksi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, 2018

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perumahan rakyat dan
kawasan pemukiman Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2014-2018 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 2.24
Hasil Kinerja Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman Tahun 2014-2018

Bidang Capaian Kinerja
Urusan/Indikator
No Kinerja Satuan
Pembangunan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Daerah
1. | Rasio rumah layak % N/A N/A N/A 80 >80
huni
2. | Rasio permukiman % N/A N/A N/A 70 >70
layak huni
6. | Luasan kawasan ha N/A 550,1 541,9 479,85 298,81
kumuh
7. | Tingkat hunian % N/A N/A N/A 80,73 >80,73
rumah susun
sederhana

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah

5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah Kota

Malang tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.14 Hasil Kinerja Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2014-2019

Bidang Urusan/Indikator Capaian Kinerja
No Kinerja Pembangunan Satuan
Decralh 2015 2016 2017 2018 2019

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Rasio Polisi Pamong Per 10.000

Praja per 10.000 penduduk
penduduk 1362 1296 1263 1118,3 | 1016,8

2. Cakupan patroli siaga %
ketertiban umum dan 1,8
ketentraman masyarakat 1,8 2,4 2,32 2,46

3. Persentase pelanggaran % 929
Perda yang ditindak ’ 94 92 94,18 94,98

4. Rasio Pos Kamling per
100 KK 0,6 0,6 0,59 0,6457 | 0,6762

S. Rasio petugas linmas

per RT 0,63 0,67 0,67 0,697 | 0,724

6. Jumlah konflik yg kejadian
termediasi

(konflik /perkelahian
antar kelompok pemuda,
pelajar / mahasiswa,

antar kampung 4 4 7 7 7
7. Jumlah penanganan kejadian

kerusuhan /konflik/

kekerasan bermotif SARA

yang diselesaikan 10 10 0 0 0

*) Tahun 2019 Angka Proyekst
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, 2018
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6) Sosial

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan sosial Pemerintah

Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.15 Hasil Kinerja Bidang Urusan Sosial
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

Sosial

1

Indeks Modal Sosial

N/A

N/A

79,20

79,20

81,36

2

Indeks Pembangunan Masyarakat
(IPMas)

N/A

N/A

82,86

84,63

85,53

Persentase PMKS yang memperoleh
bantuan dan perlindungan sosial

%

0,39

0,35

83,77

42,821

47,386

Persentase PMKS yang mendapat
Pelatihan Ketrampilan

%

1,85

0,78

0,43

0,828

0,826

Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan
pemulihan /pengembangan
kemampuan dan pelatihan
ketrampilan

%

23,45

1,35

83,77

61,132

71,224

Persentase PMKS yang
mendapatkan perlindungan dan
jaminan sosial

%

53

2,1

60,54

33,982

30,6

Persentase PMKS skala Kota yang
memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar

%

3,42

2,1

60,54

19,578

13,528

Persentase PMKS yang mendapat
bantuan Sarana dan Prasarana
Sosial

%

3,42

0,54

60,54

49,03

60,978

Persentase PMKS Jalanan yang
mendapat bimbingan sosial

%

0,21

0,72

41,67

33,487

41,742

10.

Persentase PMKS Gelandangan
Psikotik dan Tuna Wisma yang
ditangani di Tuna Wisma Karya
(TWK) Sukun dan Lingkungan
Pondok Sosial (Liponsos)

%

95

100

100

100,5

101,6

11.

Persentase penyandang cacat fisik
dan mental, serta lanjut usia tidak
potensial yang telah menerima
jaminan sosial

%

1,35

1,35

1,3

1,3

1,3

12.

Jumlah anak jalanan, anak
terlantar, anak penyandang cacat
dan jompo yang dibina

%

35,94

1,35

13.

Persentase jumlah lembaga
dan/atau perseorangan yang
berperan aktif sebagai Potensi dan
Sumberdaya Kesejahteraan Sosial
(PSKS) dalam penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.

%

100

100

100

100

100

14.

Persentase PSKS yang
berpartisipasi aktif melakukan
kemitraan Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

%

66,53

66,8

66,9

66,961

67,062

15.

Persentase PSKS yang memperoleh
pembinaan, sosialisasi/penyuluhan
dalam rangka penyelenggaraan
kesejahteraan sosial

%

77,07

77,5

77,71

77,797

77,968

16.

Persentase masyarakat yang
memanfaatkan LBK Pandanwangi

%

13,06

13,06

9,142

10,448
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dari PMKS Perempuan Rawan
Sosial Ekonomi.

17. | Persentase Organisasi Sosial yang %

dibina 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5
18. | Persentase masyarakat yang %

memanfaatkan Barak Sukun 90 100 0 23 6
19. | Persentase masyarakat korban %

bencana alam skala kota tanggap
darurat yang memperoleh bantuan

sosial 100 | 100 100 100 100

20. | Persentase korban bencana skala %
kota yang dievakuasi dengan
mengunakan sarana prasarana

tanggap darurat lengkap 100 100 100 100 100

21. | Persentase tingkat waktu tanggap %

(Response Time Rate) kejadian
kebakaran 60 60 60 54 51

22. | Jumlah sosialisasi tentang kali
kebencanaan 1 7 9 10,4 12,6

23. | Jumlah Kelurahan Tanggap %
Bencana yang Terlatih 0 3 5 5,5 6,8

24. | Persentase Perawatan dan %
Pemeliharaan Taman Makam

pahlawan Veteran dan Taman
Makam Pahlawan TRIP. 100 100 100 100 100

*) Tahun 2019 Angka Proyeksi
Sumber: Dinas Sosial Kota Malang, 2018

7) Tenaga Kerja

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan tenaga kerja
Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.16 Hasil Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

Tenaga Kerja

1. | Angka sengketa pengusaha-pekerja per % 5,01

tahun 3,33 | 4,71 4,4 8 5,45
2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan | % 88,3 70,4 82,6

Perjanjian Bersama (PB) 71,88 7 5 84 86,278
3. | Besaran pencari kerja yang terdaftar % 67,2 | 66,6 | 79,1

yang ditempatkan 41,46 0 7 6| 88786
4. | Besaran pekerja/buruh yang menjadi % 97,3 | 66,9 | 83,5

peserta program Jamsostek 99 68 7 9 09 83.008
5. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan | % 42,8 | 59,0 43,2

pelatihan berbasis kompetensi 60 6 6 71 36 962
6. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan | % 72,9 | 59,0| 64,5

pelatihan kewirausahaan 86 49 2 6 36 6148

*) Tahun 2019 Angka Proyeksi
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8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, 2018

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak Pemerintah Daerah Kota Malang tahun

2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.17 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.

Indeks Pembangunan Gender
(IPG)

112,
368

Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)

77,5
74

Persentase penanganan
kasus tindakan KDRT

%

100

Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas
terlatih di dalam unit
pelayanan terpadu

%

100

100

100

100

100

Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di Rumah Sakit

%

Cakupan layanan rehabilitasi
sosial yang diberikan oleh
petugas rehabilitasi sosial
terlatih bagi perempuan dan
anak korban kekerasan di
dalam unit pelayanan
terpadu.

%

100

100

100

100

100

Cakupan layanan
pemulangan bagi perempuan
dan anak korban kekerasan

%

7,69

8,29

8,29

8,29

cakupan layanan reintegrasi
sosial bagi perempuan dan
anak korban kekerasan

%

100

100

100

100

100

Persentase organisasi
perempuan yang difasiitasi

%

100

100

100

100

100

10.

Persentase Forum Anak yang
Difasilitasi

%

83,3
3

83,3
3

100

100

100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

*)Tahun 2019 Angka Proyeksi

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang,

2018
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9) Pangan
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pangan Pemerintah

Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.19 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pangan Pemerintah Daerah Kota
Malang Tahun 2016-2020

Pangan
1. Ketersediaan pangan % 10,18 10,1 11,3 11,04 | 11,228
utama (food availability) 8 7

*)Tahun 2019 Angka Proyeksi
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

10) Pertanahan
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pertanahan
Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.19 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanahan Pemerintah Daerah Kota

Malani Tahun 2015-2019

Pertanahan
1. | Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Rp 3.250. | 3.127.| 3.283. | 3.209. | 3.201.
pemanfaatan bidang lahan aset daerah 451.89 | 796.85 | 372.93 | 641.96 | 051.05

5 8 8,92 9,64 3,72

2. | Persentase Bidang Lahan Aset Daerah | %

penyumbang Pendapatan Asli Daerah 2828 SRR || SR | @I | €3N

1 ()
3. | Persentase B.1dang Lahan Aset Daerah Yo 10,49 10,9 10,9 10,9 10,9
yang Bersertifikat
1 0,
4. | Persentase penyelesaian sengketa %o 66,66 46,66 45,82 | 26,652 | 13,816

lahan asset daerah

*)Tahun 2019 Angka Proyeksi
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2018

11) Lingkungan Hidup
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan lingkungan hidup
Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.20 Hasil Kinerja Bidang Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah
Kota Malang Tahun 2015-2019

1. Pemenuhan PERDA/ Kajian Perda 2 1 1 1 1
Biidang Lingkungan Hidup
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Sekolah peduli dan berbudaya
Lingkungan (Adiwiyata).

sekolah

80

113

113

113

113

Industri yang memiliki AMDAL,
UKL/UPL/ Izin Lingkungan

kegiatan

200

500

550

550

550

Jumlah Perumahan yang memiliki
AMDAL,UKL/UPL dan Izin
Lingkungan

perumah
an

71

72

75

75

75

Ketaatan kegiatan usaha terhadap
upaya pencegahan dan
pengendalian lingkungan

perusaha
an

90

95

98

98

98

Kegiatan ekonomi yang memiliki
dokumen lingkungan

Presenta
se

76,91

100

100

100

100

Perusahaan dan/atau kegiatan
yang memenuhi persyaratan
pengelolaan limbah cair.

%

32

30

20

21,7

194

Persentase Perusahaan dan/atau
kegiatan yang menghasilkan
limbah cair dan memiliki Izin
Pembuangan Limbah Cair (IPLC).

%

4,82

4,76

4,58

4,512

4,37

Persentase perusahaan dan/atau
kegiatan yang memenuhi
persyaratan pengelolaan udara
emisi dari sumber tidak bergerak.

%

29

30

30

31,2

32

10.

Persentase perusahaan dan/atau
kegiatan yang memenuhi
persyaratan pengelolaan limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3).

%

14

15

30

28,2

32

11.

Persentase volume sampah yang
terangkut ke TPA

%

97

80

67,73

65,584

58,33

12.

Persentase pengoperasian TPA

%

65

55

60

64,8

68,2

13.

Persentase menurunnya
pelanggaran dibidang lingkungan
hidup

%

11

10

10

10,6

10,8

14.

Persentase tingkat kepedulian
masyarakat. terhadap upaya
pelstarian lingkungan hidup

%

19

20

20

20,7

21,2

15.

persentase kendaraan operasional
persampahan yang layak jalan

%

78

80

85

88,5

92,4

16.

Persentase luasan lahan dan/atau
tanah untuk produksi biomassa
yang telah ditetapkan dan
diinformasikan status
kerusakannya.

Paket

17.

konservasi dan rehabilitasi
terhadap pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup
(lahan kritis, sumber air,
keanekaragaman hayati, dan
ekosistem).

kegiatan

18.

Jumlah sumur resapan dan biopori
di Kota Malang.

unit

19.

Upaya adaptasi dan mitigasi
terhadap perubahan iklim.

kegiatan

20.

jumlah sumber air yang dipantau
kualitasnya, ditetapkan status
mutu airnya dan diinformasikan
status mutu airnya

jumlah

30

32

35

35

35

21.

jumlah pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan
hidup.

kasus
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22.

Pengembangan data dan informasi
lingkungan (Status Lingkungan
Hidup Daerah Kota Malang)

paket

23.

jumlah titik pantau udara ambient
dalam rangka pencegahan
pencemaran udara.

titik

19

20

22

22

22

24.

Jumlah titik pantau Air Badan Air
(ABA) dalam rangka pencemaran
air

Titik

18titik
x2kali

18titik
X3kali

18titik | 18titik
X3kali | X3kali

18titik
X3kali

25.

Jumlah pengujian emisi kendaraan
bermotor dalam rangka
pencegahan pencemaran udara.

paket

1

1

1

1

1

12)

*)Tahun 2019 Angka Proyeksi
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kota Malang, Tahun 2018

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah Daerah Kota Malang tahun

2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.21 Hasil Kinerja Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

Rasio penduduk ber- Jiwa 619,31

KTP per satuan
penduduk

631,263

623,696

654,55

671,01

Rasio bayi berakte %
kelahiran

59,24

72,93

74,48

44,358

30,496

Rasio pasangan %
berakte nikah

100

100

100

100

100

Ketersediaan %
database
kependudukan skala
provinsi

100

100

100

100

100

Penerapan KTP %
Nasional

berbasis NIK

100

100

100

100

100

Cakupan penerbitan Lembar 58801

Kartu Tanda
Penduduk (KTP)

59.912

39.500

44.808

41.558

Cakupan penerbitan Lembar
akta kelahiran

17198

19.675

19.617

18.229

17.741

Cakupan Penerbitan Lembar 78100

Kartu Keluarga .

69.172

65.000

69.816

69.963

Cakupan Penerbitan Lembar 58801

KTP - elektronik.

97824

39500

64.367

65.296

10.

Cakupan Penerbitan Lembar
Kutipan Akta
Kematian

2388

4,379

5,835

5,835

5,835

*)Tahun 2019 Angka Proyeksi
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
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13)

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pengendalian

penduduk dan keluarga berencana Pemerintah Daerah Kota Malang tahun

2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.24 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

Angka kelahiran total
(TFR) per WUS (15-49
Taun)

1,7

1,78

1,78

1,76 1,75

Persentase pemakaian
kontrasepsi (CPR)

76,89

77,21

77,47

77,905 78,244

Angka kelahiran pada
remaja (ASFR) 15-19
tahun

6,3

6,4

6,4

6,61 6,74

Persentase Laju
pertumbuhan
penduduk

1,51

1,26

1,35 1,396

Persentase Pasangan
Usia Subur (PUS)
menjadi peserta KB
Aktif

76,68

77,36

78,8

80,02 81,13

Rata-rata jumlah anak
perkeluarga

0,33

0,33

0,33

0,322 0,318

Cakupan pasangan usia
subur (PUS) yang
istrinya di bawah 20
tahun

0,36

0,38

0,5

0,128 0,128

Cakupan PUS yang
ingin ber-KB tidak
terpenuhi (unmeet need)

12,72

12,33

11,7

11,555 11,262

Cakupan Anggota Bina
Keluarga Balita (BKB)
ber KB

83,83

74,73

75,89

77,853 77,562

10.

Cakupan penyediaan
alat dan obat
kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan
masyarakat

73,95

73,88

73,9

91,63 100,57

11.

Ratio petugas Lapangan
(PLKB/PKB) di setiap
Kelurahan

0,89

0,89

0,89

0,80 0,75

12.

Ratio petugas
pembantu Pembina KB
Kelurahan (PPKBD) di
setiap kelurahan

1,1

1,1

1,1

1,098 1,096

13.

Cakupan penyediaan
data mikro keluarga di
setiap kelurahan

100

100

100

100 100

14.

Cakupan PUS peserta
KB anggota usaha
Peningkatan
Pendapatan Keluarga
(UPPKS)

84,83

100

100

104,526 | 108,472

15.

Jumlah penyandang
penyakit reproduksi
remaja
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16.

jumlah kegiatan
pembinaan keluarga

17

14

18

15

14

17.

Presentase PUS
anggtota BKB, BKR,
BKL, UPPKS yang
mendapatkan
pembinaan kesertaan
ber-KB

76,62

77,09

75,49

78,057

79,024

18.

Jumlah keluarga
sejahtera dan keluarga
pra sejahtera anggota
UPPKS

1190

1200

1209

1211

1217

14)

*)Tahun 2019 Angka Proyeksi

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Perhubungan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak,

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perhubungan

Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.25 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Kota

Malang Tahun 2015-2019

Bidang Capaian Kinerja
Urusan/Indikator
No Kinerja Satuan
Pembangunan 2015 2016 2017 2018 2019
Daerah
1. | Jumlah arus orang 3.485.717 | 3.485.717 | 2.448.000 | 1.550.660 | 1.550.660
penumpang
angkutan umum
2. | Jumlah uji kir Kenda- 16.149 16.385 13.744 14.717 14.474
angkutan umum raan
3. Persentase layanan % 51,7 50,2 48 46,6 44,94
angkutan darat
4. Pemasangan Rambu- | buah 31 1243 76 613 708
rambu
*Tahun 2019 Angka Proyeksi
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang,2018
15) Komunikasi dan Informatika

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan komunikasi dan

informatika Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.26 Hasil Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat di
Tingkat Kecamatan

KIM

12

14

14

14

14

Cakupan Layanan
Telekomunikasi

%

92,5

93,3

93,8

95,07

96,02

Persentase penduduk yang
menggunakan HP/telepon

%

73

76

78

88,9

95,7

Proporsi rumah tangga
dengan akses internet

%

82,6

85,3

88,5

90,62

93,16

Proporsi rumah tangga yang
memiliki komputer pribadi

%

79,8

82,5

83,1

85,73

87,76

Persentase penyelesaian
pengaduan materi SMS
pengguna nomor
telekomunikasi dalam
rangka perlindungan
masyarakat

%

31

32

36,29

38,332

40,89

Persentase meningkatnya
rata-rata pengunjung
website per tahun

%

14,14

15,14

15,1

15,617

16,02

Persentase luas area blank
spoot

%

7,5

6,7

6,2

5,33

4,58

Persentase informasi yang di
sebarkan melalui KIM

%

6,44

7,44

7,44

8,403

9,074

10.

Persentase informasi yang
manfaatkan masyarakat

%

78

79

79

82

83,8

11.

Jumlah pengguna informasi
publik yang terlayani

%

94,65

95,65

95,54

93,187

91,86

12.

Jumlah website yang dimiliki
pemerintah

Websit
e

108

109

129

129

129

13.

pelaksanaan deseminasi dan
pendistribusian informasi
melalui media pentura

%

42

42

42

54

60

14.

pelaksanaan deseminasi dan
pendistribusian informasi
melalui media interpersonal

%

70

92

92

92

92

*Tahun 2019 Angka Proyeksi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang,2018

16)

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan koperasi, usaha kecil

dan menengah Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.28 Hasil Kinerja Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. | Persentase jumlah koperasi | % 74,39 76,44 78,94 83,24 86,57
aktif per jumlah koperasi
2. | Presentase Ekonomi Kreatif | % 6
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Jumlah UKM Non
BPR/KSP/USP

unit

2931

2945

2978

2978

2978

Jumlah KUMKM yang telah
mendapat pembinaan
dalam prosedur mengakses
permodalan

KUMK

226

227

229

229

229

Jumlah UMKM yang
memiliki legalitas

UMKM

90

125

130

130

130

Persentase UKM yang
memiliki kemampuan
manajemen pengelolaan
usaha

%

75,78

77,79

78,87

81,13

83,00

Persentase UKM yang
mengakses sistem
pendukung usaha

%

59,76

70,59

72,45

77,19

81,88

Persentase wirausaha
mikro binaan yang
berkembang

%

4,63

4,65

4,67

4,88

5,00

Persentase Pertumbuhan
Wirausaha Mikro Baru
Binaan

%

5,11

5,2

5,25

5,67

5,91

17)

*)Tahun 2019 Angka Proyeksi

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, 2018

Penanaman Modal

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan penanaman modal

Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.27 Hasil Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal Pemerintah Daerah

Kota Malang Tahun 2015-2019

No

Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

Satuan

Capaian Kinerja

2015

2016

2017

2018

2019

Penanaman Modal

1.

Persentase peningkatan
nilai penanaman modal
dan investasi daerah

%

2,9

2,45

3,8

3,8

3,8

18)

*)Tahun 2019 Angka Proyeksi
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kepemudaan dan

olahraga Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut:

11-44



Tabel 2.28 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

Py

Kepemudaan dan Olahraga

1. | Persentase organisasi pemuda | % 32,32 34,15 33,54 34,59 35,17
yang aktif

2. Persentase wirausaha muda % 0,31 0,42 0,67 0,606 0,66

3. | Cakupan pembinaan olahraga | Pembinaan | 97 97 97 97 97

4. | Cakupan pelatih yang Pelatihan 73 78 80 80 80
bersertifikasi

5. Cakupan pembinaan atlet Pembinaan | g0 62 63 63 63
muda

6. Jumlah atlet berprestasi orang 208 319 376 376 376

7. | Jumlah prestasi olahraga Prestasi 8 15 11 11 11

*)Tahun 2019 Angka Proyeksi
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, 2018

19) Statistik
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan statistik Pemerintah

Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.29 Hasil Kinerja Bidang Urusan Statistik Pemerintah Daerah Kota
Malang Tahun 2015-2019

No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Pembangunan Daerah 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1. | Tersedianya sistem data dan statistik Tidak Tidak Ada Ada Ada
yang terintegrasi
2. | Buku “kota dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada
3. | Buku "PDRB” Ada Ada Ada Ada Ada

Pada indikator kinerja pembangunan daerah bidang urusan statistik yang
pertama yakni tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi di Kota
Malang baru tersedia sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan
pada indikator kinerja pembangunan daerah bidang urusan statistik yang kedua
yakni Terdapatnya buku “Kota dalam Angka” di Kota Malang pada tahun 2015
sampai dengan tahun 2019 telah memilikinya. Begitu juga pada indikator
kinerja pembangunan daerah bidang urusan statistik yang ketiga, yakni
terdapatnya buku “PDRB” di Kota Malang pada tahun 2015 sampai dengan
tahun 2019 juga telah memilikinya.

20) Persandian
Perkembangan indikator kinerja pada bidang wurusan persandian
Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:
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Tabel 2.30 Hasil Kinerja Bidang Urusan Persandian Pemerintah Daerah Kota
Malang Tahun 2015-2019

Persandian
1. | Jumlah dokumen yang wajib 39 45 50 50 50
. . Dokumen
dirahasiakan

*)Tahun 2019 Angka Proyeksi
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

21) Kebudayaan
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kebudayaan
Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.31 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kota
Malang Tahun 2015-2019

Kebudayaan

1. | Persentase budaya tradisional % 24 25 31 31,9 34,4
yang ditampilkan sebagai
potensi wisata Kota Malang

2. Persentase Cagar Budaya yang % 39,92 81 100 100 100
terjaga

3. | Persentase tradisi dan adat % 100 73 80 70,5 63,8
istiadat budaya yang terjaga

4. | Persentase kelompok % 100 73 76 93,47 93,47
kebudayaan yang masih aktif
yang dibina

*)Tahun 2019 Angka Proyeksi
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2018

22) Perpustakaan
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perpustakaan
Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.32 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kota
Malang Tahun 2015-2019

2016 2017 2018 2019

Perpustakaan

1. | Jumlah pengunjung orang 227.132 | 226.073 | 269.396 | 252.467 | 255.450
perpustakaan kota

2. | Koleksi buku yang Eksem- 164.579 | 175.095 | 179.486 | 191.433 | 200.716
tersedia di plar
perpustakaan daerah

3. | Jumlah rata-rata orang 18.928 18.839 20.407 19.405 19.245

pengunjung
perpustakaan /tahun
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2016 2017 2018 2019

4. | Jumlah koleksi judul judul 101.250 | 105.038 | 107.452 | 112.870 | 117.023
buku perpustakaan

*)Tahun 2019 Angka Proyeksi
Sumber:Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang,

23) Kearsipan
Perkembangan indikator kinerja pada bidang wurusan kearsipan
Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.33 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kearsipan Pemerintah Daerah Kota

Malani Tahun 2015-2019

Kearsipan
1. | Persentase Perangkat Daerah yang % 18 40 40 52,1 62
mengelola arsip secara baku
2. | Peningkatan SDM pengelola Kali 2 2 1 1 1
kearsipan

*)Tahun 2019 Angka Proyeksi
Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang,

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang berikut
Perangkat Daerah pelaksana urusan tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.27
Urusan Pilihan dan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan

No Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Pelaksana

1. | Kelautan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2. | Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan
Pariwisata

3. | Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

4. | Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan

5. | Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan

Sumber : Peraturan Daerah Kota Malang
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1) Pariwisata
Perkembangan indikator kinerja pada bidang wurusan pariwisata
Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.35 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kota
Malang Tahun 2015-2019

Pariwisata

1. | Persentase peningkatan kunjungan % 36 21 24 25,3 25,2
wisatawan ke Kota Malang

2. | Kunjungan wisatawan di obyek daya | Juta 3,3 4 4,7 5,4 6,1
tarik wisata Orang

3. | Meningkatnya PAD dan PDRB Kota % 43 45 50 50,17 52,11
Malang dari sektor pariwisata

4. | Meningkatnya kegiatan pariwisata Kegiat- 16 18 20 22,9 25,4
yang berskala Regional, Nasional dan | an
Internasional

5. | Jumlah taman kota dan hutan kota Taman 12 12 12 13,8 14,8
sebagai lokasi rekreasi murah
masyaraka

6. | Meningkatnya rumah makan dan Rumah 298 301 315 315 315
restouran Makan

7. | Meningkatnya sarana Akomodasi Unit 105 107 108 108 108
dan Hotel

8. | PDRB sector perdagangan, hotel, dan | Milliar 1.712 1.826 1.826 1.987 2.093
restouran Rupiah

9. Persentase sektor hotel dan restoran | % 41,4 4,41 4,5 4,5 4,5
terhadap Total PDRB

*)Tahun 2019 Angka Proyeksi
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang

2) Pertanian
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pertanian
Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.36 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kota
Malang Tahun 2015-2019

Pertanian

1. Jumlah nilai produksi hasil pertanian % 106,2 | 136,0 | 105,25 | 124,00 | 128,92

2. ;Iurr;lah nilai produksi hasil perkebunan % 93,77 | 93,77 | 95,31 | 93,551 | 92,822
ton

3. Jumlah nilai produksi hasil peternakan % 94,47 | 85,82 | 131,08 | 119,33 | 125,75

4. Rata-rata peningkatan produktifitas % 106,2 | 136,0 | 105,25 | 124,00 | 128,92
hasil pertanian
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S. Terjalinnya kemitraan antara % 93,77 | 93,77 | 95,31 | 93,551 | 92,822
pengusaha kecil

Produktivitas Padi atau bahan pangan Kw/ha | 94,47 | 85,82 | 131,08 | 119,33 | 125,75
utama lokal lainnya per hektar

*)Tahun 2019 Angka Proyeksi
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang,

o

3) Perdagangan
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perdagangan
Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.37 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kota
Malang Tahun 2015-2019

Perdagangan

1. | Jumlah peningkatan pasar | %
yang dikelola masyarakat N/A 100 100 100 100

menjadi pasar daerah

2. | Volume sampah pasar yang m3
N/A 20036 | 20300 | 21436,5 | 22075,8

ditangani
3. | Jumlah sarana prasarana Unit
pengelolaan sampah pasar geroba
k N/A 24 26 31,2 34,8
sampa
h
4. | Jumlah PKL yang dibina PKL N/A 5,98 13,53 12,902 15,294

5. | Prosentase PKL yang ditata %

dan direlokasi sesuai 2,67 14,28 17,86 18,034 18,48
komoditas
6. Prosentase Revitalisasi Pasar | % 21,43 2,67 2,98 3,15 3,35
7. | Cakupan PKL yang %
mendapat
pendataan,pengendalian, 2,67 100 100 100 100

penataan, pemetaan dan

pengawasan

8. | Cakupan Pengembangan dan | %
peningkatan pelayanan 100 28 28 28 28

pasar
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Perdagangan
9. | Jumlah Pasar Tradisional Pasar
Tradisi 28 25 26 29,4 33,2
-onal
10. | Jumlah Pemeliharaan Pasar Pasar
Tradisional Tradisi 13 6,6 7 7,05 7,26
-onal
11. | Prosentase peningkatan nilai | %
N/A 8423 8442 8538,1 8611,4
ekspor perdagangan
12. | Prosentase alat ukur, takar, UTIP
timbangan dan
N/A 20036 | 20300 | 21436,5 | 22075,8
perlengkapannya (UTTP)
bertanda tera sah.

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Malang, 2018

4) Perindustrian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perindustrian

Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.38 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kota

Malang Tahun 2015-2019

Perindustrian

1.

Kontribusi sektor industri terhadap
PDRB

%

28,24

27,14

25,4

25,202 | 24,396

PDRB Sektor Industri

Trilliun
Rupiah

12.637

13.734

14.521

15.364 | 16.213

Persentase PDRB sektor Agro, Kimia,
makanan dan Minumanterhadap total

PDRB

%

25,22

24,63

23,63

23,018 | 22,272

Kontribusi PDRB untuk sektor Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi,
Elektronika, Telematika, Tekstil dan
Aneka

%

1,93

1,86

1,77

1,698 1,622

Persentase produk industri yang

berstandarisasi

%

6,2

20,6

12,99 14,5
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6. | Persentase industri yang menguasai %
59,97 33,8 35 37,119 | 34,724
teknologi
7. | Jumlah IKM yang memiliki sertifikat IKM
8 47 41 38,5 40,2
kompetensi
8. | Persentase jumlah IKM yang melakukan %
45,12 45 30 39,024 | 39,024
inovasi produk
9. | Jumlah jenis data industri yang Jenis
8 100 100 100 100
dimutakhirkan data
10 | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 2780 8 8 8 8

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Malang, 2018

C. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

Analisis kinerja atas layanan penunjang urusan dilakukan terhadap
indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah

Kota Malang, yaitu bidang urusan:

1) Perencanaan Pembangunan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perencanaan
pembangunan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.39 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

Perencanaan Pembangunan

1. | Tersedianya dokumen perencanaan Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada
RPJPD yang telah ditetapkan dengan Tidak
PERDA

2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada
RPJMD yang telah ditetapkan dengan Tidak
PERDA/PERKADA

3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada
RKPD yang telah ditetapkan dengan Tidak
PERKADA

4. | Tersedianya dokumen RTRW yang Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada
telah ditetapkan dengan PERDA Tidak
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6. | Penjabaran Konsistensi Program % N/A 100 100 | 102,28 | 108,17
RPJMD kedalam RKPD 9
Penjabaran Konsistensi Program % 100 100 100 100 100
RKPD kedalam APBD
Kesesuaian rencana pembangunan % 49,34 60,57 80,64 | 82,629 | 91,508
dengan RTRW

S. Persentase luas wilayah yang % 50 60,76 70,64 | 75,229 | 82,318
peruntukannya telah sesuai dengan
RDTR dan Peraturan Zonasi.

7. Presentase SKPD yang telah memiliki % 40,54 100 80,34 | 93,476 | 102,57
dokumen perencanaan yang baik, 4
konsisten dan selaras

8. Persentase SKPD yang telah % 40,54 100 80,34 | 93,046 | 101,90
menyusun dokumen Renstra dan 8
renja/RKT berkualitas baik

9. | Persentase SKPD yang RKA nya telah % N/A 100 100 100 100
memiliki hubungan
kausalitas dengan Renja/RKT

10. | Persentase indikator sasaran pada % 52,5 62 53,41 | 60,876 | 63,556
RKPD yang targetnya terpenuhi

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang,

Tahun 2018

2) Keuangan

Perkembangan

indikator

kinerja pada bidang urusan keuangan

Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.40 Hasil Kinerja Bidang Urusan Keuangan Pemerintah Daerah Kota

Malang Tahun 2015-2019

1. | Opini BPK terhadap
WTP WTP WTP WTP WTP
laporan keuangan
2. | Besaran SILPA Rp 316.838. | 322.985. | 316.838. 400.598.
305.005.705.62
899.177, | 750.377, | 899.177, 707 440.985,
40 40 ' 66
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Persentase SILPA

%

14,86 17,22 14,86 15,45 19,07
terhadap APBD
4. | Realisasi belanja Rp 626.517. 625.098. 530.615.
5,29753E
pendidikan (20%) 216.602, 112.422, | 997.438, 5,49242E+11 1
+
terhadap APBD 00 96 37
5. | Realisasi belanja Rp 139.946. 142.819. 159.362.
1,93134E
kesehatan (10%) 146.155, | 682.440, | 377.552, 1,76318E+11 1
+
terhadap APBD 14 48 68
6. | Realisasi Belanja Rp 893.714. | 921.030. | 778.379. 8.91181E
Langsung 312.491, | 657.951, | 835.897, 8,77759E+11 ’ )
+
77 21 26
7. | Realisasi Belanja Tidak | Rp 909.706. | 789.046. 1.035.54 1 09705E
Langsung 228.426, | 786.308, | 4.086.40 1,03426E+12 ’ 19
+
52 76 4,28
8. | Bagi hasil Rp
75.036.6 | 78.766.2 | 6.484.05
kabupaten /kota dan 22418820 9096300
00,00 00,00 0,00
desa
9. | Penetapan APBD Rp 1.803.42 1.710.07 1.813.92
1,98823E
0.540.91 7.444.25 | 3.922.30 1,91201E+12 12
+
8,29 9,97 1,54
10. | Persentase SP2D yang %
terbit kurang dari 2 72,65 81,17 90 77,115 73,232
hari
11. | Persentase Data Aset %
Daerah Yang Akurat
35 48,25 62,69 68,527 78,14
Sesuai Pemanfaatan
dan Peruntukannya
12. | Nilai Pengukuran Nilai
Survey Kepuasan 78,575 76,37 78,575 78,82 79,054
Masyarakat
13. | Persentase Belanja %
Tidak Langsung (BTL) N/A 46 46,44 47,606 48,488
APBD < 50%
14. | Persentase Realisasi %
Belanja Langsung
N/A 77,45 83,98 85,514 88,99
SKPD
> 90%
15. | Persentase %
PenyajianLaporan 73,96 100 100 109,986 119,076

Barang Milik
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Daerah ( LBMD) Secara

Benar

16. | Persentase Penyajian %
Laporan Keuangan
Daerah Secara Wajar 94,12 93,5 100,851 107,348
Sesuai SAP Berbasis
Akrual

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2018

3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.42
Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

Keuangan
1. | Rata-rata lama pegawai
mendapatkan pendidikan dan JP 38 40 45 51 56,2
pelatihan
2. | Persentase ASN yang mengikuti
- . % 60 63 65 | 67,7 | 70,2
pendidikan dan pelatihan formal
3. | Persentase Pejabat ASN yang telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan % 80 85 90 95 100
struktural

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang, 2018

4) Pengawasan
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pengawasan
Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:
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Tabel 2.41 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota

Malang Tahun 2015-2019

Keuangan

1. | Jumlah tindak lanjut temuan Tindak

647,
lanjut 504 555 556 612 3

Sumber: Inspektorat Kota Malang, 2018

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah menggambarkan kondisi umum aspek daya
saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara
keseluruhan. Pada aspek daya saing ini terklasifikasi menjadi 4 (empat) fokus
yakni fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur,

fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah
bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi
yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan
multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Analisis kinerja atas aspek
kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran
konsumsi rumah tangga per kapita, dan pengeluaran konsumsi non pangan per
kapita.

Kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya
terhadap barang dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok
makanan dan non makanan. Pada batas tertentu kebutuhan akan makanan
bisa mencapai titik maksimal, namun untuk kebutuhan non makanan tidak

terbatas.

Tabel 2.42 Rata-Rata Konsumsi per Kapita Menurut Kelompok Konsumsi Di
Kota Malang Tahun 2015-2019 (Rupiah per bulan)

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

1. Makan 494.076 523.578 632.530 597.020 616.123

2. Non Makanan 766.110 831.897 1.038.695 1.022.372 992.783
Total 1.260.186 1.355.475 1.671.225 1.619.392 1.608.906

Sumber: BPS Kota Malang, 2020
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Apabila dilihat dari rata-rata konsumsi per kapita sebulan menurut
kelompok konsumsi di Kota Malang tahun 2015-2019 lebih banyak konsumsi
non makanan. Pada tahun 2015 rata-rata konsumi makanan per kapita di Kota
Malang mencapai Rp. 494.076 per kapita sebulan (39,21%). Pada tahun 2016
rata-rata konsumi makanan per kapita di Kota Malang meningkat menjadi
Rp.523.578 per kapita sebulan (38,63%).

Sedangkan pada tahun 2015 untuk rata-rata konsumi non makanan per
kapita di Kota Malang sebesar Rp. 766.110 per kapita sebulan (60,79%). Pada
tahun 2016 untuk rata-rata konsumi non makanan per kapita di Kota Malang
sebesar Rp.831.897 per kapita sebulan (61,37%).

Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam menafsirkan peningkatan
rata-rata pengeluaran per kapita ini, karena belum tentu menjadi gambaran
peningkatan kesejahteraan. Mengingat terjadinya peningkatan konsumsi bisa
dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan harga yang terukur melalui inflasi,
bukan karena pendapatan yang meningkat.

Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi
pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun
sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin
meningkat (Hukum Engel/Engel law).

Tabel 2.43 Persentase Pengeluaran Rumah Tangga Dirinci Menurut Pengeluran

Makanan dan Non Makanan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Malang

No Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
1. Makan % 39,21 38,63 37,85 36,87 38,29
2. Non Makanan % 60,79 61,37 62,15 63,13 61,71

Total % 100 100 100 100 100

Sumber: BPS Kota Malang, 2020

Kecenderungan pola konsumsi masyarakat Kota Malang pada kurun
waktu 2015-2019 lebih banyak pada konsumsi non makanan. Pada tahun 2015
persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kota Malang
sebesar 60,79% dan terus meningkat sampai tahun 2018, yaitu pada tahun
2016 sebesar 61,37%, tahun 2017 adalah 62,15 dan tahun 2018 sebesar
63,13%. Sedangkan pada tahun 2019 secara persentase konsumsi non

makanan menurun menjadi 61,71%.

B. Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur
Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor

penentu daya tarik suatu daerah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup,
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image, dan budaya masyarakat. Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan
faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah, selain kinerja ekonomi,
efisiensi pemerintahan dan efisiensi usaha. Analisa kinerja atas fasilitas
wilayah /infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator:

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun
Ketaatan terhadap RTRW

Luas wilayah produktif

Luas wilayah industri

Luas wilayah perkotaan

Jenis dan jumlah bank dan cabang

© % N ok LD

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

—_
o

. Jenis, kelas dan jumlah restoran

—
—

. Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel

—_
N

. Persentase layanan air bersih

—
W

. Rasio ketersediaan daya listrik

—
N

. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
15. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
Berikut adalah sajian seluruh indikator dari fokus fasilitas

wilayah /infrastruktur di Kota Malang Tahun 2015-2019.

Tabel 2.47 Hasil Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur Pemerintah
Kota Malang Tahun 2015-2019

L. Rasio panjang jalan per

N/A 0,85 0,9 0,5335 0,367
jumlah kendaraan

P. Jumlah orang/barang

yang terangkut Orang 3.485.717 | 3.485.717 2.448 1373413,3 1081346,4

angkutan umum

B. Persentase layanan air

% 64 65,64 66,11 68,308 69,894
bersih

t. Persentase penduduk

yang menggunakan % 73 76 78 88,9 95,7
HP/Telepon

C. Fokus Iklim Berinvestasi
Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan
kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong

pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat
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diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi
masalah kemiskinan.

Besarnya investasi di Kota Malang tentunya juga dipengaruhi oleh kondisi
keamanan, ktentraman, ketertiban, kecepatan perijinan dan kepastian hukum
dalam berusaha. Untuk itu, dalam analisis kinerja atas fokus iklim berinvestasi
dilakukan terhadap 5 (lima) indikator, yaitu angka kriminalitas, lama proses
perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, serta jumlah

Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim investasi.

D. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas fokus sumber daya manusia dilakukan terhadap
indikator rasio lulusan S1/S2/S3 dan rasio ketergantungan di Kota Malang pada
Tahun 2015-2019.

Salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah adalah kualitas
sumber daya manusia. Sebab semakin tinggi tingkat pendidikan yang
ditamatkan, maka diharapkan semakin baik pula kualitas sumber daya
manusia yang ada. Kualitas tenaga kerja di Kota Malang dapat dilihat dari rasio
lulusan S1/S2/S3. Capaian kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3) di
Kota Malang pada tahun 2013 yakni realisasi sebesar 11,93 lulusan per 10.000
penduduk dari target 8,08 lulusan per 10.000 penduduk, sehingga capain dari
indikator ini sebesar 148%.

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang
harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk
yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk
yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk
usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara
ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang
menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umumnya
sudah melewati masa pensiun.

Rasio ketergantungan atau Dependency ratio (DR) merupakan salah satu
indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency
ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk
yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan
tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin
rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk
yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak
produktif lagi.
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Perkembangan hasil analisis rasio keterantungan Kota Malang pada

Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

37,64 37,643 37,647 37,6481 37,65

2015 2016 2017 2018 2019

4

o

3

o

2

o

1

o

Gambar 2.118 Rasio Ketergantungan Tahun 2015-2019 Kota Malang
Sumber: BPS Kota Malang Tahun 2018

Pada tahun 2015 rasio ketergantungan di Kota Malang sebesar 37,64.
Namun pada tahun 2016 rasio ketergantungan di Kota Malang berhasil
diturunkan menjadi 41,18. Akan tetapi, pada tahun 2017 rasio ketergantungan
di Kota Malang kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 41,28. Pada
tahun 2018 rasio ketergantungan di Kota Malang kembali mengalami
penurunan menjadi 37,6481. Pada tahun 2019 rasio ketergantungan di Kota

Malang mencapai 37,65.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan
dan Realisasi RPJMD
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun
2019 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 20
Tahun 2018. Dalam RKPD tersebut telah tercantum program dan
kegiatan masing-masing Perangkat Daerah yang dimaksudkan
untuk dianggarkan pada APBD Tahun 2019. Bab ini
mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan daerah tahun 2019. Evaluasi meliputi
seluruh program/kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori
urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi
capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target
capaian kinerja program tahun lalu. Berdasarkan hasil evaluasi
dapat diuraikan capaian program untuk setiap sasaran

pembangunan Kota Malang sebagai berikut :
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1.

Sasaran meningkatnya masyarakat terdidik dan berkharakter
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Pendidikan
Anak Usia Dini dengan capaian kinerja 91,91%, Program
Pendidikan Non Formal dengan capaian kinerja 85,84%,
Program Sarana dan Prasarana SKB dengan capaian kinerja
70,76%, Program Pendidikan Sekolah Dasar dengan capaian
kinerja 66,49%, Program Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama dengan capaian kinerja 77,14%, Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan capaian
kinerja 88,30%, Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan
Budaya dengan capaian kinerja 96,68%, Program peningkatan
peran serta kepemudaan dengan capaian kinerja 97,84%,
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda dengan capaian kinerja 83,33%,
Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan
dengan capaian kinerja 117,76%, Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan capaian
kinerja 100%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.
Sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Pengawasan
obat dan makanan 92,12%, Program Pembinaan dan
pengawasan tenaga kesehatan dengan capaian kinerja 88,00%,
Program Obat dan perbekalan kesehatan, perbekalan kesehatan
rumah tangga dan alat kesehatan dengan capaian kinerja
87,04%, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat dengan capaian kinerja 97,62%, Program Perbaikan
Gizi Masyarakat dengan capaian kinerja 100%, Program
Peningkatan pelayanan kesehatan Keluarga dengan capaian
kinerja 96,02%, Program Kesehatan Kerja Dan Olahraga dengan
capaian kinerja 98,69%, Program Peningkatan Kesehatan
Lingkungan dengan capaian kinerja 98,01%, Program Pelayanan
Kesehatan Dasar dengan capaian kinerja 98,54%, Program
Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan capaian kinerja 100%,
Program Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan capaian
kinerja 100%, Program Pencegahan dan pengendalian penyakit

dengan capaian kinerja 96,33%, Program Peningkatan Mutu
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Pelayanan Kesehatan BLUD dengan capaian kinerja 81,25%,
Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dengan capaian
kinerja 80,71%, Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang
Kesehatan Farmasi dengan capaian kinerja 74,13%, Program
Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Gizi dengan
capaian kinerja 11,69%, Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan capaian kinerja
87,39%, Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
dengan capaian kinerja 100%, Program Keluarga Berencana
dengan capaian kinerja 71,94%, Program Peningkatan
Kesejahteraan Keluarga dengan capaian kinerja 100%, Program
Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia dengan
capaian kinerja 100%, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga dengan capaian kinerja 85,50%, Program Peningkatan
prestasi olahraga dengan capaian kinerja 66,67%, Program
peningkatan sarana dan prasarana olahraga dengan capaian
kinerja 80%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.
Sasaran meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan
dan non pangan

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Peningkatan
Produksi Tanaman dengan capaian kinerja 104,17%, Program
Peningkatan Produksi Peternakan dengan capaian kinerja 100%,
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan capaian kinerja 104%,
Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan capaian kinerja
100%, Program Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi
Pangan dan Keamanan Pangan dengan capaian kinerja 85,71%,
Program Pengembangan Potensi Perikanan dengan capaian
kinerja 100%, Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan dengan capaian kinerja 100%,
Program Pengembangan Usaha Perdagangan dengan capaian
kinerja 101,49%, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kemetrologian dengan capaian kinerja 103,26%, Program
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Cukai) dengan
capaian kinerja 100%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.
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4. Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program
pengembangan usaha mikro dengan capaian kinerja 101,13%,
Program pembinaan lingkungan sosial di bidang Usaha Mikro
(Cukai) dengan capaian kinerja 100%, Program Pengembangan
Koperasi dengan capaian kinerja 97,46%, Program Pengawasan
Koperasi dengan capaian kinerja 100%, Program Pengembangan
Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika,
Telematika, Tekstil dan Aneka dengan capaian kinerja 105,56%,
Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan
Minuman dengan capaian kinerja 101,76%, Program
Pengembangan Industri Kreatif Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka dengan
capaian kinerja 104,44%, Program Pembinaan Lingkungan
Sosial di Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,
Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka (Cukai) dengan
capaian kinerja 100%, Program Pengembangan Industri Kreatif
Agro, Kimia, Makanan dan Minuman dengan capaian kinerja
108%, Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri
Agro, Kimia, Makanan dan Minuman (Cukai) dengan capaian
kinerja 109,44%, Program Pembinaan Industri (Cukai) dengan
capaian kinerja 113,75%, Program Sosialisasi Ketentuan di
Bidang Cukai melalui forum tatap muka (Cukai) dengan capaian
kinerja 93,75%, Program Pengembangan dan Peningkatan
Pelayanan Pasar dengan capaian kinerja 88,87%, Program
Peningkatan Kualitas pelayanan Pasar dengan capaian kinerja
75,27%, Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal
dengan capaian kinerja 77,10%, Program Pengembangan Iklim
Penanaman Modal dengan capaian kinerja 98,71%, Program
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan
capaian kinerja 99,57%, Program Pembinaan Lingkungan Sosial
di bidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas
dengan capaian kinerja 100%, Program Pembinaan dan
Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan capaian kinerja 81,13%,
Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata

dengan capaian kinerja 82,63%.
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5. Sasaran meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur
dan sarpras kota secara terpadu
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program
Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jembatan dengan capaian kinerja 85,33%,
Program Perencanaan, Pembangunan Pengembangan,
Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong dengan capaian kinerja
100%, Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan,
Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase dengan capaian kinerja
90,64%, Program Perencanaan Pembangunan/Pengembangan,
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pedestrian dengan capaian
kinerja 109,50%, Program Pengembangan/Rehabilitasi dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya dengan capaian kinerja 96,44%, Program Pengelolaan
Penerangan Jalan dengan capaian kinerja 100%, Program
Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Jalan
dengan capaian kinerja 100%, Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum
dengan capaian kinerja 83,48%, Program Bina Jasa Kontruksi
dengan capaian kinerja 86,46%, Program Penyelenggaraan
Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat dengan capaian kinerja
92,12%, Program Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota
Malang dengan capaian kinerja 82,14%, Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum di Kota Malang dengan capaian
kinerja 95.48%, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Limbah di Kota Malang dengan capaian kinerja 100%, Program
Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan
Kantor dan Fasilitas Umum dengan capaian kinerja 16,67%,
Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan
Permukiman dengan capaian kinerja 85,47%, Program
Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
dengan capaian kinerja 100%, Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ dengan capaian
kinerja 100%, Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu
Lintas dengan capaian kinerja 100%, Program Pengendalian
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan capaian

kinerja 100%, Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
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Kendaraan Bermotor dengan capaian kinerja 113,82%, Program
Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan capaian kinerja
99,85%, Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik
dengan capaian kinerja 98,49%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.

Sasaran meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan
lingkungan hidup

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program
Pengembangan Tata Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja
100,00%, Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan
Hidup dengan capaian kinerja 80%, Program Penaatan dan
Penegakan Hukum Lingkungan dengan capaian kinerja 100%,
Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan
capaian kinerja 100%, Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 100%,
Program Peningkatan Pelayanan laboratorium lingkungan
dengan capaian kinerja 105%, Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan dengan capaian kinerja 99,78%,
Program Peningkatan Kapasitas Pengolahan sampah dengan
capaian kinerja 111,07%, Program Pengelolaan Sampah Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) dengan capaian kinerja 84,77%,
Program Pengurangan dan Penanganan Sampah dengan capaian
kinerja 100%, Program Pemeliharaan Sarana Prasarana
Operasional Persampahan dengan capaian kinerja 71,15%,
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan capaian
kinerja 100%, Program Pengelolaan Areal Pemakaman dengan
capaian kinerja 100%, Program Perencanaan Ruang dengan
capaian kinerja 100%, Program Pengawasan dan Pengendalian
Tata Ruang dengan capaian kinerja 84,97%, Program
Pemanfaatan Tata Ruang dengan capaian kinerja 90,83%,
Program Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan
capaian kinerja 1,82%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.
Sasaran meningkatnya kualitas perlindungan sosial

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program
Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan

capaian kinerja 100%, Program Peningkatan Kesempatan Kerja
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dengan capaian kinerja 75%, Program Pembinaan Lingkungan
Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan capaian kinerja
100%, Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan
Sosial dengan capaian kinerja 108,44%, Program Pembinaan
Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan
Sosial dengan capaian kinerja 100%, Program Peningkatan
Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan capaian kinerja
88,52%, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial dengan capaian kinerja 103,40%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.
Sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan
stabilitas lingkungan

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Peningkatan
Kapasitas Satuan Linmas dengan capaian kinerja 90,64%,
Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran dengan capaian kinerja 77,95%, Program
Pemberdayaan Perempuan dengan capaian kinerja 100%,
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
dengan capaian kinerja 93,57%, Program Penyelenggaraan
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dengan capaian
kinerja 97,19%, Program Pemberdayaan Masyarakat dengan
capaian  kinerja  84,74%, Program = Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dengan capaian kinerja
100%, Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan
Bencana dengan capaian kinerja 82,13%, Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana dengan capaian
kinerja 100%, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
dengan capaian kinerja 102,43%, Program Pendidikan Politik
Masyarakat dengan capaian kinerja 97,44%, Program
Pemberdayaan Ormas dan LSM dengan capaian kinerja 71,67%,
Program Kewaspadaan Daerah dengan capaian kinerja 91,25%.
Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.
Sasaran meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib
hukum

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program

Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan
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10.

capaian kinerja 92,55%, Program Penegakan Perundang-
Undangan Daerah dengan capaian kinerja 79,81%, Program
Pembinaan Polisi Pamong Praja dengan capaian kinerja 78,37%,
Program Penerapan dan Penegakan Hukum dengan capaian
kinerja 94,24%, Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan
Perundang-undangan dengan capaian kinerja 104,45%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.
Sasaran meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Pelayanan
Pendaftaran Penduduk dengan capaian kinerja 100%, Program
Pelayanan Pencatatan Sipil dengan capaian kinerja 99,84%,
Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran dengan
capaian kinerja 92,42%, Program Penyelenggaraan Pelayanan
Non Perizinan dengan capaian kinerja 93,64%, Program
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dengan capaian kinerja
87,40%, Program Pengelolaan Arsip Daerah dengan capaian
kinerja 110%, Program Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan capaian kinerja 98,46%, Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam dengan capaian
kinerja 99,18%, Program perencanaan pembangunan manusia,
masyarakat, sosial dan budaya dengan capaian kinerja 94,76%,
Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan
pengembangan wilayah dengan capaian kinerja 94,13%,
Program Penyusunan Anggaran Daerah dengan capaian kinerja
115,84%, Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah
dengan capaian kinerja 94,21%, Program Pelaporan Keuangan
Daerah dengan capaian kinerja 100%, Program Penatausahaan
Aset Daerah dengan capaian kinerja 92,65%, Program
Pemanfaatan Aset Daerah dengan capaian kinerja 90,70%,
Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
dengan capaian kinerja 87,03%, Program Penagihan dan
Pemeriksaan Pajak Daerah dengan capaian kinerja 81,73%,
Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah dengan capaian
kinerja 98,28%, Program Penguatan Inovasi, Riset dan
Pengembangan dengan capaian kinerja 104,95%, Program
Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian dengan capaian

kinerja 96,30%, Program Pengembangan Kebijakan SDA dan
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11.

Infrastruktur dengan capaian kinerja 89,70, Program Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan
Kecamatan dengan capaian kinerja 84,65%, Program
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan
Hubungan Antar Lembaga dengan capaian kinerja 98,08%,
Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa dengan capaian kinerja 95,78%, Program Penataan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 99,14%, Program Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I
dengan capaian kinerja 82,91%, Program Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II dengan
capaian kinerja 81,70%, Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III dengan capaian
kinerja 73,30%, Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV dengan capaian
kinerja 89,47%, Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan
dan Penganggaran bagi Pimpinan/Anggota DPRD dengan
capaian kinerja 100%, Program Fasilitasi Penyelenggaraan
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan capaian
kinerja 81,40%, Program Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan capaian kinerja
89,39%, Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum
dengan capaian kinerja 96,42%, Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
dengan capaian kinerja 83,84%, Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran dengan capaian kinerja 84,11%,
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan
capaian kinerja 80,73%, Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur dengan capaian kinerja 89,62%, Program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja,
dan keuangan dengan capaian kinerja 80,45%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.
Sasaran meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Pengadaan,
Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian dengan capaian
kinerja 92,39%, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil

Negara dengan capaian kinerja 96,57%, Program Fasilitasi
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Pemberhentian Pegawai dengan capaian kinerja 100%, Program
Pembinaan Kepegawaian dengan capaian kinerja 99,93%,
Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian dengan
capaian kinerja 100%, Program Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja 93,08%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.
Sasaran meningkatnya integrasi teknologi informasi

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Pelayanan
dan Pengelolaan Informasi Publik dengan capaian kinerja
94,74%, Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi
Publik dengan capaian kinerja 96,46%, Program Pengelolaan
Aplikasi Informatika dengan capaian kinerja 94,53%, Program
Pengelolaan Data dan Informasi Statistik dengan capaian kinerja
98,97%, Program Pengelolaan Persandian dengan capaian
kinerja 100%, Program Pengolahan Data dan Informasi dengan
capaian kinerja 96,81%, Program Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan
capaian kinerja 99,16%.

Secara keseluruhan capaian seluruh program sudah baik.
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Tabel 2.55

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Kota Malang

Tingkat
. Capaian ) ) - Capaian
Urusan/Bidang . - Kinerja - Realisasi Capaian ng_kat_Capman F_eea!lsam Kinerja & Perangkat
Urusan Indikator Kinerja . . - Target Kinerja dan Anggaran g Kinerja Dan Kinerja dan R
- RPJIJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD ! Kinerja dan Anggaran o Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ Tahun 2018 Tahun Lalu (2019) RKPD Tahun berjalan yg RKPD vang Dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran Penanggun Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) khi iod dievaluasi (2020) yh 92020 Anggaran RKPD RKPD s/d 99 1d ggb g
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun ) (%) Tahun 2020 RPJIMD s Jawa
RPJMD) Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkharakter
1 Urusan Wajib
Bidang Urusan
o Pendidikan
- Persentase
peningkatan Angka
Program Partisipasi Kasar Dinas
1 1 15 Pendidikan Anak PAUD 91,91% 3.173.171.791,00 :
e . Pendidkan
Usia Dini - Prosentasi
peningkatan Lembaga
PAUD terakreditasi
- Persentase penduduk
15-24 tahun yang buta
aksara
1] 1| 18 Eerac:w%rizri];an Non - Prosentase Program 85,84% 2.865.238.164,00 Dinas
Kesetaraan o0 o Pendidkan
Formal .
terakreditasi
- Prosentase Program
Kursus terakreditasi
Program Sarana Dinas
1 1 25 dan Prasarana 70,76% 809.550.000,00 :
Pendidkan
SKB
- APK PAUD
- APM PAUD 0
Program - Rata-rata Capaian 90,38 0 0% Dinas
Pendidikan Anak Peningkatan Karakter 81,4 o 0% o Pendidikan
Usia Dini dan Non | Jenjang PAUD 20% 7.411.341.000,00 8;’ 538.769.265,00 | 0, 7.27% dan
Formal - Rata-rata Capaian 20% 0 0% Kebudayaan
Peningkatan Karakter
PNF
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No

Kode

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)

Capaian
Kinerja
RPJMD pada
Tahun 2018
(Akhir Periode
RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD
Tahun Lalu (2019)

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun berjalan yg
dievaluasi (2020)

Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD yang Dievaluasi

(tahun 2020)

Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi
Anggaran RKPD
(%)

Realisasi
Kinerja dan
Anggaran

RKPD s/d
Tahun 2020

Tingkat
Capaian
Kinerja &
Realisasi
Anggaran
RPJMD s/d
Tahun 2020
(%)

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Ket.

4

9=8/7 x100%

10=6+8

11

12

13

Rp

K Rp

K Rp

Program
Pendidikan
Sekolah Dasar

- Angka rata-rata lama
sekolah

- Persentase jumlah
siswa melanjutkan dari
SD ke SMP/MTS

- Persentase
peningkatan jumlah
satuan pendidikan SD
berakreditasi A

- Persentase Satuan
Pendidikan yang
Memenuhi SPM

- Presentase
peningkatan angka
partisipasi kasar

- Presentase
penurunan angka putus
sekolah

66,49%

81.701.556.602,60

Dinas
Pendidikan

Program
Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama

- Angka rata-rata lama
sekolah

- Persentase jumlah
siswa melanjutkan dari
SD ke SMP/MTS

- Persentase
peningkatan jumlah
satuan pendidikan
SMP berakreditasi A

- Persentase
Peningkatan Satuan
Pendidikan yang
Memenuhi SPM

- Jumlah peserta didik
yang mengikuti
kegiatan belajar
mengajar

77,14%

52.130.312.641,00

Dinas
Pendidikan
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Tingkat

. Capaian ) ) o Capaian
Urusan/Bidang Kinerja Realisasi Capaian Tingkat Capaian Realisasi Kinerja & Perangkat
Urqsan Indikator Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD Target Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Anggaran Klnerjg Dan Kinerja dan Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ hun 2018 h U (2019 RKPD Tahun berjalan yg ievaluasi Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Ta un .1 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
9 9 RPJMD) o Tahun 2020
(%)
1 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- APK SD
- APM SD
- Rata-rata Capaian 109,81 - 0%
Program Peningkatan Karakter 104,55 - 0% Dinas
Perﬁbinaan Jenjang SD 20% - 14.325.981.260,00 | 0% 750% Pendidikan
Pendidikan Dasar - APK SMP 104,15 185.758.238.540,00 - 0% ! dan
- APM SMP 84,67 - 0% Kebudayaan
- Rata-rata Capaian 20% - 0%
Peningkatan Karakter
Jenjang SMP
Program - Nilai UKG
Peningkatan Mutu - Prosentase Satuan Dinas
1 20 Pendidik dan Pendidikan dengan 88,30% 2.928.891.895,00 fyn
: ) Pendidikan
Tenaga jumlah guru sesuai
Kependidikan SPM
- Persentase Guru
tersertifikasi
- Persentase Guru Dinas
Program dengan Nilai Uji 91,35 - 0% Pendidikan
Pembinaan Kompetensi Guru 80 2 639.937.000.00 - 163.374.000,00 0% 6,19% dan
Ketenagaan (UKG) Minimal 75 35 T - 0%
; . . Kebudayaan
- Rasio profesionalitas
dan keahlian Teknis
Tenaga Pendidikan
29 Bidang Urusan
Kebudayaan
Dinas
Program Persentase kelestarian Pendidikan/Di
Pengelolaan keanekaragaman dan o o ) o o nas
22 15 Keragaman dan kekayaan budaya yang 96,68% 2.247.099.577,73 45% 5.446.960.000,00 70.560.000,00 0% 1,30% Pendidikan
Kekayaan Budaya dibina dan
Kebudayaan
19 Kepemudaan dan
Olah Raga
Program Dinas
19 15 peningkatan peran 97,84% 1.628.897.804,00 Kepemudaan
serta kepemudaan dan Olahraga
Program ’
pen?ngkatan upaya Dinas
19 16 83,33% 456.622.500,00 Kepemudaan
penumbuhan
: dan Olahraga
kewirausahaan dan
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia”
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. ) RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD g ! Angg Kinerja dan Anggaran Ja ba ! Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ hun 2018 h U (2019 RKPD Tahun berjalan yg ievaluasi Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Ta un .1 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
9 9 RPJMD) o Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
kecakapan hidup
pemuda
Persentase pemuda
Program Kota Malang yang
i 0, - 0, 0, i
Pembinaan mengikuti kegiatan 1% 1.961.250.850,00 63.582.500,00 0% 3,24% Disporapar
Kepemudaan
kepemudaan
Bidang Urusan
1|28 Perpustakaan
Program
Pelestarian dan Persentase 83, Dinas
1| 23 16 Pengembangan peningkatan koleksi 117,76% 673.712.840,00 12% 50 12.825.000,00 0% 2,11% Perpustakaan
- I 607.292.000,00
Koleksi yang terdigitalisasi % dan AD
Perpustakaan
Program
Pengembangan aﬁ;sz%tiszf;ﬁgggr Dinas
1| 23 17 Budaya Baca dan 4 p L ) 100,00% 1.146.780.400,00 80% - 24.170.000,00 0% 6,43% Perpustakaan
f perpustakaan keliling di 375.747.000,00
Pembinaan dan AD
57 kelurahan
Perpustakaan
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
1 Urusan Wajib
1| 02 Kesehatan
Program Dinas
1 2 17 Pengawasan obat 92,12% 692.759.900,00
Kesehatan
dan makanan
Program
Pembinaan dan o Dinas
1 2 40 pengawasan 88,00% 827.880.100,00 Kesehatan
tenaga kesehatan
Program Obat dan
perbekalan
kesehatan, Dinas
1 2 41 perbekalan 87,04% 3.512.148.160,80
Kesehatan

kesehatan rumah
tangga dan alat
kesehatan
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia"
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. ) RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD g ! Angg Kinerja dan Anggaran Ja ba ! Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ hun 2018 h U (2019 RKPD Tahun berjalan yg ievaluasi Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Ta un .1 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
; (Akhir Periode (tahun 2020) o RPJMD s/d Jawab
Program/Kegiatan RPIMD) (%) Tahun 2020 Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- Persentase Tenaga
Program 'g";ﬁmggtge . 24 "8,
Peningkatan SDM, 85% % 24% o Dinas
Kefammasian dan | Ferseriase 100% 18.879.345.275,00 | 98, | 199:927.600.00 | g5, | 088% Kesehatan
Alat Kesehatan 24 %"
kesehatan dan obat- %"
obatan sesuai standar °
Program Promosi
Kesehatan dan o Dinas
19 Pemberdayaan 97,62% 32.952.265.795,86 Kesehatan
masyarakat
Program Perbaikan o Dinas
20 Gizi Masyarakat 100,00% 9.860.521.916,00 Kesehatan
Program
Peningkatan Dinas
39 pelayanan 96,02% 1.816.796.106,00 Kesehatan
kesehatan
Keluarga
Program Dinas
37 Kesehatan Kerja 98,69% 1.196.014.010,00 Kesehatan
Dan Olahraga
Program
38 Peningkatan 98,01% 1.704.051.391,00 Dinas
Kesehatan Kesehatan
Lingkungan
Program - Angka Kematian Ibu 60.22 (; 6 0%
Peningkatan - Angka Kematla_n Bayi 6.02 39.502.039.520,00 6 4.858.487.342,00 141,5 12,30 Dinas
Kesehatan - Persentase balita <24% 16 9% % Kesehatan
Masyarakat stunting ° 83' %
Program Dinas
2 33 Pelayanan 98,54% 25.950.244.756,42 Kesehatan
Kesehatan Dasar
Program Dinas
2 34 Pelayanan 100,00% 543.125.583,00 Kesehatan
Kesehatan Rujukan
Program
Pelayanan o Dinas
2 35 Kesehatan 100,00% 157.562.000,00 Kesehatan
Tradisional
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia”
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD y Kinerja dan Anggaran o Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2018 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- % unit pelayanan
kesehatan yang
Program memenuhi SPM
Peningkatan - Cakupan penduduk 100% - 11.416.492.685,0 0% 11,12 Dinas
Pelayanan yang terjamin asuransi 100% 102.689.651.475,00 - 0 0% % Kesehatan
Kesehatan kesehatan atau
sistem kesehatan
masyarakat
Program
2 | 36 Pencegahan dan 96,33% 3.704.617.957,00 Dinas
pengendalian Kesehatan
penyakit
- Persentase
Pelayanan Kesehatan
pada Usia Produktif
- Persentase
Pelayanan Kesehatan
Penderita Hipertensi 79
- Persentase % 7,9
Pelayanan Kesehatan 6.7 %
Penderita Diabetes % 6,7%
Melitus (DM) 100% 22 32,7
Program - Persentase 100% 7% %
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100% 23 23,8 Dinas
Pencegahan dan Orang dengan 100% 5.496.971.282,00 80/' 501.793.460,00 % 9,13% K
’ - () esehatan
Pengendalian Gangguan Jiwa 100% 2 21,99
Penyakit (ODGJ) Berat 100% % %
- Persentase 93% 14 14,16
Pelayanan Kesehatan 20/(') %
Orang dengan 64 69,80
Tuberkulosis (TB) ) %
9%
- Persentase
Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Risiko
Terinfeksi HIV
- Prosentase Kelurahan
ucCl
Program
Y Peningkatan Mutu 81,25% 1.580.841.963,14 Dinas
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan BLUD
Persentase puskesmas
Program BLUD yang telah menjadi 10 100 13,39 Dinas
Puskesmas Badan Layanan Umum 100% 23.114.356.500,00 0% 3.094.048.990,00 % % Kesehatan
Daerah (BLUD)
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia”
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD y Kinerja dan Anggaran o Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2018 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
; (Akhir Periode (tahun 2020) RPJMD s/d Jawab
Program/Kegiatan RPIMD) (%) Tahun 2020 Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program
2 | 43 Pelayanan Rumah | \pp (Net Death rate) 80,71% | 25573.538.636,00 | <2% 33.099.454.000,00 | - 1.911.575.015,00 | 0% | 5,78% Dinas
Sakit Umum Kesehatan
Daerah
Program BL.UD BOR (Bed Occupancy 16,11 Dinas
Rumah Sakit Rate) RSUD 30% 10.000.000.000,00 | -~ | 1610.681.931,00 | 0% | o Kesehatan
Umum Daerah
Program
Pembinaan Dinas
2 44 Lingkungan Sosial 74,13% 11.518.842.497,00 Kesehatan
Bidang Kesehatan
Farmasi
Program
Pembinaan E&Z‘Zﬁﬁi‘; alat . %, 98,2 . Dinas
Ic_i!ngkungan Sosml‘ kesehatan dan obat- 100% 3.635.756.000,00 24 2.747.278,00 4% 0.08% Kesehatan
i Bidang Farmasi batan i standar %
dan Alat Kesehatan | 0°3tan sesuai standa
Program
Pembinaan Dinas
2 45 Lingkungan Sosial 11,69% 821.283.540,00 Kesehatan
di Bidang
Kesehatan Gizi
Program
Pembinaan
Lingkungan Sosial Dinas
2 48 Bidang Fasilitas 87,39% 4.128.812.950,95 Kesehatan
Pelayanan
Kesehatan
- Persentase gedung
Program fasilitas pelayanan
Pembinaan kesehatan dalam
Lingkungan Sosial kondisi baik 100% 0 } 0% 0.00% Dinas
di Bidang - Cakupan penduduk 100% 13.364.244.000,00 - 0% ! Kesehatan
Pelayanan yang terjamin asuransi
Kesehatan kesehatan atau sistem
kesehatan masyarakat
Bidang Urusan
Pengendalian
14 Penduduk dan
Keluarga
Berencana
14 | 15 E"’g’am N 100,00% 417.432.000,00 DP3AP2KB
engendalian Laju
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia"
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. ) RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD g ! Angg Kinerja dan Anggaran Ja ba ! Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ hun 2018 h U (2019 RKPD Tahun berjalan yg ievaluasi Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Ta un .1 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
; (Akhir Periode (tahun 2020) o RPJMD s/d Jawab
Program/Kegiatan RPIMD) (%) Tahun 2020 Tahun 2020
(%)
1 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pertumbuhan
Penduduk
14 | 16 Frogram Keluarga 71,94% 2.901.234.475,00 DP3AP2KB
erencana
Program
14 | 17 Peningkatan 100,00% 1.593.302.349,00 DP3AP2KB
Kesejahteraan
Keluarga
Program
Ketahanan
14 18 Keluarga Balita, 100,00% 453.658.400,00 DP3AP2KB
Remaja dan Lanjut
Usia
- TFR per WUS (15 s/d
49 tahun)
Program - Cakupan peserta KB
. . 1,67 - 12%
Pengendalian Akif 75,4 - 0% Dinas Sosial
Penduduk dan - Prosentase keluarga 67 5% 4.950.419.500.00 ) 324.337.700,00 0% 6,55% P3AP2KB
Keluarga kelompok kegiatan 04 ’640/ R ] 0%
Berencana Tribina aktif O ’
- % kelompok UPPKS
Aktif
19 Kepemudaan dan
Olah Raga
Program .
" Dinas
19 | 17 pembinaan dan 85,50% 1.071.235.813,00 Kepemudaan
Pemasyarakatan dan Olahraga
Olahraga 9
Program Dinas
19 18 Peningkatan 66,67% 771.310.200,00 Kepemudaan
prestasi olahraga dan Olahraga
Program Dinas
peningkatan sarana o
19 19 dan prasarana 80,00% 2.573.682.854,45 dKzfr?%T;hdrzgg
olahraga
persentase
Program Keikutsertaan
Pembinaan Masyarakat Kota 0,12% - 85.786.550,00 0% 1,35% Disporapar

Keolahragaan

Malang Pada Event
Olahraga

6.376.732.250,00

Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia"
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. ) RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD g ! Angg Kinerja dan Anggaran Ja ba ! Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ hun 2018 h U (2019 RKPD Tahun berjalan yg ievaluasi Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Ta un .1 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
9 g RPIMD) ° Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2 Urusan Pilihan
Bidang Urusan
2|3 4
Pertanian
Persentase
Program peningkatan rata rata Dinas
2| 3 | 51 Peningkatan peningkatan 104,17% 730.642.200,00 Pertanian dan
Produksi Tanaman produktivias hasil Ketahanan
pertanian dari tahun Pangan
sebelumnya
Program Persentase Dinas
° - . 0,5 0,52 Ketahanan
0, N ’ 0,
Penlng_katan penlng_katan produksi 2,00% 504.126.200,00 | 2% 26.625.000,00 % 5,28% Pangan dan
Pertanian pertanian P .
ertanian
Program Persentase Dinas
2] 3 | 17 Peningkatan peningkatan produksi 100,00% 218.328.980,00 Pertanian dan
Produksi hasil peternakan Ketahanan
Peternakan P Pangan
Program
Pengawasan dan .
: Dinas
Pengendalian Persentase Pertanian dan
2 3 18 Kesehatan Hewan peningkatan produksi 104,00% 380.126.000,00
] Ketahanan
dan Kesehatan hasil peternakan Pangan
Masyarakat 9
Veteriner
- Persentase
peningkatan produksi
peternakan
Program - Persentase 206 ) Dinas
Peningkatan peningkatan o ] 0,00 o Ketahanan
Peternakan dan pemeriksaan contoh 1250/A) 418.378.000,00 } 24.950.000,00 % 5.96% Pangan dan
Kesehatan Hewan pangan asal hewan 0 Pertanian
- Persentase
peningkatan pelayanan
kesehatan hewan
1 Urusan Wajib
1 9 Pangan
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia”
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. ) RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD g ! Angg Kinerja dan Anggaran Ja ba ! Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2018 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
. 9 P (Akhir Periode (tahun 2020) ggara RPJMD s/d Jawab
Program/Kegiatan RPIMD) (%) Tahun 2020 Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Dinas
Persentase Pertanian dan
Program eninakatan 1,7 171 Ketahanan
9 15 Peningkatan Eetersgediaan angan 100,00% 417.041.457,00 2% 014.961.100.00 1% 29.752.500,00 0/' 3,25% Pangan/Dinas
Ketahanan Pangan utama pang e 0 Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
Program
Pengembangan Dinas
Penganekaragama Skor pola pangan o Pertanian dan
9 16 n, Konsumsi harapan 85,71% 492.152.000,00 Ketahanan
Pangan dan Pangan
Keamanan Pangan
Urusan Pilihan
1 Kelautan dan
Perikanan
Program Persentase Pertgrl:i];r? dan
1 18 Pengembangan peningkatan produksi 100,00% 905.080.500,00 Ketahanan
Potensi Perikanan hasil perikanan Pangan
Program Persentase KetDaIl?Zian
Peningkatan peningkatan produksi 5% - 79.210.000,00 0% 7,59%
Perikanan perikanan 1.043.843.000,00 Psgﬁz:igﬁn
Urusan Pilihan
6 Perdagangan
Program
Perlindungan Jumlah pedagang yang Dinas
6 15 Konsumen dan memiliki UTTP yang 100,00% 421.200.000,00 Perdagangan
Pengamanan sesuai dengan standar gang
Perdagangan
Program
Pengembangan Persentase pedagang o Dinas
6 21 Usaha yang dibina 101,49% 1.289.728.980,00 Perdagangan
Perdagangan
Program bina Persentase o 21 o 11,38 h h
perdagangan pertumbuhan UKM 0.50% 2.415.340.000,00 | % 274.973.635 21% % Diskopindag
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Tingkat

Urusan/Bidan Capaian Tingkat Capaian Realisasi Capaian
Urusan ’ Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kginer'a Dpan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
: ) RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD g ! Angg Kinerja dan Anggaran Ja ba ! Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ hun 2018 h U (2019 RKPD Tahun berjalan yg ievaluasi Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Ta un .1 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
9 9 RPJMD) o Tahun 2020
(%)
1 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Jumlah alat ukur,
2 6 22 Penl_ngkatan takar,timbangan dan 103,26% 528.214.301,00 Dinas
Kualitas Pelayanan perlengkapannya Perdagangan
Kemetrologian (UTTP) yang ditera
Program
Pemberantasan Jumlah pengawasan Dinas
2 6 24 . | barang yang kena 100,00% 256.446.500,00
Barang Kena Cukai cukai ilegal Perdagangan
llegal (Cukai) 9
E«ra(?{:;lantasan Persentase
Barang Kena Cukai | Pengawasan barang 100,00% 100.000.000.00 - - 0% 0% Diskopindag
9 kena cukai ilegal e
llegal
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif
1 Urusan Waijib
Koperasi, Usaha
1] 17 Kecil dan
Menengah
l .
Program % Pertumbuhan Unit 0.3 0.78 Kong:isdan
i i 0, 0, ! ’ 0,
17 17 5ggg:mm?lzr;gan zzi?:d'iw&ifhzafgcna'k 101,13% 1.562.544.084,00 40,79% 1.404.876.000,00 | 2% 87.510.000,00 % 6,23% UM/Diskopind
ag
1117 Program Dinas
pembinaan % WUB Mikro i
: N yang o o 0 ) o o Koperasi dan
18 Ik;?c?:#g%asr;rs]gsml di tumbuh 100,00% 1.092.067.900,00 22,91% 700.000.000,00 | % 0% 0% UM/Diskopind
Mikro (Cukai) ag
1 17 15 Program 97,46% 1.558.354.294,00 Dinas
Pengembangan Koperasi dan
Koperasi UM
1 17 16 Program Persentase Koperasi 100,00% 464.660.400,00 Dinas
Pengawasan yag dinilai sehat Koperasi dan
Koperasi UM
Program Persentase koperasi 79,85% 3,8 111.421.850,00 482
Pembinaan aktif 1.721.570.000,00 | 5% 0/’ 6,47% Diskopindag
Koperasi 0
2 Urusan Pilihan
217 Perindustrian
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia”
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD y Kinerja dan Anggaran o Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7 20 Program Laju pertumbuhan 105,56% 2.622.553.920,91
Pengembangan ILMATETTA atas dasar
Industri Logam, harga konstan
Mesin, Alat Dinas
Transportasi, Perindustrian
Elektronika,
Telematika, Tekstil
dan Aneka
7 21 Program Laju pertumbuhan 101,76% 749.403.679,00
Pengembangan Industri Agro, Kimia, Dinas
Industri Agro, Makanan dan Minuman Peri .
imi erindustrian
Kimia, Makanan atas dasar harga
dan Minuman konstan
Program Persentase 2% 6.684.720.000,00 0,2 72.012.000 115
pengembangan peningkatan jumlah 3% 0%‘ 1,08% Diskopindag
industri IKM
7 22 Program Pertumbuhan Idustri 104,44% 2.224.111.000,00
Pengembangan Kreatif Unggulan
Industri Kreatif ILMATETTA
Indu§tri Logam, Dinas
Mesin, Alat . Perindustrian
Transportasi,
Elektronika,
Telematika, Tekstil
dan Aneka
7 Program 100,00%
Pembinaan
Lingkungan Sosial
di Bidang Industri Jumlah wira usaha Dinas
23 Logam, Mesin, Alat industri baru sektor 691.258.000,00 Perindustrian
Transportasi, ILMATETTA
Elektronika,
Telematika, Tekstil
dan Aneka (Cukai)
Program
Pengembangan Pertumbuhan Idustri
Industri Kreatif Kreatif Unggulan Agro, Dinas
7 24 Agro, Kimia, Kimia, Maggnan da% 108,00% 640.429.396,00 Perindustrian
Makanan dan Minuman
Minuman
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia"
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. ) RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD g ! Angg Kinerja dan Anggaran Ja ba ! Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ hun 2018 h U (2019 RKPD Tahun berjalan yg ievaluasi Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Ta un .1 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
9 g RPIMD) ° Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program 109,44%
P‘emblnaan ) Jumlah wira usaha
Lingkungan Sosial industri baru sektor Dinas
7 25 di Bidang Industri L 589.011.242,00 " :
Agro. Kimia agro, kimia, makanan Perindustrian
ro. ! dan minuman
Makanan dan
Minuman (Cukai)
7 Program 113,75% .
26 Pembinaan Industri | ©crsentase PDRB IHT 156.712.400,00 Dinas
(Cukai) terhadap PDRB Perindustrian
7 27 Program Persentase IHT yang 93,75% 59.967.000,00
Sosialisasi memahami peraturan
Ketentuan di terbaru di bidang cukai Dinas
Bidang Cukai Perindustrian
melalui forum tatap
muka (Cukai)
Program Persentase IHT yang 30% - - o o ) )
Pembinaan Industri_| dibina 100.000.000,00 0% | % Diskopindag
6 Perdagangan
6 20 Program Persentase 88,87% 19.686.688.056,85
Pengembangan pemeliharaan pasar Dinas
dan Peningkatan rakyat Perdagangan
Pelayanan Pasar
6 Program Persentase 75,27%
Pen?n katan peningkatanjumiah Dinas
23 Kualitgs clayanan pasar yang bersih, 421.527.693,00 Perdagangan
pelay tertib, indah, nyaman, gang
Pasar i
dan terpelihara
Program Persentase penetapan
Pengembangan . 1 12,5 ’ .
o9 pasar rakyat sebagai 8% 28.830.961.230,00 662.619.447 2,30% Diskopindag
Kinerja Pelayanan % 0%
pasar halal
Pasar
Urusan Wajib
18 Penanaman Modal
18 Program 77,10%
16 Pengendalian dan 209.443.654,00 DPMPTSP
Promosi
Penanaman Modal
18 20 Program Persentase 98,71% 457.486.832,00 30% 0 169.275.000,00 0% DPMPTSP/Di
Pengembangan peningkatan jumlah 821.715.000,00 % 20,60 nas Tenaga
Iklim Penanaman minat investor % Kerja
Modal PMPTSP
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Tingkat

Urusan/Bidan Capaian Tingkat Capaian Realisasi Capaian
9 . - Kinerja - Realisasi Capaian gkat ap A Kinerja & Perangkat
Urusan Indikator Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD Target Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Anggaran Kinerja Dan Kinerja dan Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ hun 2018 h U (2019 RKPD Tahun berjalan yg ievaluasi Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Ta un .1 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
9 9 RPJMD) o Tahun 2020
(%)
1 ) 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 7 Bidang Urusan
Tenaga Kerja
1 7 99,57%
Program Persentase tenaga Dinas Tenaga
Peningkatan kerja yang 00 0,00 Kerja/Dinas
i 0, 0, ! 0,
1o E‘,f‘(','ﬁif,{,’ti’; mendapatkan pelatihan 575.478.450,00 1% 327.175.000,00 | 0% | 900.000,00 % 0.28% Tenaga Kerja
! berbasis kompetensi PMPTSP
Tenaga Kerja
Program
Pembinaan Dinas Tenaga
Lingkungan Sosial Persentase peserta 0% Ker'a!Dinag
1 7 18 di bidang pelatihan keterampilan 100,00% 445.954.636,00 55% 0 - 0% 0,00% ! X
ketenagakerjaan kerja 450.000.000,00 Tenaga Kerja
sektor Pelatihan PMPTSP
dan Produktivitas
2 Urusan Pilihan
2 2 Pariwisata
2| 2 Program Dinas
Pembinaan dan o Kebudayaan
15 Pengembangan 81,13% 1.370.558.009,00 dan
Ekonomi Kreatif Pariwisata
Program - persentase
Pemasaran pemasaran Pariwisata 45% ) 0%
Pariwisata dan - persentase o ) 10.315.500,00 o 0,49% Disporapar
Pengembangan pengembangan 25% 2.105.802.000,00 0%
Ekonomi Kreatif ekonomi kreatif
Program ’
Pengembangan Keb?JZ]:Saan
2 2 16 Destinasi dan 82,63% 2.247.522.757,00 dany
Sumber Daya Pariwi
Pariwisata anwisata
Program - Persentase destinasi
Pengembangan wisata yang dibina 25% - 0% o .
Destinasi dan - persentase industri 30% 6.731.994.000,00 | - 48.734.434,00 0% 0.72% Disporapar
Industri Pariwisata pariwisata yang dibina

Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu

[1]

| | Urusan Wajib
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia”
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD y Kinerja dan Anggaran o Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Program
Perencanaan, persentase jembatan
9 Pembangunan/Pen | 5 alam kondisi 85,33% 6.931.786.000,00 DPUPR
gembangan, | paik
Rehabilitasi/Pemeli
haraan Jembatan
Program
Perencanaan, Persentase
Pembangunan pembangunan turap di
23 Pengembangan, wilayah jalan 100,00% 1.069.460.000,00 DPUPR
Rehabilitasi penghubung dan aliran
Turap/Talud/Bronjo sungai rawan longsor
ng
38 Program Persentase drainase 90,64% 16.051.723.495,00
Perencanaan, Kota dalam kondisi
Pembangunan/Pen baik DPUPR
gembangan,
Rehabilitasi/Pemeli
haraan Drainase
Program
Perencanaan
Pembangunan/Pen Persentase panjang
7 gembangan, jaringan jalan dalam 109,50% 55.987.587.663,86 DPUPR
Rehabilitasi/Pemeli kondisi baik
haraan Jalan dan
Pedestrian
3 Program
Pengembangan/Re
habilitasi dan s
11 Pengelolaan gersemase Irigasi Kota 96,44% 746.912.000,00 DPUPR
. L alam kondisi baik
Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
Program Persentase
4 9 Pengelolaan Penerangan Jalan 100,00% 8.584.096.543,00 DPUPR
Penerangan Jalan Terkelola
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Tingkat
. Capaian ) ) o Capaian
Urusan/Bidang dik - Kinerja ineria d Realisasi Capaian ng_kat_Capman Rea!lszm Kinerja & Perangkat
Urqsan Indikator Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD Target Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Anggaran Klnerjg Dan Kinerja dan Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2018 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
; (Akhir Periode (tahun 2020) RPJMD s/d Jawab
Program/Kegiatan RPIMD) (%) Tahun 2020 Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- Persentase panjang
jaringan jalan dalam
kondisi baik
- Persentase jembatan
kota dalam kondisi baik 91.18% 0%
- Persentase_fasilitas 96’09% 0%
Program Bina P Peroorse arainase 67,23% 6.450.084.814,00 | 2% | 221% DPUPRPERKI
Marga K N 83% 268.024.303.000,00 Cemem 0% ’ M
ota dalam kondisi baik 90% 0%
- Persentase irigasi
Kota dalam kongdisi 89,93% 0%
baik
- Persentase jalan yang
memiliki jalur pekalan
kaki
Program
Pembinaan :
. ) persentase jalan dalam DPUPR/DPUP
3 8 Ia:nlgilézzgan Sosial Kondisi baik 100,00% 5.074.131.000,00 91,18% 11.957.556.000,00 - 1.000.000,00 0% 0,01% RPERKIM
Infrastruktur Jalan
3 12 Program persentase Bangunan 83,48% 587.890.500,00
Pengembangan Gedung Yang
Kinerja Memenuhi Syarat
Pengelolaan Proses SertiKikat Laik DPUPR
Gedung/Bangunan Kungsi Bangunan
Kantor dan Gedung
Fasilitas Umum
3 13 Program Bina Jasa persentase tersedianya 86,46% 1.158.643.900,00
Kontruksi 7 (tujuh) layanan
inKormasi jasa
konstruksi Tingkat
Kabupaten/Kota pada DPUPR
Sistem InKormasi
Pembina Jasa
Konstruksi (SIPJAKI)
Program
Penyelenggaraan Persentase Jumlah
3 58 Pengujian Mutu pengujian yang 92,12% 628.236.600,00 DPUPR
Bahan dan Alat diproses sesuai SOP
Berat
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia”
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD y Kinerja dan Anggaran o Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
47 Program Penataan persentase Penataan 82,14% 2.697.551.200,00
Bangunan dan Bangunan dan
Lingkungan di Kota Lingkungan pada DPUPR
Malang kawasan prioritas di
kota malang
14 Program Persentase Rumah 95,48% 4.551.512.860,00
Pengembangan Tinggal berakses air
Kinerja minum
Pengelolaan Air DPUPR
Minum di Kota
Malang
26 Program 100,00% 11.211.451.052,00
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Air DPUPR
Limbah di Kota
Malang
3 37 Program persentase gedung 16,67% 5.968.612.466,83
Pembangunan, milik daerah yang
Pemeliharaan/Reh menjadi kewenangan
abilitasi Dinas Pekerjaan DPUPR
Gedung/Bangunan Umum dan Penataan
Kantor dan Ruang Kota Malang
Fasilitas Umum dalam kondisi baik
- Persentase bangunan
gedung yang
memenuhi syarat
sertifikat laik fungsi
bangunan gedung
- Persentase
0%
pembangunan 100% 0%
Program Cipta kawasan pioritas 5% 279.320.633.000,00 337.260.72500 | 0% | 0,12% DPUPRPERKI
Karya sesuai RTBL 93,71% % M
- Persentase rumah 85,02% 80/0
. . (]
tinggal berakses air
bersih
- Persentase rumah
tinggal yang memiliki
sarana/akses sanitasi
layak
Perumahan Rakyat
4 dan Kawasan
Permukiman
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia”
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
: ) RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD g ! Angg Kinerja dan Anggaran Ja ba ! Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2018 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
. 9 P (Akhir Periode (tahun 2020) ggara RPJMD s/d Jawab
Program/Kegiatan RPIMD) (%) Tahun 2020 Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program
Pengendalian dan
4|l 7 Pengawasan PProsentase Luasan 85,47% 6.413.426.325,00 Disperkim
Kawasan Kumuh
Perumahan dan
Permukiman
- Persentase layanan
rumah layak huni yang
terjangkau
Porumahan dan- | - Persentase 5% 0% DPUPRPERKI
Kawasan lingkungan yang sehat 55% 13.717.738.000,00 394.865.607,00 0% 2,88% M
ermukiman dan aman yang 0,19% 0%
p didukung dengan PSU
- Persentase Rumah
Tidak Layak Huni
Program
Pembinaan Persentase
Lingkungan Sosial : _ o ) o o DPUPRPERKI
di Bidang |nfrastruktU( air Ilr_nbah 85,02% 1.150.000.000,00 0% 0% M
dalam kondisi baik
Infrastruktur
Saluran Air Limbah
Program
Penyelenggaraan Pringkat Hunian
4 8 Rumah Susun Rumah Susun 100,00% 2.276.209.248,00 Disperkim
Sederhana Sewa Sederhana Sewa
(Rusunawa)
15 Perhubungan
Program Tersedianya fasilitas
Rehabilitasi dan perlengkapan jalan Dinas
15 8 Pemeliharaan (rambu, marka, dan 100,00% 1.458.031.629,00 Perhubungan
Prasarana dan guardrill) pada jalan 9
Fasilitasi LLAJ Kota
Program Persentase ruas jalan
Peningkatan dan yang memenuhi o Dinas
15 2t Pengamanan Lalu standar keselamatan 100,00% 7.467.329.562,00 Perhubungan
Lintas lalu lintas
Program Persentase
Pengendalian menurunnya Dinas
15 19 Ketertiban Lalu pelanggaran laik jalan 100,00% 1.604.763.000,00 Perhubungan
Lintas dan kendaraan orang dan g
Angkutan Jalan barang
Program o . .
. % penurunan titik o ) o o Dinas
Ei’t‘g:”da"a” Lalu |\ emacetan 68% 14.453.082.500,00 319.039.866,00 0% 2,07% Perhubungan
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Tingkat
. Capaian ) ) o Capaian
Uruze;z/sigang Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Tlﬁﬁztr'g?)p;rllan Kﬁi?!gzzn Kinerja & Perangkat
. ) RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD g ! Angg Kinerja dan Anggaran Ja ba ! Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ hun 2018 h U (2019 RKPD Tahun berjalan yg ievaluasi Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Ta un .1 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
9 9 RPJMD) o Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 Program
Peningkatan
15 9 Kelaikan ) Persentase an_gk_utan 113,82% 2.059.812.324,00 Dinas
Pengoperasian umum yang laik jalan Perhubungan
Kendaraan
Bermotor
1 Prosentase angkutan
Program umum yang melayani
Peningkatan wilayah yang telah o Dinas
15 10 Pelayanan tersedia jaringan jalan 99.,85% 885.498.600,00 Perhubungan
Angkutan untuk jaringan jalan
Kota
- Persentase layanan
angkutan darat (jumlah
angkutan darat/jumlah
enumpang angkutan
Program Sarat) pang ang 65% ; 0% 15,27 Dinas
Pelayanan 13% 3.421.691.250,00 | - 522.351.27600 | 5oy | o Perhubungan
Angkutan Darat - Persentase ° FELDILE ’ ’ 9
kepemilikan KIR
angkutan umum
4 Urusan
Pemerintahan
Umum Lainnya
4 Pemerintahan
6 Administrasi
Kecamatan
4 - Persentase
pelaksanaan
peningkatan sarana
Program dan prasarana
Peningkatan kewilayahan o 0,35 o g
06 | 17 Prasarana dan - Persentase usulan 98,49% 39.122.840.154,00 389 44.096.228.349,00 2.721.331.800,00 6,17% Kec-Kel
Sarana Publik masyarakat untk
sarana prasarana di
wilayah yang
diakomodir
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup
1 Urusan Wajib
1|11 Lingkungan Hidup
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa'?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?'a”
Urusan Indikator Kinerja Kinerja - ) - Target Kinerja dan Anggaran 'Rea'llsa5| Capaian Kinerja Dan Kinerja dan K'“eUa & Perangkat
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD RKPD Tahun berjalan yg Kinerja dan A_nggaran_ Realisasi Anggaran Realisasi Daerah Ket
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung .
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
1 ) 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
11 15 Program - Prosentase Kajian 100,00% 509.916.300,00
Pengembangan yang dilaksanakan Dinas
Tata Lingkungan - Prosentase dokumen Lingkungan
Hidup lingkungan yang Hidup
disetujui
P‘rogram Pena}taan Persantase dokumen 85% - 49.710.000,00
Lingkungan Hidup perencanaan 1.880.269.000,00 29 Dinas
Lingkungan Hidup yang 8 ! 2,64% Lingkungan
tersusun dan sesuai Hidup
standart
11 16 Program Kemitraan Prosentase 80,00% 426.817.030,00
dan Pengendalian Kemitraan/Kerjasama Dinas
Lingkungan Hidup yang terjalain dengan Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup
Hidup
11 18 Program Penaatan Prosentase 100,00% 511.007.000,00 .
dan Penegakan menurunnya Li D||<nas
Hukum pelanggaran di bidang i _(;Jﬂgaﬂ
Lingkungan. lingkungan hidup i
11 19 Program 100,00% 306.094.500,00 )
Peningkatan Prosentase masyarakat LinDILn?]S n
Kapasitas yang pedui lingkungan Hidup.
Lingkungan Hidup Hidup
11 20 Program - Prosentase kegiatan 100,00% 592.442.100,00
Pengendalian pengendalian
Pencemaran dan lingkungan yang
Perusakan terlaksana Dinas
Lingkungan Hidup - Persentase kegiatan / Lingkungan
Usaha yang Hidup
melaksanakan
pengendalian air dan
B3
11 21 Program 105,00% 1.799.351.011,37
Peningkatan Meningkatkan Dinas
Pelayanan Kepuasan pelanggan Lingkungan
laboratorium terhadap hasil uji Lab Hidup
lingkungan
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa'?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?'a”
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD y Kinerja dan Anggaran o Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Penaatan 12% 28.730.000,00
dan Peningkatan - Persentase Ketaatan 30% 727.029.500,00
Kapasitas Kegiatan/Usaha 2,07 .
Lingkungan Hidup Pemilik 1zin Lingkungan % ) Dinas
- Persentase 0.31 3,95% Lingkungan
Komunitas Berbudaya % Hidup
Lingkungan di Kota
Malang
11 17 Program 99,78% 17.507.196.740,00
Pengembangan Prosentase Penduduk Dinas
Kinerja yang dilayani Lingkungan
Pengelolaan pengangkutan sampah Hidup
Persampahan
11 22 Program Prosentase 111,07% 2.056.493.650,00
Peningkatan Pengurangan dan Dinas
Kapasitas Penanganan Sampah Lingl_(ungan
Pengolahan di TPS dan PKD Hidup
sampah
Program - Persentase 22% - 1.739.155.750,00
Pengelolaan Pengurangan Sampah 75% 20.402.722.000,00 -
E_efsbafr?%aghan dan yang terkurangi di 0,99 Dinas
imbal masyarakat dan Sektor % ;
Informal (Merupakan 9,39 8,52% Llngk;ngan
nilai komulatif) %"\ ldup
- Persentase
Penanganan Sampah
11 23 Program 84,77% 4.818.666.600,00
Pengelolaan Prosentase sampah Dinas
Sampah Tempat terolah di TPA Lingkungan
Pemrosesan Akhir yang terola Hidup
(TPA)
11 25 Program Prosentase 100,00% 514.730.900,00 DI
Pengurangan dan Masyarakat/Lembaga Lin ILTJ?S an
Penanganan yang melakukan g'd 9
Sampah Pengolahan Sampah 1cup
11 26 Progrgm Prosentase 71,15% 900.514.852,00 .
Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana . Dinas
Sarana Prasarana Prasarana Operasional Llngkungan
Operasional Persampahan Hidup
Persampahan
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa'?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?'a"
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD y Kinerja dan Anggaran o Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program - Persentase 22% - -
Pembinaan Pengurangan Sampah 75% 1.500.000.000,00 -
Lingkungan Sosial | yang terkurangi di bi
di Bidang masyarakat dan Sektor 0% 0% L i|<nas
Infrastruktur Informal (Merupakan 0% ° |ngl;ngan
Persampahan nilai komulatif) 1aup
- Persentase
Penanganan Sampah
Perumahan Rakyat
4 dan Kawasan
Permukiman
4 Program Persentase luas RTH
Publik yang dikelola Disperkim/DP
10 ?(:Pbgueklgli'ai\jr;fuang dari luas wilayah kota / 100,00% | 15.259.521.150,00 8,23 17.234.011.850,00 - 1.138.691.050,00 0% 6,61% UPRPERKIM
kawasan perkotaan
Program
4 | 11 Pengelolaan Areal ﬁ?f:ﬁjié‘ﬁ?n 100,00% 1.024.446.000,00 Disperkim
Pemakaman
Pekerjaan Umum
3 dan Penataan
Ruang
Program Persentase Dokumen
3 | 3 Perencanaan Perencanaan dan 100,00% 318.076.000,00 DPUPR
sistem inKormasi Tata
Ruang Ruang
Ecra%ggr:vryasan dan Persentase Jumlah
3 56 Pengendalian Tata Pelanggaran Tata ) 84,97% 133.385.000,00 DPUPR
Ruang yang tertangani
Ruang
Program Persentase Pelayanan
3 57 Pemanfaatan Tata Keterangan Rencana 90,83% 186.377.850,00 DPUPR
Ruang Kota sesuai SOP
10 Pertanahan
Program Penataan Prosentase
10 21 penggunaan dan Rekomendasi ljin 1,82% 110.953.000,00 Disperkim
pemanfaatan tanah Lokasi
- Persentase Jumlah
Pelanggaran Tata
Program Penataan Ruang yang tertangani 100% } 0% DPUPRPERKI
Ruang dan - Persentase 7% 2.260.000.000,00 ] 31.840.000,00 0% 1,41% M
pertanahan pemanfaatan SIPR
dalam pemanfaatan
ruang
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Tingkat
. Capaian ) ) N Capaian
Urusan/Bidang dik N Kinerja ineria d Realisasi Capaian ng_kat_Capa|an Rea!lszsl Kinerja & Perangkat
Urqsan Indikator Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD Target Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Anggaran Klnerjg Dan Kinerja dan Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial
1 Urusan Wajib
107 Tenaga Kerja
1 7 16 Program Persentase kasus yang 100,00% 825.887.600,00
Perlindungan diselesaikan dengan Di
S inas Tenaga
pengembangan Perjanjian Bersama Kefja
lembaga (PB)
ketenagakerjaan
L 7 Program Persentase pencari Dinas Tenaga
17 Peningkatan kerja yang ditempatkan 75,00% 425.255.350,00 Kerja
Kesempatan Kerja
- persentase pencari
Erogram kerja yang ditempatkan 64 85,75 ’
eningkatan Dinas Tenaga
Kesempatan Kerja | - Persentase kasus 5% % 2.870.925,00 % 0,32% Kerja
yang diselesaikan 62% 904.357.200,00 | 36 e 58,65 !
dan Hubungan d P o o PMPTSP
Industrial engan Perjanjian % %
Berjasa (PB)
1 7 19 Program Persentase 100,00% 671.501.067,00 6,50% - -
Pembinaan peningkatan lapangan 250.000.000,00
Lingkungan Sosial kerja
di bidang Dinas Tenaga
Ketenagakerjaan Kerja/Dinas
Sektor 0% 0% Tenaga Kerja
Penempatan PMPTSP
Tenaga Kerja dan
Perluasan
Kesempatan Kerja
1 6 Sosial
1 6 15 Program 108,44% 12.510.121.767,00
Penanganan Fakir
Miskin dan Dinas Sosial
Pemberdayaan
Sosial
Program
Pembinaan Nilai-
nilai
1 6 16 Kepahlawanan, 100,00% 407.409.438,13 Dinas Sosial
Keperintisan dan
Kesetiakawanan
Sosial
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia”
Urusan Indikator Kinerja Kinerja - ) - Target Kinerja dan Anggaran 'Rea'llsa5| Capaian Kinerja Dan Kinerja dan K'“eUa & Perangkat
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD RKPD Tahun berjalan yg Kinerja dan A_nggaran_ Realisasi Anggaran Realisasi Daerah Ket
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung .
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
1 ) 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- Persentase (%)
PMKS yang
memperoleh bantuan
sosial
- Persentase (%)
Program EotersttSumberS ial
esejahteraan Sosial
ggrsrilgle(;giyaan yang mendapatkan‘ %;g 222 7.76% Dinas Sosial
;?:lfi‘gganan Eakir gglrznirt])ﬂ:naan dan aktif 100 4.240.115.900,00 ] 328.861.604.00 0% P3AP2KB
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
- Persentase (%)
Taman Makam
Pahlawan yang
terpelihara dengan baik
1 Program
6| 18 ﬁgﬂ:ggﬁﬁg‘;‘n dan 88,52% | 1.782.405.808,00 Dinas Sosial
Jaminan Sosial
1 6 Program
Pelayanan dan
17 Rehabilitasi 103,40% 4.071.585.430,00 Dinas Sosial
Kesejahteraan
Sosial
- Persentase (%)
Penyandang Masalah
kesejahteraan Sosial
(PMKS) penerima
manfaat program
Rehabilitasi dan
Program gerl_inldungan Jaminﬁ_n
Rehabilitasi dan osial yang terpenuhi 14,24 - 10% Dinas Sosial
Perlindungan ';gg‘;“;:‘:r:‘mdgisaimya 100% 4.686.042.900,00 199.605.107.00 | g0 | 4.26% P3AP2KB
Jaminan Sosial kemampuan fungsi
sosialnya
- Persentase (%)
korban bencana yang
menerima bantuan
sosial selama masa
tanggap darurat

Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan

[*]

| | Urusan Wajib

[
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa'?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?'a”
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD y Kinerja dan Anggaran o Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
1 ) 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Ketentraman,
5 Ketertiban Umum
dan Perlindungan
Masyarakat
Program
5| 18 Ezgg‘sgif:stasnawan 90,64% | 4.952.895.915,00 Satpol PP
Linmas
Program
Peningkatan
5 19 kesiagaan dan 77,95% 2.374.371.885,00 Satpol PP
pencegahan
bahaya kebakaran
Program - II§asio Ltinmaks pedr_ RT 1009 0%
: - Persentase kejadian () o
,\P/;i')’,‘:r‘gl‘(gf” kebakaran yang 100% 7.085.200.000,00 246.874.808,00 | gy 3,48% Satpol PP
ditangani
8 Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindunga Anak
- Prosentase organisasi
8 15 Eroggamd P;:egﬁzsgkﬁré%:g: 100,00% 1.410.453.819,00 93% ) 86.419.500,00 23% 6,52% DPSAZZKB/IDi
pg:gnf,;u:ﬁaan yang menerapkan e : : : ! 75% 1.326.339.100,00 - : : ! 0% ! ° gagipgﬂg
Anggaran Responsif
Gender (ARG)
Program
Peningkatan
8 16 Perlindungan 93,57% 794.351.113,00 DP3AP2KB
Perempuan dan
Anak
Cakupan perempuan
dan anak korban
o Yo
Perlindungan P 100% ) 128.109.650.00 0% 11,12 Dinas Sosial
Perempuan dan penanganan 0 1.151.725.000,00 -+09.690, ° 1% P3AP2KB
Anak pengaduan olgh i
petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu
Urusan
Pemerintahan
Umum Lainya
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia”
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD y Kinerja dan Anggaran o Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 Fungsi
Penyusunan
Kebijakan,
Pengoordinasian
Administratif
terhadap
Pelaksanaan
Tugas Perangkat
Daerah, dan
Pelayanan
Administrasi
1 17 Program Jumlah fasilitasi 97,19% 34.275.987.000,00
Eenyglenggaraan kegiatan Kesejahteraan Setda-Bag.
esejahteraan Rakyat Kesra
Rakyat dan
Kemasyarakatan
Program Persentase 100% 24 94.342.000,00
Pengembangan Pengembangan 3.214.028.100,00 %
Kebijakan Bidang kebijakan bidang
Kesejahteraan dan kesejahteraan dan Setda-Bag
Kemasyarakatan kemasyarakatan yang 24% 2,94% ’
o o Kesra
ditindaklanjuti
(ditindaklajuti : draft
rekomendasi, telaah
staf, surat, laporan)
6 Pemerintahan
Adminstrasi
Kecamatan
6 16 Program - Persentase lembaga 84,74% 14.909.534.876,00 4,18 6.171.838.000,00
Pemberdayaan kemasyarakatan yang 0,65 50.031.453.150,00
Masyarakat aktif (---> mendukung
indeks gotong royong
dan toleransi)
- Rasio Linmas per RT 0/12’34 Kec-Kel
(--> mendukung indeks °
rasa aman--> data kota
0,5---> target kota 2023
-->rasio 1)
5 Penanggulangan
Bencana Daerah
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia"
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD y Kinerja dan Anggaran o Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program - Persentase Keja_dian
Penceganan dan | SoTERIA Pada T - - 0% | 16,15
15 Kesiapsiagaan - Persentase 100,00% 1.089.325.240,00 10% 1.075.934.000,00 | - 173.804.500,00 0% % BPBD
Penanggulangan masyarakat tangguh
Bencana
bencana
- Rata - rata waktu
Program tanggap (respontime)
Kedaruratan dan bencana <1 Jam ) 0%
16 Logistik - Persentase korban 82,13% 2.194.178.910,00 100% 1.753.810.000,00 | - 118.600.000,00 0% 6,76% BPBD
Penanggulangan bencana yang
Bencana mendapat bantuan
logistik
Program
Rehabilitasi dan f;‘:{;ﬁg;ﬁﬁya
17 Eekonstruk& infrastruktur yang rusak 100,00% 1.867.784.375,00 30% 1.468.300.000,00 - 57.452.500,00 0% 3,91% BPBD
enanggulangan
Bencana pasca bencana
4 Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam
Negeri
4 15 Program prosentase penurunan 102,43% 752.904.258,00
Pengembangan kejadian yang
Wawasan berpotensi Bakesbangpol
Kebangsaan menyebabkan
disintegrasi
Program - Persentase 10% 0% 63.505.000,00
Penguatan peningkatan 67,5% 1.078.609.400,00 | 0%
Ideologi, wawasan pemahaman ideologi,
kebangsaan dan wawasan kebangsaan
Ketahanan dan karakter bangsa
Ekonomi, Sosial, - Persentase 0%
Budaya, Agama penyelesaian kejadian 0% 5,89% Bakesbangpol
gangguan disintegrasi
bangsa yang
disebabkan kondisi
ekonomi, sosial,
budaya dan agama
4 16 Program prosentase hak pilih 97,44%
Pendidikan Politik yang digunakan dalam 1.105.636.152,00 Bakesbangpol
Masyarakat Pemilu
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Tingkat
. Capaian ) ) o Capaian
Urusan/Bidang dik N Kinerja ineria d Realisasi Capaian ng_kat_Capman Rea!lszm Kinerja & Perangkat
Urqsan Indikator Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD Target Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Anggaran Klnerjg Dan Kinerja dan Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4| 4 17 Program Prosentase 71,67% 89.168.600,00
Pemberdayaan LSM/Ormas yang
Ormas dan LSM berpartisipasi secara Bakesbangpol
aktif dalam
pembangunan definisi
partisipasi aktif
Program - Persentase 52,5% 67.260.100,00
Pendidikan Politik peningkatan partisipasi 27,5% 744.651.600,00 | 0%
Dalam Negeri dan politik masyarakat 0% 0%
Organisasi - Persentase peran 0% 9.03% Bakesbangpol
Kemasyarakatan serta ormas dalam
pembangunan
4 4 18 Program prosentase konflik yang 91,25% 2.064.261.400,00
Kewaspadaan berpotensi disintegrasi
Daerah bangsa yang Bakesbangpol
terselesaikan
Program Persentase 67,50% 0% 24.783.556,00
Kewaspadaan penyelesaian kejadian 2.158.710.000,00
Nasional dan gangguan disintegrasi
penanganan konflik | bangsa yang
disebabkan konflik 0% 1,15% Bakesbangpol
ideologi, politik,
ekonomi, sosial,
budaya dan
pertahanan keamanan
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum
1 Urusan Wajib
1 5 Ketentraman,
Ketertiban Umum
dan Perlindungan
Masyarakat
1 Program Cakupan patroli siaga
Pemeliharaan ketertiban umum dan
5 | 15 Ketentraman dan ketentraman 92,55% | 5.528.041.723,00 Satpol PP
Ketertiban Umum masyarakat dalam
sehari
Program Cakupan patroli siaga
Peningkatan ketertiban umum dan 1288
Ketentraman dan ketentraman 0 R 0 ,
Ketertiban Umum masyarakat dalam 95% 4.404.040.000,00 567.068.500,00 0% % Satpol PP
sehari
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No

Kode

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)

Capaian
Kinerja
RPJMD pada
Tahun 2018
(Akhir Periode
RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD
Tahun Lalu (2019)

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun berjalan yg
dievaluasi (2020)

Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD yang Dievaluasi

(tahun 2020)

Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi
Anggaran RKPD
(%)

Realisasi
Kinerja dan
Anggaran

RKPD s/d
Tahun 2020

Tingkat
Capaian
Kinerja &
Realisasi
Anggaran
RPJMD s/d
Tahun 2020
(%)

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Ket.

9=8/7 x100%

10=6+8

11

12

13

Rp

Rp

K Rp

K Rp

16

Program
Penegakan
Perundang-
Undangan Daerah

79,81%

1.546.997.500,00

Satpol PP

Program
Penegakan
Peraturan
Perundang-
Undangan Daerah

Persentase
penanganan
pelanggaran Perda

0,
100% 1.460.000.000,00

108.780.000,00

0% 7,45%

Program
Pembinaan Polisi
Pamong Praja

78,37%

673.940.650,00

Satpol PP

Urusan
Pemerintahan
Umum Lainya

Fungsi
Penyusunan
Kebijakan,
Pengoordinasian
Administratif
terhadap
Pelaksanaan
Tugas Perangkat
Daerah, dan
Pelayanan
Administrasi

Program
Penerapan dan
Penegakan Hukum

Persentase sidang
penegakan hukum
daerah

94,24%

2.908.536.500,00

Setda-
Bag.Hukum

Program Penataan
dan Penyelarasan
Peraturan
Perundang-
undangan

Persentase produk
hukum yang telah
dilakukan penataan

104,45%

1.207.813.412,00

Setda-
Bag.Hukum

Program
Pengembangan
Kebijakan Bidang
Hukum

Persentase
pengembangan
kebijakan bidang
hukum yang
ditindaklanjuti

100,00%
3.233.799.600,00

100
,00
%

299.529.990,00

100,

00% 9,26%

Setda-
Bag.Hukum

Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif

(2]

| Urusan Wajib

[

I1-96



Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia"
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD y Kinerja dan Anggaran o Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
1 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 15 Program % penduduk yang 100,00% 2.741.038.627,00 95,5% 23, 170.090.000
Pelayanan memiliki dokumen 2.899.175.300,00 87 24,9 o Dispendukcap
Pendaftaran administrasi % 9% 587% il
Penduduk kependudukan
12 16 Program % penduduk yang 99,84% 2.401.671.783,00 91% 22, 276.555.000
Pelayanan memiliki dokumen 2.889.827.000,00 75 25,0 957% Dispendukcap
Pencatatan Sipil administrasi % 0% ’ 0 il
pencatatan sipil
15 Perhubungan
15 27 Program Persentase luas jalan 92,42% 1.043.672.500,00
Pengendalian untuk parkir tepi jalan Dinas
Penyelenggaraan yang tertib Perhubungan
Perparkiran
Program Kontribusi retribusi 10,1 M - 38.220.000,00 Dinas
Pengelolaan pelayanan parkir 1.859.870.000,00 0% 2,05% Perhubungan
perparkiran terhadap PAD
18 Penanaman Modal
18 18 Program Nilai SKM Non 93,64% 275.160.000,00
Penyelenggaraan Perizinan
Pelayanan Non DPMPTSP
Perizinan
Program persentase penerbitan 82,50% 0% 11.760.000,00
Pelayanan ijin dan non izin 72.280.000,00 f
Perizinan dan Non ekonomi, pariwisata 0% 16,27 Dinas Tgnaga
o . X o Kerja
Perizinan Ekonomi, dan sosial budaya % PMPTSP
Pariwisata dan
Sosial Budaya
18 19 Program Nilai SKM Perizinan 87,40% 807.215.000,00
Penyelenggaraan DPMPTSP
Pelayanan
Perizinan
Program - Persentase 82,5% - 72.002.500,00
Pelayanan penerbitan ijin dan non 100% 757.766.000,00 - Dinas Tenaga
Perizinan dan Non ijin pekerjaan umum 0% 9.50% Kerja
Perizinan - Persentase realisasi 0% ' PMPTSP
Pekerjaan Umum target retribusi IMB
24 Kearsipan
24 Persentase
Program peningkatan dokumen Dinas
15 Pengelolaan Arsip arsip yang terkelola 110,00% 387.179.409,00 11,50% 585.778.000.00 - 26.647.162,00 0% 4,55% Perpustakaan
Daerah sesuai kaidah o dan AD

kearsipan
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia"
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD y Kinerja dan Anggaran o Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan Penunjang
Pemerintahan
1 Perencanaan
Program Persentase Konsistensi
1] 15 ﬁg:ﬁggﬁgﬁign Sg’};ﬁ’;@” d’:gﬁ:am 98,46% 3.837.814.662,00 Barenlitbang
Daerah RKPD
- Persentase
Program Penjabaran Konsistensi
Program RPJMD ke 8,85
Perencanaan, dalam RKPD 100% ) 238.903.050,00 | % 9,85% BAPPEDA
Pengendalian dan N ' . 90% 2.425.000.000,00 - e % !
Evaluasi Persentase Capalan 0%
program dan kegiatan
pada RKPD
Program
Perencanaan
1 16 Pembangunan 99,18% 2.228.831.500,00 Barenlitbang
Ekonomi dan
Sumberdaya Alam
- Persentase
Penyusunan Renstra &
Renja perangkat
daerah mitra bidang
pembangunan ekonomi
dan sumberdaya alam
Program .
:
o . . (]
gf:g%iﬁg?%”;‘ya - Prosentase Jumiah 85% 2.045.000.000,00 | 0% | 144144300.00 36 ) 7.05% BAPPEDA
kajian/ analisa/ studi /
Alam )
rencana induk/ grand
design Sektor
Ekonomi dan
Sumberdaya Alam
yang mendukung
perencanaan.
Program
perencanaan
1| 17 pembangunan 94,76% 1.427.826.942,00 Barenlitbang
manusia,
masyarakat, sosial
dan budaya
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia”
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD y Kinerja dan Anggaran o Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- Persentase
Penyusunan Renstra &
Renja perangkat
daerah mitra Program
Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan
Program Pembangunan
Perencanaan Manusia yang sesuai
bidang dengan tahapan dan 85% - 0% 13,95
Pemerintahan dan tata cara. 85% 1.835.689.000,00 | 0% 256.040.000,00 0% % BAPPEDA
Pembangunan - Prosentase Jumlah
Manusia kajian/ analisa/ studi /
rencana induk/ grand
design sektor
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia yang
ditindaklanjuti.
Program
perencanaan
1| 18 %?2233%’:"3% 94,13% 1.992.064.910,00 Barenlitbang
pengembangan
wilayah
- Persentase
Penyusunan Renstra &
Renja perangkat
daerah mitra bidang
Infrastruktur dan
pengembangan
wilayah yang seuai
dengan tahapan dan
Program tata cara. 0 0,24
Perencanaan - Kesesuaian rencana 382//0 % 3.170.000.00 % 0.22% BAPPEDA
bidang Infrastruktur | pembangunan dengan 85‘;; 1.433.580.000,00 - I 0% ee”
dan Kewilayahan RTRW - 0%
- Prosentase Jumlah
kajian/ analisa/ studi /
rencana induk/ grand
design sektor
Infrastruktur dan
kewilayahan yang
mendukung
perencanaan.
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Tingkat
) ) N Capaian
T"Eﬁztr.g%paar']an Kﬁi?!gzzn Kinerja & Perangkat
Ja ba ! Realisasi Daerah
Realisasi Anggaran Ket.

Anggaran Penanggung
Anggaran RKPD RKPD s/d
%) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab

Tahun 2020
(%)

Capaian
Kinerja
RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD
Tahun 2018 Tahun Lalu (2019)
(Akhir Periode
RPJMD)

Urusan/Bidang
Urusan Indikator Kinerja

Kode Pemerintahan Program (outcome)/
Daerah dan Kegiatan (output)

Program/Kegiatan

Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD yang Dievaluasi

(tahun 2020)

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun berjalan yg
dievaluasi (2020)

5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp | K Rp

2 Keuangan

Program
2 15 Penyusunan 115,84% 2.641.571.825,00 BPKAD
Anggaran Daerah

Program

2 | 16 Penyelenggaraan 94,21% 2.076.271.580,00 BPKAD
Perbendaharaan

Daerah

Program
Penyusunan
Anggaran dan
Perbendaharaan
Daerah

Persentase BTL APBD o 100 100 27,07
<50% 40% 5.250.423.300,00 | % 1.423.464.508,00 | o % BKAD

Persentase L/K SKPD

Program Pelaporan | Yang Berkualitas o o 25 . o
2 17 Keuangan Daerah Mendukung Opini BPK 100,00% 966.757.286,00 100% 2.368.295.800,00 | % 128.577.800,00 25% 5,43% BPKAD/BKAD

RI

2 18 Program 92,65% 1.993.780.701,00
Penatausahaan BPKAD
Aset Daerah

2 19 Program Kontribusi 90,70% 1.857.531.680,00 2,703 M 78 592.526.648,00
Pemanfaatan Aset Pemanfaatan Aset 2.793.006.500,00 | 6.6 29,1 21,21
Daerah terhadap PAD 19. 0% % BPKAD/BKAD

Program 87,03% 5.122.666.650,00
Pendataan,
Pendaftaran dan BPPD
Penetapan Pajak
2 20 Daerah

Program persentase 37,04% - 3.080.000,00
Perencanaan dan Peningkatan 2.600.000.000,00
pengembangan Pendapatan Asli 0% 0,12% Bapenda
Pendapatan Asli Daerah
Daerah

2 21 Program 81,73% 2.088.830.500,00
Penagihan dan

Pemeriksaan Pajak BPPD
Daerah

Program 82,08% - 353.870.000,00

Pelayanan Pajak foﬂ“g’us'g’:’;k daerah 4.694.514.000,00 0% 7,54% Bapenda
Daerah erhadap
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia"
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD y Kinerja dan Anggaran o Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2 22 Program 98,28% 2.636.869.800,00
Pengembangan
Potensi Pajak BPPD
Daerah
Program persentase penurunan 1,81% - 11.263.000,00
Pengendalian piutang pajak daerah 3.806.110.000,50 0% 0,30% Bapenda
Pajak Daerah
4 Penelitian dan
Pengembangan
4 19 Program 104,95% 3.070.064.428,00
Penguatan Inovasi, Barenlitbang
Riset dan
Pengembangan
Program Penelitian - Persentase 50% 0% 160.525.720,00
dan implementasi rencana 3,5% 2.775.000.000,00 | 0% 852
Pengembangan kelitbangan %'
- Persentase Perangkat 0.96 5,78% BAPPEDA
Daerah yang difasilitasi %
dalam penerapan
inovasi daerah
Urusan
Pemerintahan
Umum Lainya
1 Fungsi
Penyusunan
Kebijakan,
Pengoordinasian
Administratif
terhadap
Pelaksanaan
Tugas Perangkat
Daerah, dan
Pelayanan
Administrasi
1 18 Program Jumlah dokumen 96,30% 803.982.123,00
Pengembangan bahan rumusan Setda-
Kebijakan Bidang kebijakan di bidang Bag.Pengemb
Perekonomian pengembangan angan
perekonomian Perekonomian
Program Persentase hasil 100% 100 75.541.830,00
ice)tsgltllsjz?di evaluasi ditindaklanjuti 200.000.000,00 | % 100 37,77 Setda-
Bidang Cukai % % Bag.PISDA
dalam rangka
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia”
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. ) RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD g ! Angg Kinerja dan Anggaran Ja ba ! Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ hun 2018 h U (2019 RKPD Tahun berjalan yg ievaluasi Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Ta un .1 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
9 g RPIMD) ° Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemantauan dan
Evaluasi
1 19 Program Persentase kebijakan 89,70% 429.762.637,00
Pengembangan bidang SDA dan PI Setda-
Kebijakan SDA dan | yang difasilitasi Bag.SDAPI
Infrastruktur
Program Persentase kebijakan 100% 87 52.526.481,00
Pengembangan bidang perekonomian, 750.848.100,00 %
Kebijakan Bidang Infrastruktur dan SDA o o Setda-
Perekonomian, yang ditindaklanjuti 87% 7,00% Bag.PISDA
Infrastruktur dan
SDA
1 15 Program Nilai EKPPD 84,65% 3.322.614.588,00
Pembinaan Pemerintah Kota
Penyelenggaraan Malang Setda-
Pemerintahan Bag.Pemerint
Umum dan ahan
Pemerintahan
Kecamatan
Program Nilai EKPPD 3,5760 - 366.408.143,00 d
Pembinaan Pemerintah Kota 2.921.551.000,00 0% 12,54 B Sst a-
Penyelenggaraan Malang ° % ag- r:amerlnt
Pemerintahan anhan
Program Persentase
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Hubungan Hubungan Masyarakat 20 Setda-
' 0, 0, 0, 0,
1 16 Masyarakat, Keprotokoleran dan 98,08% 9.983.491.580,00 100% 6.150.000.000,00 % 612.648.834,00 20% | 9,96% Bag.Humas
Keprotokoleran dan
Hubungan Antar
Hubungan Antar L
embaga
Lembaga
Program
Sosialisasi
Ketentuan di Persentase kegiatan
Bidang Cukai h ) o 0% ) o o Setda-
dalam rangka b!dang cul_(al yang 100% 500.000.000,00 0% 0% Bag.Humas
P g dipublikasikan
enyampaian
Informasi melalui
Media
1 20 Program Persentase proses 95,78% 2.015.416.654,24
Penyelenggaraan pengadaan yang
) ; . Setda-
Unit Layanan dilaksanakan sesuai
Bag.LPBJ
Pengadaan ketentuan
Barang/Jasa
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa‘?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?ia”
Urusan Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Dan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
. RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD y Kinerja dan Anggaran o Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Layanan Persentase proses 100% - 326.233.880,00 1771 Setda-
Pengadaan pengadaan barang/jasa 1.841.964.600,00 0% % ’ Bag.LPBJ
. (] g.
Barang/Jasa sesuai ketentuan
1 23 Program Penataan Persentase Kebijakan 99,14% 1.296.361.036,00
Kelembagaan dan Bidang Setda-
Ketatalaksanaan Ketatalaksanaan yang Bag.Organlsa
difasilitasi si
Program Nilai kapasitas 3 - 376.612.355
Kelembagaan, organisasi 1.739.364.000,00 2165 Setda-
Ketatalaksanaan 0% % ! Bag.Organisa
dan Akuntabilitas si
Kinerja
2 Pengawasan
2 15 Program Persentase PD yang 82,91% 1.727.045.937,00
Pembinaan dan menindaklanjuti
Pengawasan temuan pengawasan Inspektorat
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Wilayah |
Program Evaluasi - Persentase dokumen 100%(10/ - 498.609.207,00
dan Reviu perencanaan dan 10) 2.713.133.000,00 -
Penyelenggaraan penganggaran 100%(2/2
Pemerintahan f“IIDE:ekrl;I;i?arseg Iclijokumen ) 0% 18,38 Inspektorat
0% %
laporan
penyelenggaraan
pemerintah dilakukan
reviu
2 16 Program Persentase PD yang 81,70% 990.427.478,00
Pembinaan dan menindaklanjuti
Pengawasan temuan pengawasan |
nspektorat
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Wilayah |1
Program Persentase PD yang 100% - 750.000
Pembinaan dan menindaklanjuti 337.258.500,00
Pengawasan temuan pengawasan
Penyelenggaraan
Urusan 0% 0,22% Inspektorat
Pemerintahan
bidang ekonomi
dan sumber daya
alam
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No

Kode

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Capaian
Kinerja
RPJMD pada
Tahun 2018
(Akhir Periode
RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD
Tahun Lalu (2019)

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun berjalan yg
dievaluasi (2020)

Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD yang Dievaluasi

(tahun 2020)

Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi
Anggaran RKPD
(%)

Realisasi
Kinerja dan
Anggaran

RKPD s/d
Tahun 2020

Tingkat
Capaian
Kinerja &
Realisasi
Anggaran
RPJMD s/d
Tahun 2020
(%)

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Ket.

9=8/7 x100%

10=6+8

11

12

13

K Rp

K Rp

K Rp

Program
Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Wilayah 11l

Persentase PD yang
menindaklanjuti
temuan pengawasan

73,30% 687.079.250,00

Inspektorat

Program
Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia

Persentase PD yang
menindaklanjuti
temuan pengawasan

0,
100% 422.182.000,00

- 900.000

0% 0,21%

Inspektorat

19

Program
Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Wilayah IV

Persentase PD yang
menindaklanjuti
temuan pengawasan

89,47% 671.905.600,00

Inspektorat

Program
Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
bidang infrastruktur
dan
pengembangan
wilayah

Persentase PD yang
menindaklanjuti
temuan pengawasan

0,
100% 425.771.500,00

- 21.895.163

0% 5,14%

Inspektorat

Program
Pelayanan
Kesekretariatan
DPRD

Persentase surat dinas

yang ditindaklanjuti

100% 19.031.065.000,00

2,1

8% 668.215.657,00

2,18 3,51%

Set.DPRD

Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam
Negeri

Program
Peningkatan
Kapasitas
Perencanaan dan
Penganggaran bagi

100,00% 2.340.387.200,00

Set.DPRD
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Tingkat

Urusan/Bidan Capaian Tingkat Capaian Realisasi Capaian
Urusan ’ Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kginer'a Dpan Kinerja dan Kinerja & Perangkat
: ) RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD g ! Angg Kinerja dan Anggaran Ja ba ! Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2018 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
BromamKegintan 9 P (Akhir Periode (tahun 2020) 99 ) Tahtn 2020 | RPIMD sid Jawab
9 g RPIMD) ° Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pimpinan/Anggota
DPRD
Program - Persentase dokumen 100% - 27.110.000,00
Perencanaan dan perencanaan, 57% 673.653.000,00 -
Keuangan keuangan dan
pelaporan yang 0%
disusun tepat waktu 0% 4,02% Set.DPRD
- Persentase
Promperda yang
menjadi Perda
3 16 Program Fasilitasi 81,40% 12.162.676.229,00
Penyelenggaraan
Fungsi Dewan Set.DPRD
Perwakilan Rakyat
Daerah
Program Fasilitasi Persentase 100,00% 34 7.248.212.988,00
Pelaksanaan pemenuhan 44.580.588.000,00 % 16.26
Tugas DPRD kelengkapan 34% % ! Set.DPRD
administrasi °
penyusunan Perda
3 17 Program 89,39% 13.779.756.468,00
Penyelenggaraan
Fungsi Kehumasan Set.DPRD
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Program Persentase publikasi 75,00% 0% 33.000.000,00
Penyelenggaraan kegiatan DPRD 1.461.444.000,00 0% 2,26% Set.DPRD
Kehumasan
6 Pemerintahan
Administrasi
Kecamatan
6 15 Program 96,42% 45.182.971.797,00
Pelaksanaan
Kegiatan Kec-Kel
Pemerintahan
Umum
Program IKM Perangkat Daerah 80,1 7.900.630.613,00 1547
Pemerintahan 51.083.084.401,00 % ’ Kec-Kel
Umum
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No

Kode

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)

Capaian
Kinerja
RPJMD pada
Tahun 2018
(Akhir Periode
RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD
Tahun Lalu (2019)

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD Tahun berjalan yg
dievaluasi (2020)

Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD yang Dievaluasi

(tahun 2020)

Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi
Anggaran RKPD
(%)

Realisasi
Kinerja dan

Anggaran

RKPD s/d
Tahun 2020

Tingkat
Capaian
Kinerja &
Realisasi
Anggaran
RPJMD s/d
Tahun 2020
(%)

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Ket.

9=8/7 x100%

10=6+8

11

12

13

Rp

K Rp

K Rp

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah

Persentase kegiatan
kepala daerah/wakil
kepala daerah yang
mendapat layanan
kedinasan

83,84%

3.606.782.877,00

Setda-
Bag.Keuanga
ndan
Perlengkapan

Urusan Umum

XX 1

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

84,11%

83.628.108.122,00

Kesekretariata
n

XX

Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur

80,73%

64.660.025.820,67

Kesekretariata
n

XX 5

Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur

89,62%

9.041.950.761,00

Kesekretariata
n

XX 6

Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan,
capaian kinerja,
dan keuangan

80,45%

11.983.788.955,00

Kesekretariata
n

Program
Pelayanan
Kesekretariatan

presentase dokumen
perencanaan,
keuangan dan
pelaporan yang
disusun tepat waktu

100%

163.021.866.692,90

17.347.191.774

10,56

Kesekretariata
n

Sasa

ran pembangunan

tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya Kualitas M

eritokrasi Manajemen ASN

3

Urusan Penunjang
Pemerintahan

3

Kepegawaian serta
Pendidikan dan
Pelatihan

Program
Pengadaan,
Penempatan dan
Pembinaan Karir
Kepegawaian

92,39%

2.087.888.417,00

BKD
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Tingkat

Urusan/Bidang C?‘Pa'?‘” - . Tingkat Capaian Realisasi C_aP?'a”
Urusan Indikator Kinerja Kinerja - ) - Target Kinerja dan Anggaran 'Rea'llsa5| Capaian Kinerja Dan Kinerja dan K'“eUa & Perangkat
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD RKPD Tahun berjalan yg Kinerja dan A_nggaran_ Realisasi Anggaran Realisasi Daerah Ket
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2918 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung .
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
RPJMD) Tahun 2020
(%)
1 ) 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program - Persentase 83,70% 92 557.418.986,00
Pengadaan dan pemangku jabatan 62% 5.221.660.000,00 % 109,8
Mutasi fungsional tertentu 91 4% 10,68 BKPSDM
Kepegawaian - Persentase terisinya % 146,7 | %
jab struktural dan %
pelaksana
3 17 Program 96,57% 7.683.588.505,00
Peningkatan
Kapasitas Aparatur BKD
Sipil Negara
Program - Persentase ASN yang 63,44% 58, 134.612.276,00
Pengembangan mengikuti pendidikan 91% 4.681.013.500,00 | 5%
kompetensi dan dan pelatihan formal 84, 92,2
Fasilitasi Profesi - Persentase Pejabat 1% %
ASN yang telah 92,2 2,88% BKPSDM
mengikuti pendidikan %
dan pelatihan struktural
3 16 Program Fasilitasi 100,00% 162.759.557,00
Pemberhentian BKD
Pegawai
3 18 Program 99,93% 1.089.055.850,00
Pembinaan BKD
Kepegawaian
3 19 Program
ge”ge'o'aan Data 100,00% 406.417.750,00 BKD
an Informasi
Kepegawaian
Program Penilaian - Persentase ASN yang 0
Kinerja dan memperoleh nilai 100%
Penghargaan kinerja dibawah
standar 0 0 .
- Persentase 1.270.685.000,00 iOO 22.871.900,00 0100 1,80% BKPSDM
pelanggaran disiplin % %
ASN yang telah
ditindaklanjuti
Urusan
Pemerintahan
Umum Lainya
Fungsi
Penyusunan
1 Kebijakan,
Pengoordinasian
Administratif
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Tingkat
. Capaian ) ) o Capaian
Uruze;z/;:gang Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Tlﬁﬁztr'g?)paarllan Kﬁi?!gzzn Kinerja & Perangkat
. ) RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD g ! Angg Kinerja dan Anggaran Ja ba ! Realisasi Daerah
No Kode Pemerintahan Program (outcome)/ hun 2018 h U (2019 RKPD Tahun berjalan yg ievaluasi Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Ta un .1 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
Program/Kegiatan (Akhir Periode (tahun 2020) %) Tahun 2020 RPJMD s/d Jawab
9 9 RPJMD) o Tahun 2020
(%)
5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
1 2 3 4
K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
terhadap
Pelaksanaan
Tugas Perangkat
Daerah, dan
Pelayanan
Administrasi
4 1 Program
Peningkatan Per§entase Rencana Setda- _
24 N Aksi yang 93,08% 644.549.293,00 Bag.Organisa
Kinerja dan ditindaklanjuti si
Reformasi Birokrasi )
E«ra%%r:mbangan Persentase standar Setda-
i 0, - - 0, 0, i
Standar kompetensi pe_rangkat 70% 234.283.000,00 0% 0% Bag.Organlsa
K . daerah yang ditetapkan Si
ompetensi
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota : Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi
1 Urusan Wajib
1| 16 Komunikasi dan
Informatika
1| 16 15 Program Prosentase pengaduan 94,74% 3.117.064.751,00
Pelayanan dan yang di tidak lanjuti Diskominfo
Pengelolaan
Informasi Publik
1 16 17 Program Prosentase luas area 96,46% 1.358.689.598,00
Peningkatan blank spoot Diskominfo
Penyelenggaraan
Komunikasi Publik
Program - Persentase informasi 81% - 79.344.599,00
Pengelolaan yang terlayani dan 55,65% 3.756.435.500,00 | -
Informasi dan terpublikasi 0% o . .
Komunikasi Publik - Persentase 0% 211% Diskominfo
pengaduan yang
ditindaklanjuti
1| 16 16 Program Persentase aplikasi 94,53% 13.527.340.892,00 12,24% - 345.114.414,00
Pengelolaan informasi yang 11.124.386.500,00 0% 3,10% Diskominfo
Aplikasi Informatika | terintegrasi
1] 20 Statistik
1] 20 15 Program Prosentase 948.228.800,00
Pengelolaan Data pengelolaan data f 1
dan Informasi Statistik sektoral yang 98,97% Diskominfo
Statistik dipublikasikan
Program Persentase keterisian 82% - 123.304.444,00
Penyelenggaraan e-database SIPD 1.504.800.000,00 0% 8,19% Diskominfo
Statistik Sektoral
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Tingkat
. Capaian ) ) N Capaian
Uruze;z/;:gang Indikator Kinerja Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Tlﬁﬁztr'g?)paarllan Kﬁi?!gzzn Kinerja & Perangkat
. ) RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja RKPD g ! Angg Kinerja dan Anggaran Ja ba ! Realisasi Daerah
Kode Pemerintahan Program (outcome)/ RKPD Tahun berjalan yg ) } Realisasi Anggaran Ket.
Daerah dan Kegiatan (output) Tahun 2018 Tahun Lalu (2019) dievaluasi (2020) RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d Anggaran Penanggung
. 9 P (Akhir Periode (tahun 2020) ggara RPJMD s/d Jawab
Program/Kegiatan RPIMD) (%) Tahun 2020 Tahun 2020
(%)
) 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x100% 10=6+8 11 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
21 Persandian
21 15 Program Prosentase Jumlah 232.113.500,00
Pengelolaan dokumen yang wajib 100,00% Diskominfo
Persandian dirahasiakan
Program Persentase jumlah 74% - 45.138.447,00
Penyelenggaraan dokumen yang wajib 492.336.500,00
Pengamanan dirahasiakan 0% 9,17% Diskominfo
Informasi
Pemerintah Daerah
18 Penanaman Modal
18 17 Program Nilai SKM Layanan 400.308.750,00
Pengolahan Data Informasi 96,81% DPMPTSP
dan Informasi
Program persentase sistem 0% 33.19
Pengendalian, Data | informasi yang dapat 15% 424.380.000.00 140.870.000,00 0% % ! DPMPTSP
dan Informasi diakses masyarakat R
12 Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
12 17 Program % penduduk yang 830.711.800,00 90% 22, 29.400.000
Pengelolaan telah tertib administrasi 377.883.000,00 | 75
Informasi kependudukan. % Dispendukcap
Administrasi 99,16% 25% 7.78% il
Kependudukan dan
Pemanfaatan Data
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2.2.2 Realisasi RPUMD

Misi 1 :

Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan

dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga

Tujuan 1:

Terwujudnya

pemerataan

akses

dan

kualitas

pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

Tabel 2.56
Perbandingan Capaian Misi 1 dengan Target RPJMD

Kondisi Capaian
Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Akhir Taglel;l 53119
asara Utama Tahun 2019 RPJMD &
Target 5
Tahun 2023
Tahunan
Meningkatnya
masyarakat terdidik Indeks Pendidikan 0,77 0,87 89%
dan berkharakter
Meningkatnya
kualitas layanan Indeks Kesehatan 0,81 0,825 08.18%
kesehatan
‘tl\)/[e ??igff:;gya daya Indeks Daya Beli /
. p Purchasing Power 0,85 0,852 99.77%
komoditas pangan ;
d Parity
an non pangan

Misi 2 Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing
berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan
Keterpaduan

Tujuan 1 : Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang

merata dan berkelanjutan

Tabel 2.57
Perbandingan Capaian Misi 2 dengan Target RPJMD
Kondisi Capaian
Indikator Kinerja Realisasi Akhir Tahun 2019
Sasaran RPJMD Dengan
Utama Tahun 2019
Tahun Target 5
2023 Tahunan
Meningkatnya Presentase
pertumbuhan pertumbuhan ekonomi | 8.10% 6,45% 126%
ekonomi kreatif kreatif
Meningkatnya
pemprataan IKLI (Indeks Kualitas
p g Layanan 4,06 4,50 90,22%
infrastruktur dan
Infrastruktur)
sarpras Kota
secara terpadu
Meningkatkan
kualitas Indeks Kualitas
kemanfaatan tata Lingkungan Hidup 65,27 86 75,90%
ruang dan Daerah (IKLHD)
lingkungan hidup
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Misi 3 : Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan
Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat
Rentan dan Gender
Tujuan 1: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kerukunan
sosial
Tabel 2.58
Perbandingan Capaian Misi 3 dengan Target RPJMD
Kondisi Capaian
Indikator Kinerja Realisasi Akhir Tahun 2019
Sasaran RPJMD Dengan
Utama Tahun 2019
Tahun Target 5
2023 Tahunan
Meningkatnya
kualitas Persentase penurunan o o o
perlindungan PMKS 6,81% 5% 136,20%
sosial
Meningkatnya Indeks Pembangunan
pemberdayaan Masyarakat (IPMas) 84,63 20 94,03%
masyarakat dan
stabilitas Indeks Pembangunan 94.71 9720 97 43%
lingkungan Gender (IPG) ’ ’ ’
Misi 4 : Pemerintahan yang Tertib Hukum, Profesional dan
Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan
Akuntabel
Tujuan 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan

pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel

Tabel 2.59
Perbandingan Capaian Misi 4 dengan Target RPJMD
Kondisi Capaian
Indikator Kinerja Realisasi Akhir Tahun 2019
Sasaran RPJMD Dengan
Utama Tahun 2019
Tahun Target 5
2023 Tahunan
Meningkatnya
penegakan Presentase perda yang 96.37% 100% 26.37%
peraturan daerah | ditegakkan ’ ’
dan tertib hukum
. Nilai SAKIP 75 84,9 88,34%
Meningkatnya
kualitas sistem Opini BPK WTP WTP 100%
kelembagaan yang | Maturitas SPIP 3,04 4,3 70,70%
efektif -
Rasio PAD 0,3 0,33 90,01%
Meningkatnya
kualitas Indeks Profesionalitas o
meritokrasi ASN 66,61 77,10 86,47%
manajemen ASN
Meningkatnya
integrasi teknologi Isr;cgelgs Kematangan 2,85 4,54 62,78%
informasi
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2.3

2.3.1.

2.3.2.

Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Dberisi uraian
rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan
dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas
pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang
berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat

Daerah maupun capaian sasaran/kinerja pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan dalam pembangunan daerah, meliputi :

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan

sasaran pembangunan daerah

1. Pembangunan ekosistem ekonomi kreattif perlu ditingkatkan;

2. Perlu upaya peningkatan SDM terdidik dan berkarakter;

3. Pemerataan kualitas pelayanan pendidikan di seluruh wilayah
perlu ditingkatkan;

4. Aksesibilitas pelayanan kesehatan, terutama jaminan
pelayanan kesehatan, perlu ditingkatkan;

5. Aksesibilitas dan daya beli masyarakat terhadap komoditas
pangan dan non pangan perlu ditingkatkan,;

6. Perlindungan social dan pemberdayaan masyarakat perlu
ditingkatkan untuk peningkatan kesejahteraan;

7. Implementasi nilai-nilai agama dan ideologi pancasila dalam
kehidupan sehari-hari perlu dilakukan pembinaan;
Pembangunan masyarakat berbudaya perlu ditingkatkan;
Kualitas infrastruktur pelayanan dasar perlu ditingkatkan;

10. Keselarasan antara penyelenggaraan pembangunan dengan
kualitas lingkungan hidup perlu terus ditingkatkan, dalam
rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan;

11. Adaptasi dan Mitigasi perubahan Iklim yang perlu pengawasan
dan rencana aksi;

12. Profesionalisme  aparatur  pemerintahan dan  inovasi
penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan dalam
rangka mewujudkan pemerintahan yang semakin bersih,
profesional dan inovatif;

13. Penyederhanaan birokrasi dalam pelayanan perlu dilaksanakan.

Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah

daerah
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1.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.1

1.2

1.3

1.4

a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan;

b. Belum Merata Akses Pendidikan.

Kesehatan

a.

Belum optimalnya pemberian layanan jaminan
kesehatan bagi masyarakat;

Belum optimalnya kesadaran dan kemandirian
masyarakat dalam berperilaku sehat dan menjaga

kesehatan lingkungan;

. Manajemen pelayanan fasilitas kesehatan dasar

(puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (RSUD)
perlu ditingkatkan;
Belum Maksimalnya Penanganan Kualitas Hidup

Pasien Terminal Melalui Peran Aktif Dokter Keluarga.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a.

Kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami
kerusakan sehingga perlu perbaikan dan

pemeliharaan;

. Belum optimalnya sistem drainase dan utilitas secara

terpadu dan berkelanjutan;

Belum maksimalnya pengelolaan IPAL berbasis
komunal;

Belum  Optimalnya Kerjasama Malang Raya
Pengelolaan Sungai, Dan Air Minum;

Belum Optimalnya Kualitas Sarana Dan Prasarana
Kota Dalam Kondisi Baik (Ramah Dan Nyaman);
Pengawasan kesesuaian Tata Ruang yang perlu

ditingkatkan.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a.

Luasan kawasan/permukiman kumuh yang perlu

segera mendapatkan penanganan;

. Penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh

pengembang kawasan permukiman yang masih belum

optimal.
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1.5

1.6

c. Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan Pemukiman
Daerah Aliran Sungai;

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

a. Belum adanya pengembangan sistem pengamanan
lingkungan online;

b. Koordinasi dan sinergi penanggulangan bencana alam
dan non bencana alam perlu ditingkatkan khususnya
akibat curah hujan yang tinggi maupun penyebaran
virus COVID-19

Sosial

a. Belum maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan
PMKS;

b. Masih Terbatasnya Tempat Penampungan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (Khususnya Rumah
Lansia);

c. Masih Minimnya Penanganan Dan Sarana Prasarana

Bagi Penyandang Disabilitas.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1

2.2

2.3

2.4

Tenaga Kerja

a. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota
Malang yang masih lebih tinggi dari angka TPT Propinsi
Jawa Timur;

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Perlunya mendorong Pengarusutamaan Gender (PUG)
melalui peningkatan peran perempuan dalam
pembangunan;

b. Perlunya meningkatkan upaya perlindungan anak dari

kejadian kekerasan, termasuk t